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KATA PENGANTAR

Pyji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan
Negeri Jakarta Barat telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II
Tahun 2026. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam mendukung program pemerintah yang
isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2026. LKj ini memiliki makna strategis
yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan
Negeri Jakarta Barat di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat

terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di
bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk
memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan
pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman
kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun
2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan Negeri
Jakarta Barat telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di wilayah
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan mengkombinasikan nilai kepastian
hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat juga terus
berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke
bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk
perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus - kasus
korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini
menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras
dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-

2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Negeri Jakarta
Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kejaksaan Negeri Jakarta
Barat sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.

Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk




memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat di
masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil

Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Jakarta, 02 Juli 2026

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

#KEJAKSAANDIGITAL

Nurul Wahida Rifal
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Capaian Kinerja

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Triwulan II Tahun 2026

jaksa

Sasaran Strategis 1 Target Capaian s.d Capaian
Juni 2026 Target
Terwujudnya kelembagaan 94 94 100%
hukum yang transparan dan
adil
IKS 1.1 | Indeks persepsi publik terhadap
citra Kejaksaan RI
Sasaran Strategis 2 Target Capaian s.d Capaian
Juni 2026 Target
Terwujudnya efektivitas
penegakan hukum dan
keadilan melalui transformasi
sistem penuntutan
IKS 2.1 | Persentase peningkatan 63% 77,33% 122,75%
pengendalian perkara
IKS 2.2 | Tingkat keberhasilan kegiatan 91% 100% 109,89%
dan operasi intelijen penegakan
hukum
IKS 2.3 | Tingkat keberhasilan pemulihan 85% 5,40% 6,35%
aset negara
Sasaran Strategis 3 Target Capaian s.d Capaian
Juni 2026 Target
Terwujudnya efektivitas
pelaksanaan kewenangan
Advocaat Generaal
IKS 3.1 | Tingkat efektivitas pelaksanaan 82% 22,96% 28%
kewenangan Advocaat Generaal
Sasaran Strategis 4 Target Capaian s.d Capaian
Juni 2026 Target
Terwujudnya tata  kelola
organisasi yang  optimal,
transparan dan akuntabel
IKS 4.1 | Indeks reformasi birokrasi 85 88,23 103,8%
IKS 4.2 | Tingkat penerapan etika profesi 82 100 121,95%
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BAB 1
PENDAHULUAN




BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.! Sebagai
lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk
melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-
20292 didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,

yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045."

Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Asta
Cita yang diimplementasikan dalam wujud 8 Prioritas Nasional dimana salah
satunya bidang Penegakan Hukum yaitu Asta Cita Ke-7: “Memperkuat reformasi
politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan
korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”. Dari Asta cita tersebut memuat 17
Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Seluruh
Aspek Program yang merupakan langkah strategis Pemerintah yang selaras
dengan agenda transformasi pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045
sebagai integrasi kebijakan yang bertujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dengan demikian, pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (Sustainable
Development Goal’s) merupakan bagian integral dari 7 agenda pembangunan

dalam RPJMN 2020-2024.3

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,* Kejaksaan merupakan
pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik
atau pengendali perkara (master of procedure), yang berwenang menentukan
jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat
atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.®> Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai
Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta

mengendalikan  kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta

! pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI
(Indonesia, 2021).

2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2025-2029

3 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan

4 Pasal 2 ayat (1): “Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakman
dilaksanakan secara merdeka.” Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
RI

> Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Indonesia, 1981).




mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.®
Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan
hukum yang berlaku (rechtmatigheid) dan intrepretasi yang bertumpu pada
tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) dalam proses peradilan pidana.”

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan
terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha
negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan
sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum,
kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan
pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas
yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki
berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu,
Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di

Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan berupaya
untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan
Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan
tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis,
tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan
berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan
seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2025-20209,
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 20268, termasuk Sustainable

Development Goals (SDGs).

Pada periode ke-1 (kesatu) masa kepemimpinan Presiden Prabowo
Subianto, apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan
tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut
menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling
dipercaya oleh Masyarakat dari Lembaga penegak hukum yang lain dalam 2
Tahun terakhir.® Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat

terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai

6 Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
RL

7 Penjelasan umum, ibid.

8 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
°https://nasional.sindonews.com/read/1674891/13/survei-indikator-kejagung-jadi-lembaga-hukum-
paling-dipercaya-rekor-tertinggi-dalam-2-tahun-terakhir-1770537773, diakses pada tanggal 18 Februari
2026, pukul 15.44 WIB



https://nasional.sindonews.com/read/1674891/13/survei-indikator-kejagung-jadi-lembaga-hukum-paling-dipercaya-rekor-tertinggi-dalam-2-tahun-terakhir-1770537773
https://nasional.sindonews.com/read/1674891/13/survei-indikator-kejagung-jadi-lembaga-hukum-paling-dipercaya-rekor-tertinggi-dalam-2-tahun-terakhir-1770537773

lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

penuntutan.

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang
paling dipercaya oleh Masyarakat tidak terlepas dari berbagai program yang
berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui
pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi
pemulihan di tengah masyarakat.l© Penyelesaian perkara pidana melalui
mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari
stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan
negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya
kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah

masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak
pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat
komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan
pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam
memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah
berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan
untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain
itu, pengembangan struktur kelembagaan Kejaksaan juga semakin diperkuat
dengan pengalihan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dari
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada Kejaksaan yang merupakan
langkah strategis dalam memperkuat integrasi Sistem Hukum Nasional.
Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata
penegakan hukum oleh Kejaksaan RI terhadap program Pemerintah dalam
menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan

nasional.

LKj Triwulan II Tahun 2026 Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ini disusun
sebagai upaya Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sampai dengan
periode Triwulan II Tahun 2026. Penyusunan LKj Triwulan II Tahun 2026

mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

08T, Burhanuddin, “Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan
Keadilan Restoratif),” in Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman
(Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021).




Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI.

LKj Triwulan II Tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah
kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang
dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif
dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab
pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi
bukti dari komitmen Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk mematuhi
peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi
pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk
akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan
demikian, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menegaskan tekadnya untuk terus
menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti

dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara
di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
Selain itu, Kejaksaan RI memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik
di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset serta
memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun
tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman umum serta
intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus
yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan
Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan
umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-

Undang.




Gambar 1
Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021
A
Bidang Pidana (Pasal 30 ayat 1)

Melakukan /melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana
Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana
pengawasan & keputusan lepas bersyarat

4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU

S. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu

\) Bidang Perdata dan TUN (Pasal 30 ayat 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar
pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

Bidang Ketertiban dan Ketentraman
Umum (Pasal 30 ayat 3)

Peningkatan kesadaran masyarakat;
Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

Pengawasan peredaran barang cetakan;

Sl S

Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan
negara;

ol

Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama,;

Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal,

) Pertimbangan Hukum (Pasal 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden
dan instansi pemerintah lainnya.

) Pemulihan Aset (Pasal 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran,
perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya
kepada negara, korban, atau yang berhak




Intelijen Gakkum (Pasal 30B)

1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk
kepentingan penegakan hukum;

2. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan
pembangunan;

3. Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen
dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar
negeri;

4. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;

5. Melaksanakan pengawasan multimedia.

4
Lain-Lain (Pasal 30C)

1. Melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial
Kejaksaan akan pengawasan multimedia.

2. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran
hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya
keadilan

3. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan
saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;

4. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran
pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;

5. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi
tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau
telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas
permintaan instansi yang berwenang;

6. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau
bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

7. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang

pengganti;

Mengajukan peninjauan kembali;

9. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang
mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan
di bidang tindak pidana

=

4
Qanun & Otsus (Pasal 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
Pemerintah Aceh;

b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.




Gambar 2
Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo
UU No. 11 Tahun 2021

/ dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya\

Pasal 18 (2) bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan
tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan
peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas
nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

bersama-sama  menteri yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang
ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani
perkara di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 18 (3)

a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum
Pasal 35 (1) dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang
Kejaksaan,;

b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-
Undang;

c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah
Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha
negara, peradilan agarna, dan peradilan militer;

e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada
Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup
peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama,
dan peradilan militer;

f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau
keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena
keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang
dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan
umum dan peradilan militer;

h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang
berat;

i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada
Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;

Pasal 36 (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa
untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam
negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan
di luar negeri.

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa
untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam
negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan
di luar negeri.

Pasal 39

N J

Struktur organisasi Kejaksaan RI terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan

Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan (een
en ondelbaar) dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab

tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan




wewenang kejaksaan. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang

Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Di tingkat Provinsi, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan
dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum meliputi wilayah
provinsi yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari
Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II a) dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon
II b) selaku unsur Pimpinan serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari
Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak
Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Pemulihan Aset, Asisten Bidang
Pengawasan, (Eselon IIl a) Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator (Eselon
[II b). Pada 20 (dua puluh) Kejaksaan Tinggi, terdapat pula Asisten Pidana Militer
selaku unsur Pembantu Pimpinan yang membidangi lingkup tugas Kejaksaan

di bidang pidana militer.

Gambar 3
Struktur Organisasi Kejaksaan RI
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Keterangan:

1. Kejati : Kepala Kejaksaan Tinggi

2. Wakajati : Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

3. Asbin : Asisten Bidang Pembinaan

4.  Asintel : Asisten Bidang Intelijen

S.  Aspidum . Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

6. Aspidsus . Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

7. Asdatun : Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
8.  Aspidmil : Asisten Bidang Pidana Militer, Terdapat Di 20 Kejati
9. Asbpa : Asisten Bidang Pemulihan Aset

10. Aswas : Asisten Bidang Pengawasan

11. Bagian TU : Bagian Tata Usaha

Di tingkat Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan
dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri dibagi menjadi
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Kejaksaan Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B. Struktur organisasi
Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (untuk Kejaksaan Negeri
Tipe A merupakan Eselon Illa dan Kejaksaan Negeri Tipe B merupakan Eselon
[IIb) serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian
Pembinaan, Kepala Seksi Bidang Intelijen, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana
Umum, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang
Bukti dan Barang Rampasan. Pada Kejaksaan Negeri, sesuai dengan kebutuhan

dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.

Gambar 4 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri
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4. Seksi pidum . Seksi Tindak Pidana Umum

5.  Seksi pidsus :  Seksi Tindak Pidana Khusus

6. Seksi datun : Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

7.  Seksi PAPBB . Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
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Keterangan:

1.  Kajari :  Dr. Hj. Nurul Wahida Rifal, S.H., M.H.
2. Subbagbin : Yan Aswari, S.H., M.H.

3.  Seksi intel : Dannie Chaeruddin, S.H., M.H.

4. Seksi pidum : Teguh Apriyanto, S.H., M.H.

5.  Seksi pidsus : Dr. Fadli Alfarisi, S.H., M.H.

6. Seksi datun : Dr. Ludy Himawan, S.H., M.H.

7. Seksi PAPBB :  Romli Mukayatsyah, S.H., M.H.

Di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan
dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi
wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Struktur organisasi Cabang Kejaksaan
Negeri terdiri dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri serta unsur pembantu
Pimpinan yang terdiri dari Kepala Urusan Pembinaan, Kepala Subseksi Tindak
Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, dan Pemulihan Aset, Kepala Subseksi

Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara.

Gambar 5 Struktur Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri
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Keterangan:
1.  Cabjari : Cabang Kejaksaan Negeri
2. Urusan : Urusan Pembinaan

Pembinaan
3. Subseksi Pidum, : Subseksi Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, dan

Pidsus, dan Pemulihan Aset

Pemulihan Aset
4.  Subseksi Intel : Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara
dan Datun

Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sampai dengan periode
Triwulan II Tahun 2026 sebanyak 105 orang, dengan komposisi Jaksa sebanyak
29 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 10 orang, Non-Jaksa yang menduduki
Jabatan Struktural sebanyak 3 orang dan Fungsional Umum (Pelaksana)

sebanyak 63 orang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan

oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSTE),
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C. ISU STRATEGIS

Tahun 2026 merupakan Tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-
2029 yang memberikan penakanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan
dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Sasaran pembangunan
jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
adalah penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan
pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dijabarkan
dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya
telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 8 agenda prioritas nasional

dalam pembangunan Indonesia ke depan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Tema pembangunan RKP Tahun 2026
diarahkan untuk “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif
dan Inklusif’ sebagai tongkat estafet keberlanjutan pembangunan yang terus
dibawa menuju pencapaian citacita berbangsa dan bernegara. Tema
pembangunan tersebut menekankan Peningkatan dan Pertumbuhan Ekonomi,
Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan
menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan,

Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi
Kejaksaan RI adalah Asta Cita 7 atau Prioritas Nasional 7 “Memperkuat

reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan

ini telah ditandatangani secara elektronik
nakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan

oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSTE),
Badan Siber dan Sandi Negara 12




pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” yang dijabarkan ke

dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi;
2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

3. Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika.

Kejaksaan RI telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran
Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan
dilaksanakan oleh 9 (sembilan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program

tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Rl yang
akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam
Pertemuan Trilateral Meeting antara Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Kejaksaan RI dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian

Keuangan yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen:

a. Peralatan Penanganan Perkara (Kendaraan Tahanan);

b. Pengembangan RSU Adhyaksa Daerah Khusus Jakarta dan
Pembangunan RSU Adhyaksa Bali;

c. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Maluku
Tengah Provinsi Maluku;

d. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Biak
Numfor Provinsi Papua;

e. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Mimika
Provinsi Papua;

f. Operasi Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait
Perkara.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

a.Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang

Kejaksaan Negeri;

b.Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Penyelesaian Perkara Dengan

Pendekatan Keadilan Restorative.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja

Kejaksaan Tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis
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yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan 8 (delapan) Prioritas

Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 meliputi:

1.
2.

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi
syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan
kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan
industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra
produksi melalui peran aktif koperasi.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya
alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, mnarkoba, judi, dan
penyelundupan.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,
alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk

mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang

menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas

dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

1.

Tanamkan semangat kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan
berlandaskan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dan Trapsila Adhyaksa
Berakhlak.

. Dukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam pemberantasan tindak

pidana korupsi yang berorientasi pada hajat hidup orang banyak, disertai
dengan pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola.

Perkuat peran sentral Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan sebagai
Jaksa Pengacara Negara.

Optimalkan budaya kerja kolaboratif dan responsif, dengan mengedepankan

integritas, profesionalisme, dan empati.
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5. Terapkan secara cermat UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan

berlaku pada awal Tahun 2026.

6. Wujudkan pola pembentukan insan adhyaksa yang terstandarisasi,

profesional serta memiliki struktur berpikir yang terarah sehingga dapat

menjadi role model penegak hukum.

7. Tingkatkan pola penanganan perkara dengan menyeimbangkan antara

konteks hukum positif dan nilai keadilan dalam masyarakat, demi menjamin
ketertiban dan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang tidak
memihak, objektif, adil, dan humanis.

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan RI, Kejaksaan RI telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan

dicapai dalam 5 (lima) Tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1.
2.

Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui
transformasi sistem penuntutan

Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal
Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan

akuntabel

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam

pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan RI

di Tahun 2026, dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

Penguatan Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

Kejaksaan merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan
fungsi yudikatif dibidang penuntutan, sehingga transparansi dan keadilan
bukan sekadar nilai normatif, tetapi merupakan kebutuhan mendasar untuk
menjaga legitimasi, kepercayaan publik, serta efektivitas penegakan hukum.
Tanpa transparansi, proses hukum akan rentan terhadap praktik korupsi,
kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat
menurunkan citra Kejaksaan RI di mata masyarakat dan melemahkan
kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Dengan
keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengawasi jalannya proses
hukum, sehingga Kejaksaan RI dapat menunjukkan komitmen akuntabilitas
dan integritas dalam setiap penanganan perkara.

Penguatan kelembagaan hukum juga mengakomodir arah

Pembangunan Hukum yang diamanahkan kepada Kejaksaan RI dalam
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RPJMN 2025-2029 khususnya rangka mewujudkan sasaran-sasaran
Pembangunan Prioritas Nasional 7 diantaranya adalah melalui transformasi
sistem penuntutan dan advocaat generaal. Transformasi sistem penuntutan
dan advocaat general dilakukan melalui, pertama penguatan kelembagaan
dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, dan kedua
peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.

Secara konkrit, Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum dituntut
untuk memastikan bahwa setiap proses penanganan perkara berjalan secara
konsisten, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini
diwujudkan melalui strategi pembangunan yang berfokus pada tiga hal
utama. Pertama, membangun program kolaborasi antar institusi penegak
hukum agar tercipta sinergi dalam penanganan perkara, sehingga tidak
terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan interpretasi hukum.
Kedua, mengoptimalkan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk
mempercepat proses penanganan perkara dan mengurangi hambatan
birokrasi. Ketiga, mengintegrasikan data penanganan perkara di seluruh
institusi penegak hukum sehingga tercipta sistem informasi yang terpadu,
transparan, dan dapat diakses secara real-time, yang pada akhirnya
memperkuat akuntabilitas serta meminimalisir potensi manipulasi data.

Selain itu, penguatan kelembagaan hukum juga diarahkan pada
peningkatan citra positif Kejaksaan RI. Hal ini penting karena kepercayaan
publik terhadap Kejaksaan menjadi modal utama dalam mewujudkan sistem
hukum yang adil. Strategi yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas
informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat agar lebih mudah
dipahami dan relevan dengan kebutuhan publik. Kejaksaan juga harus
menjamin pelaksanaan penanganan perkara secara transparan, sehingga
masyarakat dapat melihat dan menilai proses hukum dengan jelas. Untuk
menjaga integritas, diperlukan langkah tegas dalam meminimalisir perilaku
penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel
Kejaksaan, termasuk penindakan tegas terhadap aparat yang terbukti
melakukan pelanggaran. Di sisi lain, pengoptimalan penyelesaian dan tindak
lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan menjadi
instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik serta
menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam melayani masyarakat dengan

profesionalisme tinggi.
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2. Efektivitas Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Transformasi
Sistem Penuntutan.

Bahwa pada isu strategi sebelumnya menerangkan terkait urgensi dan
prasyarat penguatan kelembagaan hukum Kejaksaan RI yang memerlukan
infrastruktur kelembagaan yang baik, penataan kelembagaan yang tepat,
serta mekanisme kelembagaan yang efisien. Penataan ini harus difokuskan
pada kebijakan yang memperbaiki struktur kelembagaan, meningkatkan
profesionalisme aparat peradilan dan stafnya, serta menciptakan sistem
peradilan yang lebih terbuka dan transparan. Jika kebijakan transformasi
sistem penuntutan dibunyikan di pusat, maka kebijakan tersebut harus
konsisten dan seragam juga terhadap Jaksa-jaksa di daerah. Hal tersebut
memengaruhi hubungan Jaksa di daerah dengan aparat penegak hukum
lainnya di lapangan. Tantangan kapasitas kelembagaan yang ada saat ini
salah satunya dipengaruhi oleh faktor geografis dari luas wilayah hukum
yang dicakup oleh Kejaksaan di daerah.

Dalam RPJMN 2025-2029, transformasi sistem penuntutan
merupakan agenda strategis yang diarahkan untuk memperkuat efektivitas
penegakan hukum melalui penguatan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga
penuntutan tunggal (single prosecution system). Urgensi transformasi ini
muncul dari berbagai isu mendasar, seperti fragmentasi koordinasi antar
aparat penegak hukum, keterbatasan digitalisasi dalam pengelolaan perkara,
serta paradigma penegakan hukum yang masih dominan retributif dan
belum sepenuhnya mengadopsi keadilan restoratif. Selain itu, transformasi
juga mencakup pembangunan sistem informasi hukum yang terintegrasi dan
berbasis digital untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta
efisiensi penanganan perkara. Di sisi lain, perlindungan terhadap jaksa
dalam menangani perkara berisiko tinggi, seperti korupsi, terorisme, dan
pelanggaran HAM berat, menjadi bagian penting dari agenda reformasi.
Transformasi ini juga diarahkan pada penguatan mekanisme pemulihan aset
negara melalui sistem pengelolaan yang akuntabel dan kolaborasi lintas
lembaga, baik domestik maupun internasional.

Dengan demikian terdapat berbagai isu strategi melatarbelakangi
strategi penguatan tranformasi sistem penuntutan diantara lain yaitu:

1. Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat
Masyarakat memiliki pemahaman hukum yang minim, diperparah
dengan metode penyuluhan yang masih konvensional, menciptakan

kesenjangan pemahaman yang signifikan antara aparat penegak hukum
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dan publik. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi edukasi hukum dan
integrasi lintas lembaga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

. Dukungan Intelijen yang Belum Optimal

Kualitas produk intelijen belum konsisten, koordinasi antarlembaga
intelijen masih lemah, dan ancaman siber semakin kompleks, mengurangi
efektivitas dukungan intelijen dalam penegakan hukum. Dengan
demikian, sistem penuntutan harus berbasis data intelijen yang kuat dan
terintegrasi untuk mendukung setiap proses hukum.

. Koordinasi Penanganan Perkara yang Terfragmentasi

Koordinasi antara jaksa, hakim, dan pengacara masih terpecah-pecah,
serta data perkara belum terintegrasi secara digital, menyebabkan
inefisiensi dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, dibutuhkan
sistem terpadu yang transparan dan akuntabel untuk mengintegrasikan
seluruh proses penanganan perkara.

. Penerapan Keadilan Restoratif yang Terkendala

Regulasi terkait keadilan restoratif belum mapan dan pemahaman
tentang konsep ini masih terbatas di kalangan aparat penegak hukum
maupun masyarakat. Maka dari itu, transformasi harus mengadopsi
paradigma baru dengan regulasi yang jelas dan edukasi menyeluruh
tentang keadilan restoratif.

. Kompleksitas Tindak Pidana Umum dan Khusus

Sejak KUHP dan KUHAP yang baru berlaku penanganan kasus-kasus
seperti narkotika, terorisme, dan korupsi memerlukan spesialisasi,
transparansi, serta perlindungan yang kuat bagi jaksa. Ini berarti sistem
penuntutan harus memperkuat single prosecution system dengan
dukungan digitalisasi untuk efisiensi dan efektivitas.

. Penanganan Perkara HAM Berat dan Koneksitas yang Terhambat
Penanganan kasus-kasus sensitif ini seringkali terhambat oleh faktor
politik dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu,
diperlukan sistem yang menjamin independensi, transparansi, dan
perlindungan jaksa dalam menangani perkara-perkara tersebut.

. Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara yang Belum Efektif
Keterbatasan kolaborasi internasional dan perlunya penguatan regulasi
internal terkait strategi dan pengelolaan Aset dan Regulasi nasional
terkait kedudukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI untuk
mendukung sistem pengelolaan aset yang akuntabel dan terintegrasi
untuk memaksimalkan pemulihan aset negara.

. Aspek Pendukung yang Belum Memadai
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Layanan kesehatan yustisial, sebagai salah satu sarana pendukung,
masih belum merata dan memadai di seluruh wilayah. Maka,
transformasi harus juga memperhatikan dan meningkatkan sarana

pendukung agar penanganan perkara berjalan efektif dan komprehensif.

3. Pelaksanaan Kewenangan Advocaat Generaal

Advocaat generaal merupakan salah satu amanah besar yang
diberikan dan perlu diampu dengan sebaik-baiknya oleh Kejaksaan RI demi
penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Kedua amanah ini
kembali ditekankan dalam salah satu upaya intervensi kebijakan
pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 7 pada dokumen Final Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, yaitu memperkuat reformasi
politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan

pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Sebagai advocaat generaal, Kejaksaan RI berperan sebagai penasihat
hukum tertinggi negara. Kejaksaan RI berwenang untuk memberikan
pendapat hukum yang independen mengenai kasus-kasus luar biasa yang
terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, khususnya kasus-kasus yang
bersifat strategis dan menjadi perhatian publik. Dalam perannya ini,
Kejaksaan RI juga berwenang untuk mempelajari serta menganalisis setiap
kasus terkait agar dapat menyusun dan mengeluarkan pendapat hukum
yang bersifat independen dan tidak mengikat. Dalam pelaksanaan
kewenangan Kejaksaan sebagai Advocaat Generaal terdapat isu strategis
yang telah dirumuskan rekomendasi sebagaimana dalam arah
Pembangunan Kejaksaan dan Rencana Kerja Kejaksaan diantara lain:

1. Menyiapkan blueprint dalam rangka optimalisasi peran, fungsi dan
kewenangan Jaksa Agung sebagai Advocaat Generaal sebagaimana
tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 (regulasi, kelembagaan, sumber
daya manusia dan anggaran).

2. Melaksanakan kegiatan internalisasi dan sosialisasi baik internal
maupun eksternal terkait eksistensi Jaksa Agung sebagai Advocaat
Generaal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terhadap
kedudukan Jaksa Agung tidak hanya sebagai Procureur Generaal tetapi
juga sebagai Advocaat Generaal dan Solicitor Generaal.

3. Mengoptimalkan efektivitas dan kewenangan Jaksa Agung sebagai
Advocaat Generaal dalam struktur organisasi dan tata kerja di Kejaksaan
RI sehingga dapat sepenuhnya diakui dan dimanfaatkan dalam sistem

hukum nasional.
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4. Menyusun seluruh pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Advocaat
Generaal guna meningkatkan kualitas pelayanan fungsi Solicitor
Generaal.

5. Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendapat Hukum yang akan
diberikan, perlu disusun standarisasi dalam melakukan analisis, riset
dan metodologi ilmiah yang akan digunakan sehingga Pendapat Hukum
yang diberikan dapat memenuhi standar (kredibel).

6. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dalam penerapan hukum,
perlu disusun mekanisme pengawasan yang efektif dan komprehensif
sehingga tidak terjadi penyimpangan, inkonsistensi ataupun
ketidakadilan dalam penerapan hukum.

7. Menyusun standar etika profesi Jaksa Pengacara Negara untuk
meningkatkan kualitas dan integritas Jaksa Pengacara Negara guna
meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kewenangan

Advocaat Generaal.

. Tata Kelola Organisasi Yang Optimal, Transparan Dan Akuntabel.

Penegakan hukum dan pelayanan publik perlu dijalankan sesuai
dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan
keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara.
Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh
Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang
membutuhkannya. Transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip
akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara
sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil
pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber
daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

Dalam penetapan sasaran strategis, arah pembagunan Kejaksaan RI
dalam penguatan tata kelola organisasi telah rumuskan rekomendasi berupa
kebijakan yang sifat regulasi dan program kinerja juga mendukung arah
Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh
agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan

Kepemimpinan Indonesia”. Penyusunan sasaran strategis dalam penguatan
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tata kelola tidak terlepas dari isu yang menjadi kerangka berpikir dalam
perumusan sasaran strategis dan arah kebijakan yaitu kebutuhan perbaikan
mendalam di berbagai lini, mulai dari belum optimalnya implementasi sistem
pengendalian internal dan manajemen risiko yang berkualitas, hingga
tantangan dalam menyediakan pelayanan publik yang inovatif, berkualitas,
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, masalah akuntabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap
regulasi, kualitas perencanaan kinerja yang masih perlu ditingkatkan, serta
kapasitas dan integritas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya
memadai, turut menjadi pendorong utama. Pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi yang belum maksimal juga menambah daftar isu yang harus
segera diatasi. Seluruh isu ini secara kolektif menghambat Kejaksaan RI
dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, transparan, dan
akuntabel, sehingga transformasi tata kelola organisasi menjadi prasyarat
mutlak untuk memperkuat kredibilitas dan memastikan penegakan hukum
yang berkeadilan. Adapun isu strategis mewujudkan tata kelola yang
optimal, transparan dan akuntabel yang dapat diuraikan antara lain sebagai
berikut:

o« Implementasi Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko
Kejaksaan RI masih dihadapkan pada tantangan dalam mengembangkan
dan meningkatkan implementasi sistem pengendalian internal serta
pengelolaan risiko yang berkualitas. Hal ini mencakup kebutuhan untuk
memperkuat dan mendorong implementasi manajemen risiko hingga ke
tingkat wilayah, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
seluruh lingkungan Kejaksaan RI. Kondisi ini mengindikasikan bahwa
sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mengelola risiko
dan memastikan kepatuhan internal, yang krusial untuk tata kelola yang
akuntabel.

o Kualitas dan Kecepatan Pelayanan Publik sesuai Kebutuhan
Masyarakat
Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan inovasi, kualitas, dan
kecepatan pelayanan publik di bidang hukum dan penegakan hukum di
seluruh tingkatan Kejaksaan (Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri) agar sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengalaman positif masyarakat dalam
menerima layanan masih perlu ditingkatkan, dan tindak lanjut

pengaduan masyarakat belum selalu responsif, cakap, dan tepat. Hal ini
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menunjukkan bahwa sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern,
dan esensial belum sepenuhnya terwujud, sehingga mengurangi
transparansi dan kepercayaan publik.

Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja

Kejaksaan RI menghadapi isu dalam menyusun dan meningkatkan
kualitas perencanaan serta pengelolaan kinerja secara akuntabel dan
transparan. Kualitas pengelolaan sistem manajemen kinerja masih perlu
ditingkatkan, dan penyelarasan kinerja secara menyeluruh di lingkungan
Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana belum
sepenuhnya terimplementasi. Ini menunjukkan adanya celah dalam
memastikan bahwa perencanaan selaras dengan pelaksanaan dan dapat
dipertanggungjawabkan, yang esensial untuk tata kelola yang optimal dan
akuntabel.

Akuntabilitas dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

Isu strategis ini mencakup kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas
keuangan melalui implementasi standar akuntansi pemerintahan,
mendorong kecukupan informasi yang memadai dalam
pertanggungjawaban keuangan (adequate disclosures), serta
meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, efektivitas penyelesaian
temuan atas hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI masih perlu
ditingkatkan, dan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya menerapkan
pendekatan nilai kebermanfaatan (value for money) serta efektivitas dalam
perencanaan dan penyerapan anggaran. Ini adalah pilar utama tata kelola
yang transparan dan akuntabel.

Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kejaksaan RI masih memiliki tantangan dalam meningkatkan jumlah
SDM yang memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi, serta dalam
melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi
Jaksa dan SDM lainnya. Program diklat belum sepenuhnya sesuai dengan
analisis kebutuhan, dan program sertifikasi kompetensi Jaksa serta kerja
sama diklat dalam/luar negeri masih perlu dikembangkan. Kesejahteraan
SDM juga perlu ditingkatkan secara layak dan tepat sasaran, serta
pemenuhan dan kecukupan SDM sesuai kebutuhan hingga tingkat
kewilayahan belum optimal. Kualitas SDM adalah fondasi bagi tata kelola
yang optimal.

Integritas Aparatur dan Implementasi Etika Profesi
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Terdapat kebutuhan untuk membangun dan mengembangkan sistem
penerapan serta internalisasi etika profesi Jaksa, termasuk
meningkatkan internalisasi nilai-nilai Trapsila Adhyaksa sebagai budaya
organisasi. Implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah
perlu diperkuat, dan pengawasan melekat pada setiap personel Kejaksaan
RI perlu diimplementasikan secara efektif. Hal ini juga terkait dengan
upaya menekan jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin,
menunjukkan adanya isu terkait kepatuhan dan integritas yang
merupakan inti dari tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Pemanfaatan dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK)

Peran TIK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan RI
masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Ini mencakup memperkuat
fungsi Komite TI, meningkatkan integrasi data yang valid dan mutakhir
serta digitalisasi pelayanan dalam sistem data terpusat, mengoptimalkan
implementasi penggunaan TIK dalam penegakan hukum, meningkatkan
kualitas pengelolaan Sistem Satu Data, serta meningkatkan keamanan
siber. Selain itu, kualitas dan kapasitas infrastruktur TIK, jaringan, dan
pengembangan layanan digital berbasis Al juga masih perlu ditingkatkan.
Pemanfaatan TIK yang belum maksimal menghambat efisiensi,

transparansi, dan akuntabilitas organisasi di era digital.




BAB 11
PERENCANAAN KINERJA




%

Dokumen
menggu

BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan,
Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak
dicapai dalam kurun waktu lima Tahun sehubungan dengan tugas pokok dan
fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan
perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan
pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program

dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksan Republik Indonesia selama 5
Tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-
2029 berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2025 yang telah
ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2025 dan ditindak lanjuti dengan
penetapan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Jakarta BaratTahun 2025-2029
yang ditandatangani pada tanggal 26 November 2025. Dalam Renstra tersebut,

ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI

“Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel,

Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju

Indonesia Emas 2045”

Misi Kejaksaan RI secara spesifik mendukung pencapaian Asta Cita 7
(Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan)
dari Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional
2025-2029. Untuk itu, Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan
dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan

restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia.

ini telah ditandatangani secara elektronik
nakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan

oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara 25




Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi
terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.

Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima
berbasis teknologi informasi.

Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan
pelayanan publik.

Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (role model)

penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh

Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh

adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan

akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan

Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk Tahun 2025-2029 Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menetapkan

sasaran strategis sebagai berikut:

1.
2.

Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui
transformasi sistem penuntutan.

Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat General.
Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan
akuntabel.

Tabel 1
Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2025-2029

NO

TARGET
SASARAN STRATEGIS

2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil

IKSS 1.1 |Indeks persepsi publik | 94 94 95 95 96
terhadap citra
Kejaksaan RI

Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui
transformasi sistem penuntutan

IK SS 2.1 | Persentase 61% | 63% | 65% | 67% | 69%
peningkatan
pengendalian perkara

IKSS 2.2 | Tingkat keberhasilan | 90% | 91% | 92% | 93% | 94%
kegiatan dan operasi
intelijen penegakan
hukum
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IK SS 2.3 | Tingkat keberhasilan | 84% | 85% | 87% | 90% | 94%
pemulihan aset negara

3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan keweangan Advocaat General

IK SS 3.1 | Tingkat efektivitas | 80% | 82% | 84% | 86% | 88%

pelaksanaan
kewenangan Advocaat
General
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan
akuntabel
IKSS 4.1 | Indeks Reformasi | 84 85 86 87 88

Birokrasi Kejaksaan RI

IK SS 4.2 | Tingkat penerapan | 80% | 82% | 84% | 86% | 88%
Etika Profesi Jaksa

C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
TAHUN 2026
Kejaksaan RI telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan
Negeri Jakarta Barat Tahun 2026 sebagai komitmen pimpinan untuk
melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja
yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Tahun 2026 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri

Jakarta Barat, dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Triwulan II Tahun 2026
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Terwujudnya Indeks persepsi publik terhadap 94

kelembagaan hukum yang | citra Kejaksaan RI
transparan dan adil

2. | Terwujudnya efektivitas Persentase peningkatan 63%
penegakan hukum dan pengenalian perkara
keadilan melalui
transformasi sistem
penuntutan

Tingkat keberhasilan kegiatan dan 91%
operasi intelijen penegakan

hukum
Tingkat keberhasilan pemulihan 85%
aset negara
3. | Terwujudnya efektivitas Tingkat efektivitas pelaksanaan 82%
pelaksanaan keweangan keweangan Advocaat General

Advocaat General

4. Indeks Reformasi Birokrasi 85
Kejaksaan RI
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Terwujudnya tata kelola Tingkat penetapan Etika Profesi 82%
organisasi yang optimal, Jaksa
transparan dan akuntabel

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut didukung oleh alokasi anggaran

sebesar Rp.19.258.852.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Alokasi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Triwulan II Tahun 2026
No Program Anggaran (Rp)
1. | Program Dukungan Manajemen Rp.18.321.041.000,-
2. | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp.937.811.000,-
Total Rp.19.258.852.000,-
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT TRIWULAN
II TAHUN 2026

Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

1.1 Indikator Kinerja Strategis 1.1.
Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia
merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan
masyarakat terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini
mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama
keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh
Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat,
informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan
tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra
Kejaksaan RI sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas,
transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan
mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi
positif masyarakat akan meningkat.

Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dapat diukur melalui hasil
survei nasional oleh lembaga-lembaga survei independen yang secara berkala
melakukan survei berkaitan dengan persepsi terhadap lembaga negara
termasuk Kejaksaan RI. Seperti hasil survei nasional yang dipublikasikan oleh
Indikator Politik Indonesia pada bulan Februari Tahun 2026 dengan judul
“Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga
Negara, dan Program Makan Bergizi Gratis” telah mengukur tingkat
kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga negara dan secara khusus
mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap penanganan kasus mega
korupsi yang ditangani Kejaksaan RI seperti kasus korupsi chromebook,
korupsi tata kelola minyak di Pertamina, hingga ekspose tumpukan uang hasil
penindakan kejahatan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung sejak Tahun

2025.
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Hasil survei nasional tersebut menunjukan persepsi positif masyarakat
terhadap Kejaksaan RI dan mencatat sebanyak 74% responden menyatakan
cukup percaya dan 6% menyatakan sangat percaya sehingga akumulasi tingkat
kepercayaan publik terhadap Kejaksaan RI mencapai 80%. Angka tersebut
menempatkan Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang paling
dipercaya mengungguli Mahkamah Konstitusi (75,0%), Pengadilan (74,4%), KPK
(71,8%), dan Polri (65,5%), serta mencatat rekor tertinggi dalam 2 Tahun
terakhir.

Grafik 2 Tingkat Kepercayaan terhadap Lembaga Penegak Hukum

(Sumber: Indikator Politik Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia)
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Prestasi tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh satuan kerja
Kejaksaan RI dan insan adhyaksa dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan
terhadap masyarakat secara baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Adapun beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap persepsi
tersebut antara lain:

a. Penanganan perkara strategis dan berprofil tinggi, terutama perkara tindak
pidana korupsi;

b. Ekspose publik yang intensif, baik melalui konferensi pers maupun
pemberitaan media;

c. Persepsi bahwa Kejaksaan lebih independen dan konsisten dibandingkan
lembaga penegak hukum lainnya;

d. Peningkatan kinerja kelembagaan yang dirasakan langsung oleh

masyarakat.

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI merupakan

instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat
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terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini
mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama
keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh
Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat,
informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan
tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra
Kejaksaan sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas,
transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan
mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi
positif masyarakat akan meningkat.

Secara strategis, hasil survei ini menjadi modal sosial dan legitimasi
kelembagaan bagi Kejaksaan RI dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.
Namun, tingginya tingkat kepercayaan publik juga membawa konsekuensi
meningkatnya ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, Kejaksaan dituntut
untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja agar citra positif yang

telah terbentuk dapat dijaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain hasil survei oleh lembaga eksternal, persepsi publik terhadap citra
Kejaksaan RI juga dapat diukur melalui kepuasan masyarakat terhadap layanan
Kejaksaan RI. Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dan kepuasan
masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI saling mempengaruhi dan erat
kaitannya. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, sebagaimana tercermin
dalam hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), menunjukkan bahwa layanan
yang diberikan Kejaksaan telah memenuhi atau melampaui harapan
masyarakat. Pengalaman pelayanan yang positif tersebut tidak hanya
berdampak pada individu pengguna layanan, tetapi juga menyebar ke
masyarakat luas melalui komunikasi interpersonal dan pemberitaan media.
Akumulasi pengalaman positif ini pada akhirnya membentuk persepsi publik
yang baik dan memperkuat citra Kejaksaan RI sebagai lembaga yang profesional

dan dipercaya.

Dengan demikian, SKM dan persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI
membentuk hubungan timbal balik yang berkelanjutan. SKM berperan sebagai
fondasi empiris dalam membangun citra positif melalui peningkatan kualitas
pelayanan, sedangkan persepsi publik berfungsi sebagai modal kepercayaan
yang memperkuat legitimasi institusi Kejaksaan RI di mata masyarakat. Oleh
karena itu, upaya peningkatan citra Kejaksaan RI tidak dapat dilepaskan dari
komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

sebagaimana tercermin dalam hasil SKM. Pelayanan publik yang baik dan
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memuaskan akan meningkatkan kepuasan masyarakat, yang selanjutnya
membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap
institusi. Sebaliknya, persepsi publik yang baik dapat meningkatkan ekspektasi
dan kepercayaan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi institusi dalam

menjalankan tugasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah
melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026 dengan mengacu
pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan
kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari
aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara

harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan
pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert
merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner
(angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei.
Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat
persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari

pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran
kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM dengan rincian hasil

sebagai berikut:

Persyaratan Pelayanan;
. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
. Waktu Penyelesaian;

. Biaya/Tarif;
. Kompetensi Pelaksana;

. Perilaku Pelaksana;

1.

2

3

4

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;

6

7

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9

. Sarana dan Prasarana.
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Bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 Kejaksaan Negeri Jakarta

Barat telah melaksanakan SKM untuk periode Tahun 2026, dengan hasil

sebagai berikut:

No Nama Pelayanan Nilai Survei Nilai Survei
Kepuasan Kepuasan
Masyarakat (SKM) Masyarakat (SKM)
TW I TW II
1 Layanan Pelayanan Terpadu Satu 96.5 93
Pintu (PTSP)
2 Layanan Tilang 92.75 94.5
3 | Layanan SI ABANG JAKA (Siap 97.5 93.5
Antar Barang Bukti Kejaksaan
Negeri Jakarta Barat)
4 | Layanan Penyuluhan dan 89 93
Penerangan Hukum
5 Layanan Hukum Bidang DATUN 90.25 94.5
6 Layanan Publik Bidang 98.25 97.25
Penegakan Hukum
Rata-rata SKM Kejaksaan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat 94

Dari data tersebut, capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran

strategis Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia

yang tergambar dari hasil SKM satuan kerja sebagai salah satu pendukung

utuma terhadap pencapaian persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI

adalah sebagai berikut:

Nilai

Rata-rata

SKM

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra

Kejaksaan RI (kontribusi satuan kerja pada

terhadap citra Kejaksaan RI) Kejaksaan Negeri
Jakarta Barat

= 94

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta
Barat Tahun 2026 yaitu sebesar 94, maka capaian terhadap target adalah

sebagai berikut:
Rata-rata nilai SKM pada
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
94

wilayah

-------------------------------------------------------- x 100 = 100%

Target “Indeks Persepsi Publik terhadap
Citra Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun
2026

94

%
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Tabel perbandingan capaian kinerja terhadap target

IKS Target Capaian terhadap | Capaian terhadap
2026 target TW I target TW II
Indeks Persepsi Publik 94 100 100
terhadap Citra Kejaksaan RI

Capaian Target

120
100 100
100
80
60
40
20
0
Triwulan | Triwulan Il
B Capaian Target 100 100
I Capaian Target — ceeeeeee- Linear (Capaian Target)

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau

kondisi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja, antara lain:
1. Sudah optimalnya pelayanan.
2. Sudah optimalnya media informasi pelayanan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik maupun pelaksanaan
survey kepuasan masyarakat, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah melakukan
upaya optimalisasi antara lain:

1. Melakukan pelatihan pelayanan publik prima dan ramah kelompok
rentan.
2. Pemenuhan media informasi pelayanan seperti anjungan pelayanan,

banner dan poster alur pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan

oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSTE),
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Dokumen
menggu

Sasaran Strategis 2
Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan melalui
Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator

kinerja strategis sebagai berikut:

Tingkat Keberhasilan pemulihan aset negara

Indikator Kinerja Strategis 2.1

Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI, Jaksa melaksanakan kewenangan melaksanaan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa selaku satu-satunya
pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam
upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa,
korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan terkait
hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E.

Gladstone, yaitu “Justice delayed, is justice denied.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana yang
didakwakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari

seluruh dakwaan, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan

ini telah ditandatangani secara elektronik
nakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan

oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara 36




tindak pidana yang didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan,
yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan,

namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan
masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan
yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban,
atau lebih dikenal dengan pendekatan Restorative Justice. Merespon hal ini,
Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah
membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar
pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan
kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat.
Selain itu juga terdapat mekanisme diversi (pengalihan penyelesaian perkara
anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan) serta denda
damai (penyelesaian perkara pelanggaran tertentu dengan membayar sejumlah

denda yang ditetapkan).

Capaian atas indikator kinerja sasaran strategis “Persentase Peningkatan

Pengendalian Perkara” dapat diukur melalui beberapa komponen yaitu:

1) K1 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak
pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan
penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara.

2) Ko: Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi
penuntutan, dan denda damai.

3) K3 : Persentase penuntutan melalui alternatif pemidanaan.

Bahwa berdasarkan KUHP baru secara tegas mengakui dan memperluas
alternatif pemidanaan, antara lain: pidana denda, pidana kerja sosial,
pidana pengawasan, pidana bersyarat, dan Tindakan (rehabilitasi,

pembinaan dll).

Berdasarkan uraian tersebut, maka sampai dengan Triwulan II Tahun
2026 capaian kinerja diukur dengan memperhitungkan komponen Ki, Ko dan

K3 dengan uraian sebagai berikut:

1. Ki: Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak
pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan

penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K didukung/dibentuk

dari beberapa capaian indikator kinerja program yaitu antara lain:
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Tabel 4 Daftar Indikator Penyusun Komponen Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup
tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan
keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

Komponen Indikator Kinerja

Tingkat keberhasilan
penanganan perkara yang
mencakup tindak pidana
umum, tindak  pidana
khusus, pidana militer, dan
keberhasilan penegakkan
hukum pada bidang
perdata dan tata wusaha

negara

Jaksa menempati posisi yang sentral dan strategis dalam sistem peradilan
pidana yang pelaksanaan tugas dan kewenangannya meliputi sejak tahap
awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara. Berdasarkan
ketentuan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU
Kejaksaan) menyatakan bahwa “Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk
memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan
dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan
berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta

memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan

oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSrE),
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apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap

penuntutan.”

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

a. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Diproses Hingga

Prapenuntutan
Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum

yang diproses hingga prapenuntutan adalah ukuran efektivitas kinerja
penanganan perkara oleh Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana
umum sejak diterimanya SPDP sampai dengan dilakukan penyerahan
tersangka dan barang bukti (Tahap II) atau dengan penyelesaian lainnya
(SP3, Pengembalian SPDP/Berkas, SOP Form 1, SOP Form 3, dan SOP
Form 7). Indikator ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi Penuntut
Umum dalam meneliti berkas perkara, memberikan petunjuk,
berkoordinasi dengan penyidik, dan menyelesaikan proses administrasi
prapenuntutan secara cepat dan akurat sebagai upaya untuk menjamin
kualitas penegakan hukum.
Adapun penyelesaian perkara pada tahapan pra penuntutan secara
nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Berkas Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan

Jumlah
(Jan s.d Juni)

No Tahapan

Jumlah SPDP yang diterima oleh Kejaksaan

1. | yang telah diterbitkan P-16 600
Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada
2. tahap Prapenuntutan 713
a. Jumlah perkara yang telah dilakukan
penyerahan tersangka dan barang bukti 472
kepada Jaksa
b. Jumlah SPDP yang dikembalikan karena
melebihi 7 Hari dari terbitnya Sprindik 0
c. Jumlah SPDP yang tidak diikuti berkas
perkara dan SPDP nya dikembalikan kepada 232
penyidik

d. Jumlah SPDP dan Berkas Perkara yang
dikembalikan karena belum melakukan 7
penyerahan tersangka dan barang bukti
melebihi 30 Hari dari terbitnya P-21A

e. Jumlah berkas perkara yang dihentikan
penyidikannya 2

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum

yang diproses hingga prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:
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Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap
prapenuntutan (Jumlah perkara tindak pidana
umum yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan
barang bukti kepada Jaksa (Tahap II) dan penyelesaian
lainnya)

Total SPDP perkara tindak pidana umum yang diterima
dari penyidik (POLRI/PPNS/penyidik lainnya) dan telah
diterbitkan P-16

713 perkara
————————————————————— x 100%
600 perkara

118,83%

a. Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang
Diproses Hingga Penuntutan

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum

yang diproses hingga penuntutan adalah ukuran efektivitas Kejaksaan

dalam menyelesaikan penanganan perkara pidana umum dimulai dari

penyerahan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum yang

dilanjutkan dengan penerbitan P-16A hingga pelimpahan perkara ke

pengadilan atau diselesaikan melalui mekanisme diskresi penuntutan

(restorative justice, diversi, penghentian sah lainnya) yang dilakukan

sesuai hukum acara pidana.

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penuntutan secara

nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan

No

Tahapan o .
(Jan s.d Juni)
Jumlah surat perintah penunjukan Jaksa
Penuntut Umum 396
Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan
pada tahap Penuntutan 448
a. Jumlah perkara yang dihentikan
penuntutannya oleh  Jaksa = melalui S

pendekatan keadilan restoratif
b. Jumlah perkara anak yang dihentikan

penuntutannya oleh Jaksa melalui diversi 0
c. Jumlah perkara yang dihentikan
penuntutannya oleh Jaksa dengan alasan 2

sah lainnya
d. Jumlah berkas perkara yang dilimpahkan
oleh Jaksa kepada Pengadilan 448

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum

yang diproses hingga penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:
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Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap
penuntutan (Jumlah perkara tindak pidana umum yang
dilimpahkan ke pengadilan dan penyelesaian lainnya
melalui diskresi penenuntutan, penyelesaian perkara
diluar proses peradilan untuk tindak pidana tanpa korban,
dan penghentian lainnya) dan pengenyampingan perkara
demi kepentingan umum (deponering)

Jumlah perkara tindak pidana umum yg telah diterbitkan
P-16A (surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum)
448 perkara

396 perkara
= 113,12%

. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang

berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

Jumlah perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dari
hasil penanganan perkara sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah
sebanyak 344 perkara. Dari total perkara tersebut terdapat 344 terpidana
yang kemudian telah dilakukan eksekusi sejumlah 411 perkara atau
119,48% dari keseluruhan terpidana pada perkara pidana umum yang
berkekuatan hukum tetap.

Untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja sasaran program tersebut

dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

Jumlah terpidana tindak pidana umum yang telah dieksekusi
(sumber data : BA 17)

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan
hukum tetap
411 terpidana

344 Terpidana
= 119,48%

Capaian kinerja penanganan tindak pidana umum tersebut dipengaruhi

oleh berbagai faktor yaitu antara lain:

1.

2.

Belum terpenuhinya kebutuhan personel sesuai dengan formasi dan beban
kerja yang ada menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan CMS.
Alokasi anggaran yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan
operasional penanganan perkara berpengaruh terhadap efektivitas
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dirasa kurang cukup

memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan perkara.
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Sebagai upaya peningkatan kualitas penanganan perkara tindak pidana
umum pada periode selanjutnya, jajaran Bidang Tindak Pidana Umum akan
melaksanakan upaya-upaya optimalisasi antara lain:

1. Optimalisasi pemanfaatan personel yang tersedia melalui redistribusi beban
kerja, peningkatan kompetensi pegawai, serta pengajuan penambahan
personel berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja guna mendukung
efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja

2. Memanfaatkan penggunaan anggaran yang tersedia melalui penetapan
prioritas kegiatan, pengendalian biaya operasional, serta pengajuan
tambahan anggaran berdasarkan kebutuhan riil guna mendukung
efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja.

3. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia,
pemeliharaan secara berkala, serta pengajuan pengadaan dan peningkatan
fasilitas berdasarkan kebutuhan operasional guna mendukung efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan perkara.

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

a. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan
TPPU
Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi
dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja
sasaran program, yaitu:
1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
pada tahap penyelidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyelidikan secara
nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan

Jumlah
(Jan s.d Juni)

No Tahapan

1. | Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan
TPPU yang ditangani pada tahap 4
penyelidikan (P2)

2. | Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan

TPPU yang diselesaikan pada tahap 3
penyelidikan
a. Jumlah perkara yang naik ke tahap
penyidikan 3
b. Jumlah perkara anak yang dihentikan 0
c. Jumlah perkara yang diserahkan ke 0

instansi lain
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Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada
tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan
TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan
TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan
3 perkara
I x 100%
4 perkara

75%

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
pada tahap penyidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyidikan secara

nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan

Jumlah
No Tahapan (Jan s.d Juni)
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan 3
1. | TpPU yang ditangani pada tahap penyidikan
(sprindik P8)
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan 3
2. | TPPU yang diselesaikan pada tahap
penyidikan
(catatan: akumulasi poin a s.d ¢)
a. Jumlah  perkara yang  dilakukan 0
penghentian penyidikan
b. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke 3
tahap 1II
c. Jumlah perkara yang dilimpahkan pada 0
instansi lain

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada
tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang
diselesaikan pada tahap penyidikan

R x 100%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang
ditangani pada tahap penyidikan
3 perkara

= oo x 100%
3 perkara

100 %
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3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU

pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan secara

nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

Jumlah

No Tahapan (Jan s.d Juni)
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU 3

L. yang ditangani pada tahap prapenuntutan
(SPDP)
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU 0

2 | yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan

a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II 3
b. Jumlah pengembalian SPDP 0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada
tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang
diselesaikan pada tahap prapenuntutan

e x 100%
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang
ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)

3 perkara

= s x 100%
3 perkara

= 100 %

4) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan

TPPU pada tahap penuntutan secara nasional adalah sebagai

berikut:

Tabel 10 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan

Jumlah
No Tahapan (Jan s.d Juni)
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan 0
1. | TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan 0
2 |TPPU yang diselesaikan pada tahap
penuntutan
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Jumlah
No T (Jan s.d Juni)
a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke 0
pengadilan
b. Jumlah perkara yang dihentikan pada 0
tahap penuntutan

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada
tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang
diselesaikan pada tahap penuntutan

e e e x 100%
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang
ditangani pada tahap penuntutan

0 perkara

= oo x 100%
0 perkara

= 0%

5) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah

dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang
telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi secara

nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van
gewijsde dan telah dieksekusi

Jumlah

No 1y (Jan s.d Juni)

Jumlah terpidana perkara tindak pidana 3
L. |korupsi dan TPPU yang telah memiliki

putusan inkracht van gewijsde (berkekuatan

hukum tetap) (P48)

Jumlah terpidana perkara tindak pidana 3
2 korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi

(Pidsus 38)

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang
telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi dapat
dihitung sebagai berikut:

Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan
TPPU yang telah dieksekusi
I x 100%
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Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan
TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde

(berkekuatan hukum tetap)
3 perkara

3 perkara
= 100%

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut,

maka tingkat

keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU

adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan
perkara tindak pidana korupsi dan TPPU”

Capaian s.d | Capaian s.d
Indikator Kinerja TW I (Jan- TW II (Jan
Maret) s.d Juni)
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana 0% 75%
korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana 0% 100%
korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana 0% 100%
korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana 0% 0%
korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana 100% 100%
korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan
inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi
Capaian kinerja atas indikator “Tingkat 100% 93.75%
keberhasilan penanganan perkara
tindak pidana korupsi dan TPPU”

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan

dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi

dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja

sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan

TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di

wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU

pada Tahap Prapenuntutan

46




Jumlah
(Jan s.d Juni)
Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan 0
1. I TPPU yang ditangani pada tahap
prapenuntutan (SPDP)

No Tahapan

Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan 0
2 | TPPU yang  diselesaikan pada tahap
prapenuntutan

(catatan: akumulasi poin a dan b)

a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II 0

b. Jumlah pengembalian SPDP 0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan
S x 100%
Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)

0 perkara

= x 100%
0 perkara

= 0%
2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan
TPPU pada tahap penuntutan
Adapun penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan
TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta
Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU
pada Tahap Penuntutan

Jumlah
N T h L]
° ahapan (Jan s.d Juni)
Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan 0
1. | TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan
Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan 0
2 | TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan
c. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke 0
pengadilan
d. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap 0
penuntutan

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:
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Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
yang diselesaikan pada tahap penuntutan
I x 100%
Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
yang ditangani pada tahap penuntutan

0 perkara

0 perkara
= 0%

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan
TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan
telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

di wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van
gewijsde dan telah dieksekusi

Jumlah
No Tahapan (Jan s.d Juni)
Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan 9
1. | dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van
gewijsde (berkekuatan hukum tetap) (P48)
Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan 9
2 | dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi
dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan

TPPU yang telah dieksekusi
I e TP e e x 100%

Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan

TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde

(berkekuatan hukum tetap)

2 perkara

2 perkara

= 100%
Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat

keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

adalah sebagai berikut:
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Tabel 16 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
perpajakan dan TPPU”

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana 0% 0%

perpajakan dan TPPU pada  tahap

prapenuntutan

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana 0% 0%
perpajakan dan TPPU pada  tahap

penuntutan

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana 100% 100%

perpajakan dan TPPU yang telah memiliki
putusan inkracht van gewijsde dan telah
dieksekusi

Capaian kinerja atas indikator “Tingkat 100% 100%

keberhasilan penanganan perkara tindak

pidana perpajakan dan TPPU”

c. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
kepabeanan dan TPPU
Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
kepabeanan dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator
kinerja sasaran program, yaitu:
1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan
TPPU pada tahap prapenuntutan
Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di
wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan 1
dan TPPU yang ditangani pada tahap
prapenuntutan (SPDP)

1.

Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan 1
dan TPPU yang diselesaikan pada tahap
prapenuntutan

a. Jumlah perkara yang dilanjutkan ke 1
tahap II
b. Jumlah pengembalian SPDP 0
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Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU
pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU
yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan

Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU
yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)
1 perkara
I x 100%
1 perkara

100%

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan
TPPU pada tahap penuntutan
Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan
TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Kejaksaan
Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU pada Tahap Penuntutan

Jumlah
No Tahapan (Jan s.d Juni)
Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan 1
1. | TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan
Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan 1
2 | TPPU yang  diselesaikan pada  tahap
penuntutan
a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke 1
pengadilan
b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap 0
penuntutan

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU
pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang
diselesaikan pada tahap penuntutan
s x 100%
Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang
ditangani pada tahap penuntutan
1 perkara
= x 100%
1 perkara
= 100%

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan
TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan
telah dieksekusi
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Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU
yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

di wilayah Kejaksaan Neger adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht
van gewijsde dan telah dieksekusi

Jumlah terpidana perkara tindak pidana 0
kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki
putusan inkracht van gewijsde (berkekuatan
hukum tetap) (P48)

Jumlah terpidana perkara tindak pidana 0
kepabeanan dan TPPU yang telah dieksekusi
(Pidsus 38)

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU
yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi
dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan
dan TPPU yang telah dieksekusi
T x 100%
Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan
TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde
(berkekuatan hukum tetap)
0 perkara
= e x 100%
0 perkara
= 0%

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat
keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan
TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian capaian kinerja atas indikator *Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
kepabeanan dan TPPU”

Tingkat penyelesaian perkara tindak 0% 100%
pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap

prapenuntutan

Tingkat penyelesaian perkara tindak 0% 100%
pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap

penuntutan

Tingkat penyelesaian perkara tindak 0% 0%
pidana kepabeanan dan TPPU yang telah

memiliki putusan inkracht van gewijsde

dan telah dieksekusi
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menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan

oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSrE),

Badan Siber dan Sandi Negara 5 1




Capaian kinerja atas indikator “Tingkat 0% 100%
keberhasilan penanganan perkara
tindak pidana kepabeanan dan TPPU”

d. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan
TPPU
Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan
TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran
program, yaitu:
1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU
pada tahap prapenuntutan
Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di
wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Baray adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

Jumlah

No Tahapan (Jan s.d Juni)

1. |Jumlah perkara tindak pidana cukai dan 0
TPPU yang  ditangani pada  tahap
prapenuntutan (SPDP)

2 |Jumlah perkara tindak pidana cukai dan 0
TPPU yang diselesaikan pada tahap
prapenuntutan
(catatan: akumulasi poin a dan b)

a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap 0
II
b. Jumlah pengembalian SPDP 0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU
pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang
diselesaikan pada tahap prapenuntutan

S e x 100%
Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang
ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)

0 perkara

T x 100%
0 perkara

= 0%

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU
pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU

pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

adalah sebagai berikut:
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Tabel 22 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana cukai dan 7
1. I TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan
Jumlah perkara tindak pidana cukai dan 6
2 | TPPU yang diselesaikan pada tahap
penuntutan
a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke 6
pengadilan
b. Jumlah perkara yang dihentikan pada 0
tahap penuntutan

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada
tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang
diselesaikan pada tahap penuntutan

S x 100%
Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang
ditangani pada tahap penuntutan
6 perkara

7 perkara
= 85,71%

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU
yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah

dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang
telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi di

wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Perkara Tindak Pidana Cukai dan TPPU
yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

Jumlah terpidana perkara tindak pidana 9
1. | cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan
inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum

tetap) (P48)

Jumlah terpidana perkara tindak pidana 9
2 |cukai dan TPPU yang telah dieksekusi

(Pidsus 38)

oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara 53
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Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang

telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi dapat

dihitung sebagai berikut:

Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang

telah dieksekusi

---------------------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang
telah memiliki putusan inkracht van gewijsde (berkekuatan

hukum tetap)
2 Perkara

T x 100%
2 Perkara

= 100%

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut,

maka tingkat

keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU

adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan
perkara tindak pidana cukai dan TPPU”

Indikator Kinerja Capaian s.d | Capaian s.d
TW I (Jan- TW II (Jan
Maret) s.d Juni)
Tingkat penyelesaian perkara tindak 0% 0%
pidana cukai dan TPPU pada tahap
prapenuntutan
Tingkat penyelesaian perkara tindak 0,33% 85,71%
pidana cukai dan TPPU pada tahap
penuntutan
Tingkat penyelesaian perkara tindak 100% 100%
pidana cukai dan TPPU yang telah
memiliki putusan inkracht van gewijsde
dan telah dieksekusi
Capaian kinerja atas indikator “Tingkat 50,20% 92,85%
keberhasilan penanganan perkara
tindak pidana cukai dan TPPU”

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU

Sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI, Bidang Tindak Pidana Khusus
memiliki kewenangan penanganan perkara yang merugikan
perekonomian negara. Kewenangan tersebut mulai dilaksanakan seiring

dengan penunjukan pejabat definitive pada Tahun 2025.
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Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU merupakan

kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap
penyelidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyelidikan di

wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara dan TPPU pada Tahap Penyelidikan

Jumlah

— Ly (Jan s.d Juni)

Jumlah perkara tindak pidana yang 0
L. menyebabkan kerugian perekonomian

negara dan TPPU yang ditangani pada tahap

penyelidikan

Jumlah perkara tindak pidana yang 0
2 menyebabkan kerugian perekonomian

negara dan TPPU yang diselesaikan pada

tahap penyelidikan

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana dan TPPU pada tahap
penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan

kerugian perekonomian negara dan TPPU yang

diselesaikan pada tahap penyelidikan
e E e e R x 100%

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan

kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani

pada tahap penyelidikan

0 Perkara
= o x 100%
0 perkara

0%

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan

kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyidikan di wilayah
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan
Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penyidikan

Jumlah

No Tahapan (Jan s.d Juni)
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Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan
TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan
TPPU yang diselesaikan pada tahap
penyidikan

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan dapat
dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara dan TPPU yang
diselesaikan pada tahap penyidikan

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani
pada tahap penyidikan

O Perkara
T e x 100%

O Perkara
= 0%

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap
prapenuntutan
Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di

wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan
Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

Jumlah

— S (Jan s.d Juni)

Jumlah perkara tindak pidana yang 0
1. | menyebabkan kerugian perekonomian

negara dan TPPU yang ditangani pada tahap

prapenuntutan

Jumlah perkara tindak pidana yang 0
2 | menyebabkan kerugian perekonomian

negara dan TPPU yang diselesaikan pada

tahap prapenuntutan

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan
dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara dan TPPU yang
diselesaikan pada tahap prapenuntutan

T x 100%
Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani
pada tahap prapenuntutan
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S x 100%

I
o
X

4) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap
penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap
penuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah

sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan
Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penuntutan

Jumlah

No I (Jan s.d Juni)

Jumlah perkara tindak pidana yang 0
L. menyebabkan kerugian perekonomian

negara dan TPPU yang ditangani pada

tahap penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana yang 0
2 menyebabkan kerugian perekonomian

negara dan TPPU yang diselesaikan pada

tahap penuntutan

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan
dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan

kerugian perekonomian negara dan TPPU yang

diselesaikan pada tahap penuntutan
I e e x 100%

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan

kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani

pada tahap penuntutan

N — x 100%

= 0 %

5) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki

putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan

kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan
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inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Negeri

Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU
yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

Jumlah
No 1R (Jan s.d Juni)
Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang 0
L. menyebabkan kerugian perekonomian negara
dan TPPU yang telah memiliki putusan
inkracht van gewijsde
Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang 0
2 menyebabkan kerugian perekonomian negara
dan TPPU yang telah dieksekusi

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan
inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai
berikut:

Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan

kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah

dieksekusi

Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki

putusan inkracht van gewijsde

e — x 100%

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat
keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan

kerugian perekonomian negara dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian capaian kinerja atas indikator *Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
yang menyebabkan kerugian negara dan TPPU”

Indikator Kinerja Capaian s.d | Capaian s.d TW
TW I (Jan- II (Jan s.d
Maret) Juni)
Tingkat penyelesaian perkara tindak 0% 0%

pidana yang menyebabkan kerugian
perekonomian negara dan TPPU pada
tahap penyelidikan

Tingkat penyelesaian perkara tindak 0% 0%
pidana yang menyebabkan kerugian
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Indikator Kinerja Capaian s.d | Capaian s.d TW

TW I (Jan- II (Jan s.d
Maret) Juni)
perekonomian negara dan TPPU pada
tahap penyidikan
Tingkat penyelesaian perkara tindak 0% 0%

pidana yang menyebabkan kerugian
perekonomian negara dan TPPU pada
tahap prapenuntutan

Tingkat penyelesaian perkara tindak 0% 0%
pidana yang menyebabkan kerugian
perekonomian negara dan TPPU pada
tahap penuntutan

Tingkat penyelesaian perkara tindak 0% 0%
pidana yang menyebabkan kerugian
perekonomian negara dan TPPU yang
telah memiliki putusan inkracht van
gewijsde dan telah dieksekusi

Capaian  kinerja atas indikator 0% 0%
“Tingkat keberhasilan penanganan
perkara tindak pidana yang
menyebabkan kerugian
perekonomian negara dan TPPU”

Secara umum penanganan perkara tindak pidana khusus telah
dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun
demikian masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja
antara lain:

1. Sering ditemukan laporan pengaduan masyarakat yang tidak di dukung
dengan data yang valid

2. Singkatnya masa waktu penyelidikan, dalam tahap permintaan
keterangan masih banyak pihak-pihak terkait yang belum berkenan
hadir, sehingga data dan bahan keterangan belum cukup

3. Peroses Penyidikan lambat dikarenakan hasil perhitugan Kerugian Negara
baik yang di audit oleh BPK maupun BPKP cukup lama

4. Sering ditemukan Berkas Perkara yang belum lengkap baik formil
maupun materiil

5. Sering ditemukan berkas perkara yang tidak lengkap pada saat tahap 2
baik pelimpahan dari Kejaksaan Agung maupun dari Kejati (Perkara

Tipikor, Pajak dan Cukai)

6. Khusus untuk perkara yang sudah berkakuatan hukum tetap (inkracht),
sering ditemukan kurang lengkapnya administrasi seperti Laphasid,

Laptut, Laptus serta Surat Tuntutan, sehingga masih banyak ditemukan
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berkas perkara inkracht yang belum dilakukan penjilidan, baik itu
perkara Satuan Kerja Kejari Jakarta Barat, pelimpahan Kejati ataupun
pelimpahan dari Kejagung

7. Hampir semua Terpidana Tidak Sanggup untuk melakukan pembayaran
uang pengganti dan denda, sehingga jarang terjadi pengembalian

kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Terhadap faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja
tersebut, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus akan melaksanakan
sejumlah langkah-langkah optimalisasi pada periode selanjutnya, antara
lain:

1. Untuk proses penenganan perkara tahap pra penuntutan, Jaksa
Penuntut Umum agar segera menyatakan sikap apakah berkas perkara
lengkap atau tidak

2. Khusus untuk perkara yang sudah masuk dalam tahap penuntutan,
JPU akan mengoptimalkan proses pembuktian sehingga persidangan

tidak memakan waktu yang lama.

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) turut serta dalam
capaian Indikator Kinerja Strategis 2.1 tentang Persentase peningkatan
pengendalian perkara, yang mana diukur dengan keberhasilan penanganan
perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khusunya dalam
penegakan hukum. Penegakan hukum bidang DATUN Kejaksaan RI diatur pada
Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum
Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan peraturan tersebut penegakan hukum adalah tindakan Jaksa
Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada
pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara
ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara atau

pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Jaksa Pengacara Negara melakukan penegakan hukum melalui gugatan
atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

60




Dalam penanganan keperdataan atas pemulihan dan pengembalian
kerugian negara terkait dengan perkara tindak pidana;

Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggungjawaban
keperdataan terhadap orang atau korporasi;

Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan
perkawinan;

Dalam penanganan Penegakan Hukum keperdataan lainnya termasuk

mengajukan gugatan pembatalan merk terdaftar dan penghapusan paten.

Tabel 31 Rincian penanganan perkara pada Bidang DATUN

No Tahapan Jumlah
(Jan s.d Juni)

1 |Jumlah gugatan/permohonan penegakan 0
hukum bidang DATUN

2 |Jumlah gugatan/permohonan penegakan Y
hukum bidang DATUN yang dikabulkan
oleh hakim

Keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata

Usaha Negara dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

Jumlah gugatan/permohonan penegakan
hukum bidang DATUN yang dikabulkan oleh
hakim
T x 100%
Jumlah gugatan/permohonan penegakan

hukum bidang DATUN
0 gugatan/permohonan

0 gugatan/permohonan

= 0 %

Dari hasil di atas diperoleh hasil capaian tingkat keberhasilan
penanganan perkara penegakan hukum bidang DATUN menunjukkan
kontribusi terhadap pengendalian perkara telah berjalan, namun hasil
yang diperoleh belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa

faktor, yaitu:

1. Persentase capaian pendampingan hukum relatif rendah disebabkan
oleh lamanya proses kegiatan yang didampingi, dimana pendampingan
hukum mengikuti keseluruhan tahapan kegiatan tersebut hingga
selesai, sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk
dapat diselesaikan dan dihitung sebagai output kinerja.

2. Rendahnya capaian pemulihan keuangan negara/daerah disebabkan




finansial untuk memenuhi kewajibannya, sehingga realisasi

pemulihan tidak dapat optimal.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara terhadap Indikator Kinerja Strategis 2.1, diperlukan

langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendampingan hukum yaitu dilakukan sejak
tahap awal kegiatan dengan pemberian legal opinion dan mitigasi
risiko hukum guna meminimalisir permasalahan di kemudian hari.

2. Penagihan aktif terhadap debitur melalui pemanggilan, klarifikasi, dan
pendekatan persuasif guna mendorong penyelesaian kewajiban secara
sukarela

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan
pelatihan, diskusi hukum, dan berbagi pengetahuan guna

meningkatkan kompetensi Jaksa Pengacara Negara

Berdasarkan capaian keberhasilan penanganan perkara pada 4 Bidang
yaitu Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Pidana Militer, serta
Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka
capaian kinerja komponen Ki “Tingkat keberhasilan penanganan perkara
yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer,
dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha

negara dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak
pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata
usaha negara

Capaian s.d | Capaian s.d

Komponen Indikator Kinerja Penyusun TWI (Jan- | TWII (Jan
Maret s.d Juni
Tingkat Tingkat keberhasilan penanganan
keberhasilan perkara Tindak Pidana Umum
138,64% 118,83%
penanganan yang diproses hingga

perkara yang
mencakup tindak
pidana umum,
tindak pidana
khusus, pidana
militer, dan
keberhasilan
penegakan hukum
pada bidang
perdata dan tata

usaha negara

Prapenuntutan
Tingkat keberhasilan penanganan
perkara Tindak Pidana Umum 101,56%

yang diproses hingga penuntutan

Tingkat keberhasilan penanganan

perkara tindak Pidana Umum
yang in kracht van gewisjde
(berkekuatan hukum tetap) dan
telah di eksekusi

Tingkat keberhasilan penanganan
perkara tindak pidana korupsi
dan TPPU

113,12%

119,48%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
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Capaian s.d | Capaian s.d
Komponen Indikator Kinerja Penyusun TWI (Jan- | TWII (Jan
Maret) s.d Juni)

Tingkat keberhasilan penanganan
perkara tindak pidana perpajakan
dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan
perkara tindak pidana

kepabeanan dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan
perkara tindak pidana cukai dan
TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan
perkara tindak pidana yang
menyebabkan kerugian

perekonomian negara dan TPPU

Tingkat Keberhasilan Penanganan
Perkara pada Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara

Rata-rata capaian terhadap target

(K1 Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang
mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, 66,16% 82%

pidana militer, dan keberhasilan penegakan hukum pada

bidang perdata dan tata usaha negara)

2. K>: Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi

penuntutan, dan denda damai

Penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan
denda damai dalam RPJMN 2025-2029 merupakan salah satu indikator
utama dalam konteks transformasi sistem penegakan hukum di Indonesia,
khususnya dalam upaya penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan
(non-punitif] yang lebih cepat, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan
(restorative justice).

Mediasi Penal (penal mediation) adalah penyelesaian perkara pidana
melalui proses musyawarah antara pelaku, korban, dan aparat penegak
hukum, yang menghasilkan kesepakatan damai dengan prinsip keadilan
restoratif. Diskresi penuntutan (prosecutorial discretion) merupakan
kewenangan jaksa untuk memutuskan tidak melanjutkan penuntutan atas
dasar alasan keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas, termasuk
penghentian penuntutan demi hukum atau demi kepentingan umum.
Sedangkan denda damai adalah penyelesaian perkara pidana ringan dengan
membayar denda administratif atau ganti kerugian secara damai tanpa

proses peradilan pidana penuh.
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Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K> diukur melalui
indikator kinerja sasaran program “Persentase penanganan perkara

melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai”

Tabel 33 Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan,
dan denda damai

Bidang Formulasi

Perhitungan

Capaian

PIDUM Jumlah perkara tindak pidana | Restorative Justice
umum yang berhasil | 5 perkara 100% + 0%
diselesaikan melalui mediasi | -------- x 100% = 100% 2
penal (Restorative Justice dan | 5 perkara

diversi)

Jumlah perkara tindak pidana
umum yang diusulkan melalui | Diversi

mediasi penal dan diskresi | O perkara
penuntutan (Restorative Justice | --------- x 100% = 0% 50%

dan diversi) 0 perkara
PIDSUS Jumlah perkara tindak pidana
khusus yang berhasil
diselesaikan melalui denda | O perkara
damai | e x 100% = 0% 0%
—————————————————————— x 100% 0 perkara
Jumlah perkara tindak pidana
khusus yang diusulkan melalui
mediasi denda damai
Capaian Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, 50%

diskresi penuntutan, dan denda damai

Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi
penuntutan, dan denda damai dilaksanakan oleh 2 bidang yaitu bidang tindak
pidana umum (Restorative Justice dan Diversi) dan Bidang Tindak Pidana
Khusus (denda damai). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi capaian kinerja, yaitu:

a. Tindak Pidana Umum (Restorative Justice dan Diversi)

Keberhasilan penanganan perkara pidana umum melalui restorative
justice dan diversi yang dilaksanakan oleh jajaran bidang tindak pidana
umum dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kondisi, antara lain:

1. Kurangnya perkara yang memadai untuk dilakukan pendekatan dan

bisa diselesaikan melalui mediasi penal dan diskresi penuntutan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana
umum melalui restorative justice dan diversi, diperlukan langkah-langkah

strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan penyidik pada tahap awal

penanganan perkara guna mengidentifikasi sejak dini perkara-perkara
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yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui Mediasi Penal dan
Diskresi Penuntutan.

2. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas Jaksa Penuntut Umum
melalui sosialisasi internal serta diskusi teknis terkait Kkriteria,
mekanisme, dan dasar hukum penerapan Mediasi Penal dan Diskresi
Penuntutan.

3. Mengoptimalkan peran Jaksa Fasilitator dalam mendorong
kesepakatan antara pelaku dan korban dengan tetap memperhatikan
rasa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

4. Memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan terkait,
termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat, guna menciptakan

dukungan terhadap penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif.

b. Tindak Pidana Khusus (Denda Damai)

Dalam pelaksanaan perkara tindak pidana khusus melalui denda
damai terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian
kinerja, yaitu pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana bukan
penerima manfaat (beneficiary ownership) sehingga tidak memiliki

kemampuan menempuh mekanisme denda damai.

Dalam penanganan perkara pidana khusus melalui denda damai,
Kejaksaan RI telah melakukan upaya optimalisasi yaitu penegakan hukum
dengan mengejar penerima manfaat (beneficiary ownership) sehingga

memiliki kemampuan apabila akan ditempuh mekanisme denda damai.

Dalam pelaksanaan perkara tindak pidana khusus melalui denda
damai terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian

kinerja, antara lain:

1. Kurangnya perkara yang memadai untuk dilakukan pendekatan dan
bisa diselesaikan melalui denda damai.

Dalam penanganan perkara pidana khusus melalui denda damai,
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah melakukan upaya optimalisasi antara
lain:

1. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas Jaksa Penuntut Umum
melalui sosialisasi internal serta diskusi teknis terkait Kkriteria,

mekanisme, dan dasar hukum penerapan denda damai.
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3.

K3: Persentase penuntutan melalui alternatif pemidanaan

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengutamakan pendekatan
restoratif dan rehabilitatif, menawarkan pidana alternatif selain penjara
untuk mengurangi overcrowding lapas. Jenis pidana alternatif meliputi
pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan denda yang lebih fleksibel.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen Ks diukur melalui

indikator kinerja sebagai berikut:

Jumlah perkara yang dituntut dengan alternatif
pemidanaan

Jumlah perkara yang memenuhi syarat untuk
ditutut dengan alternatif pemidanaan

2 perkara
2 perkara

= 100 %

Dari perkara yang dituntut dengan alternatif pemidanaan tersebut,
sejumlah 2 perkara diputus hakim dengan alternatif pemidanaan, dengan
Restorative Justice dengan alternatif Pidana Kerja Sosial.

Kinerja penuntutan perkara dengan alternatif pemidanaan yang
dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dipengaruhi oleh
beberapa faktor atau kondisi, antara lain:

1. Kurangnya perkara yang memadai untuk dilakukan pendekatan dan bisa

diselesaikan melalui mediasi penal dan diskresi penuntutan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penuntutan perkara dengan
alternatif pemidanaan, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah,

yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan terkait,
termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat, guna menciptakan
dukungan terhadap penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif.
Berdasarkan hasil capaian komponen Ki, K> dan K3, maka capaian

kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 “Persentase Peningkatan
Pengendalian Perkara” adalah:

Capaian Persentase = Capaian K; + Capaian K; + Capaian Ks
Peningkatan Pengendalian @ = = = -
Perkara 3

= 77,33%
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Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan
Negeri Jakarta Barat Tahun 2026, target IKSS Persentase Peningkatan

Pengendalian Perkara adalah 63%, maka capaian kinerja terhadap target

adalah :
Capaian terhadap Capaian Persentase Peningkatan
target IKSS 2.1 Pengendalian Perkara
—————————————————————————————————————————— x 100%
Target PK Tahun 2026
= 77,33%
——————————————————— x 100%
63%
=  122,75%
IKSS 2.1 Target Capaian Terhadap | Capaian Terhadap
Target s.d TW I Target s.d TW II
(Jan-Mei) (Jan-Juni)
Persentase peningkatan 63% 114,37% 122,75%
pengendalian perkara
Capaian Target
124 122,75
122
120
118
116
114,37+

114 i
112
110

Triwulan | Triwulan Il

B Capaian Target 114,37 122,75
EE Capaian Target — cceeeeee- Linear (Capaian Target)
' menggunakan serifikat eloktronik yang telah diterbitkan
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Indikator Kinerja Strategis 2.2

Tingkat Keberhasilan Kegiatan dan Operasi Intelijen Penegakan

Intelijen penegakan hukum pada Kejaksaan RI merupakan fungsi
strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
kewenangan Kejaksaan di bidang penegakan hukum, ketertiban umum, dan
perlindungan kepentingan negara. Fungsi intelijen ini berada di bawah
koordinasi Jaksa Agung Muda Intelijen dan dilaksanakan secara berjenjang
mulai dari tingkat pusat, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri.

Kegiatan intelijen Kejaksaan RI difokuskan pada upaya deteksi dini dan
peringatan dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan
tantangan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Melalui
kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan data (pulbaket dan puldata),
intelijen Kejaksaan melakukan pemantauan dan analisis terhadap individu,
kelompok, maupun peristiwa yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
hukum, khususnya tindak pidana korupsi, kejahatan yang merugikan
keuangan negara, serta gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman
umum. Dalam mendukung penegakan hukum, intelijen Kejaksaan RI berperan
menyediakan informasi dan analisis hukum yang akurat, relevan, dan dapat
ditindaklanjuti guna membantu pimpinan dan satuan kerja teknis dalam
pengambilan keputusan. Informasi intelijen tersebut digunakan sebagai bahan
pendukung dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan
eksekusi putusan pengadilan, serta pengamanan perkara-perkara strategis dan

sensitif.

Selain itu, intelijen Kejaksaan RI juga melaksanakan operasi pengamanan
terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan RI, termasuk pengamanan jaksa,
saksi, barang bukti, dan aset negara, serta pengamanan pelaksanaan kebijakan
penegakan hukum yang bersifat strategis. Pengamanan ini dilakukan untuk
memastikan seluruh proses hukum berjalan secara aman, lancar, dan bebas

dari intervensi atau tekanan pihak-pihak tertentu.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum, intelijen Kejaksaan RI
melaksanakan kegiatan penggalangan dan penerangan hukum kepada
masyarakat dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk
membangun kesadaran hukum, mencegah terjadinya konflik sosial, serta
mengantisipasi berkembangnya paham atau aktivitas yang bertentangan
dengan hukum dan ideologi negara. Pendekatan yang digunakan bersifat

persuasif, preventif, dan edukatif.
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Pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dilakukan
dengan berpedoman pada prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas,
akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh
kegiatan intelijen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta standar operasional prosedur internal Kejaksaan RI, guna
menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, intelijen
Kejaksaan RI merupakan instrumen penting dalam mendukung penegakan
hukum yang efektif, berkeadilan, dan berwibawa, sekaligus berperan sebagai
garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak pidana dan pemeliharaan

stabilitas hukum serta ketertiban umum.

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum

adalah ukuran kegiatan intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan
penggalangan) yang berhasil mendukung atau menghasilkan outcome konkret
dalam upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan RI, baik secara pre-emtif
(pendeteksian dini), preventif (pencegahan), maupun supportif (mendukung
proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi). Sampai dengan Triwulan II
Tahun 2026, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah
melaksanaan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dengan
rincian sebagai berikut:

Tabel 34 jumlah kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan

Jumlah seluruh Jumlah
kegiatan/operasi kegiatan/operasi
. intelijen penegakan intelijen penegakan
Sl G L hukum yang hukum (LID/PAM/GAL)
dilaksanakan yang berhasil
(sprint LID/PAM/GAL) dilaksanakan

Kejaksaan Negeri Jakarta

Barat

11 kegiatan

11 kegiatan

Total

11 kegiatan

11 kegiatan

Keberhasilan operasi intelijen penegakan hukum dapat diukur melalui:

Tingkat = Jumlah kegiatan/operasi

keberhasilan
kegiatan dan

operasi intelijen

berhasil dilaksanakan

intelijen

penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang

------------------------------------------------------- x 100%
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penegakan Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen
hukum penegakan hukum yang dilaksanakan
(sprint LID/PAM/GAL)
= 11 laporan kegiatan
———————————————————————————————————— x 100%
11 Sprint LID/PAM/GAL

100 %

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri
Jakarta Barat Tahun 2026, target IKSS Tingkat keberhasilan kegiatan dan
operasi intelijen penegakan hukum adalah 100%, maka capaian kinerja
terhadap target adalah:

= Capaian Tingkat keberhasilan
kegiatan dan  operasi intelijen
penegakan hukum

————————————————————————————————————————————————— x 100%
Target PK Tahun 2026
Capaian terhadap = 100%
target IKSS 2.2 o < 100%
91%
= 109,89%

Tabel perbandingan capaian kinerja terhadap target

IKS Target Capaian terhadap | Capaian terhadap
2026 target TW I (Jan- target TW II (Jan-
Maret) Juni)
Tingkat keberhasilan kegiatan 91% 109,89% 109,89%
dan operasi intelijen penegakan
hukum
109,89 Capaian Target
109,89 e
109,89
109,89
109,89
109,89
109,89 109,89
109,89
109,89 5 .
Triwulan | Triwulan Il
B Capaian Target 109,89 109,89
EE Capaian Target — eeceeeeee Linear (Capaian Target)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSTE),
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Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan
hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu antara lain:

1. Keterbatasan anggaran operasional intelijen belum sepenuhnya
mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan monitoring,
pengamanan, penyelidikan, dan penggalangan di wilayah hukum Kejaksaan

Negeri Jakarta Barat.

2. Keterbatasan perangkat dan aplikasi pendukung untuk melakukan

maintain media sosial secara real-time.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan operasi
intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan),
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat akan melakukan upaya optimalisasi antara
lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan anggaran operasional berdasarkan skala
prioritas kegiatan intelijen dan Mengusulkan penambahan anggaran

operasional sesuai dengan peningkatan beban tugas dan dinamika wilayah.

Capaian Kinerja Bidang Intelijen Lainnya

A. Persentase Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada

Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan
Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri diukur dengan

menggunakan formulasi:

Jumlah Lembaga yang telah

diberi Penerangan Hukum

——————————————————————————————————————————————————— x 100 = 200%
Jumlah Penerangan Hukum
yang ditargetkan
1

Capaian Kinerja rill Persentase Lembaga yang telah diberi Penerangan
Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri
apabila dibandingkan dengan target DIPA Tahun 2026 yaitu 1 Lembaga maka
tercapai sebesar 200% dari target yang ditetapkan.
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Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase
Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/
Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri pada Triwulan II tahun 2026

sebagai berikut:

» Tidak ada hambatan yang ditemui Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam
melaksanakan kegiatan penerangan hukum. Kejaksaan Negeri Jakarta
Barat telah melakukan total 2 kegiatan penerangan hukum dari target 1

kegiatan yang telah ditetapkan pada DIPA.

Rencana optimalisasi yang dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja
adalah menyelesaikan tugas dengan penuh tanggungjawab, melakukan
koordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan dan memaksimalkan

personil serta anggaran yang tersedia secara profesional dan akuntabel.

B. Persentase Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/

Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/
Cabang Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Penyuluhan Hukum yang
telah diselesaikan

---------------------------------------------------------------------- x 100 = 75%

Jumlah Penyuluhan Hukum
yang ditargetkan

8

Capaian Kinerja rill Persentase Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/
Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri apabila dibandingkan dengan
target DIPA Tahun 2026 yaitu 8 Kegiatan maka tercapai sebesar 75% dari target
yang ditetapkan.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase
Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan
Negeri pada Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

» Tidak ada hambatan yang ditemui Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam
melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Kejaksaan Negeri Jakarta
Barat telah melakukan total 6 kegiatan penyuluhan hukum dari target 8
kegiatan yang telah ditetapkan pada DIPA.
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Rencana optimalisasi yang dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja
adalah menyelesaikan tugas dengan penuh tanggungjawab, melakukan
koordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan dan memaksimalkan

personil serta anggaran yang tersedia secara profesional dan akuntabel.
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I Indikator Kinerja Strategis 2.3

Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara

Keberhasilan pemulihan aset negara merupakan salah satu indikator
penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada
perlindungan kepentingan keuangan dan kekayaan negara. Pemulihan aset
negara dimaknai sebagai seluruh upaya hukum yang dilakukan untuk
mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana, khususnya tindak
pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara.
Kejaksaan RI telah melaksanakan langkah-langkah strategis pemulihan aset
negara melalui penelusuran, pengamanan, penyitaan, perampasan, dan
pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan
kejahatan lain yang merugikan keuangan negara.

Upaya pemulihan aset negara dilaksanakan dengan tetap menjunjung
tinggi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta memperhatikan
aspek kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh
proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar aset yang
dipulihkan memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan kembali untuk
kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 30A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan RI yang menyatakan:

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan
penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak
pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”

Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pemulihan Aset kemudian diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Tugas, fungsi dan kewenangan
Badan Pemulihan Aset, Pasal 31B dinyatakan bahwa: “Badan Pemulihan Aset
mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran,
perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset
lainnya kepada negara, korban atau yang berhak sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.”

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-
006/A/JA/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas
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Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07 /2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, eksistensi tugas dan
kewenangan Badan Pemulihan Aset diatur dalam Pasal 691B, yaitu : “Badan
Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan
penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak
pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 1184 Tahun 2025
tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, Indikator
Kinerja Sasaran Strategis “Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara”
merupakan indikator yang menjadi tanggung jawab dari Bidang Pemulihan
Aset. Dimana indikator ini membandingkan antara nilai aset yang ditangani
untuk dipulihkan dengan nilai aset yang berhasil dipulihkan. Dalam proses
pemulihan aset, terdapat 3 tahapan penting yaitu tergambar dalam indikator
kinerja program yaitu:

1) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset.
2) Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana.
3) Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana.

Capaian 3 indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset
Kegiatan penelusuran merupakan tugas dan wewenang Bidang
Pemulihan Aset yang dalam pelaksanaannya bidang-bidang terkait dapat
melakukan permohonan kegiatan penelusuran pada Bidang Pemulihan
Aset.
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset telah
melaksanakan kegiatan penelusuran aset, yaitu:

a) NIHIL

Terhadap permohonan sebanyak NIHIL tersebut diatas, sampai dengan
Triwulan II Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset belum berhasil
menyelesaikan kegiatan penelusuran asset. Belum ada tingkat kebehasilan
kegiatan penelusuran aset dikarenakan aset belum laku sehingga nilai

taksiran aset yang diserahkan ke pemohon masih O.

Dari kegiatan penelusuran aset yang telah dilaksanakan tersebut,
maka capaian tingkat keberhasilan penelusuran aset dapat dihitung sebagai
berikut:

Nilai taksiran aset yang diserahkan ke pemohon
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2)

Nilai taksiran aset hasil penelusuran

= 0%

Pelaksanaan kinerja oleh Bidang Pemulihan Aset tidak terlepas dari
faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja antara lain:
1. Belum adanya SOP penelusuran asset.
2. Stakeholder belum mengetahui kewenangan bidang PAPBB untuk

melakukan penelusuran asset.

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terkait penelusuran aset
pada Bidang Pemulihan Aset untuk periode selanjutnya, diperlukan
langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bernodis ke bidang teknis untuk memberitahukan kewenangan bidang
PAPBB terkait penelusuran aset

2. Kolaborasi dengan bidang teknis terkait penelusuran aset

Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana

Hasil dari penelusuran aset yang telah dilaksanakan oleh Bidang
Pemulihan Aset berdasarkan permohonan penelusuran aset dari pemohon
selanjutnya diserahkan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti
sebagaimana kepentingan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.

Sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk
kepentingan pemulihan aset Tim Pemulihan Aset dapat memberikan
rekomendasi (pre-seizure planning) atas analisis terhadap benda yang akan
atau telah disita, dan potensi pemulihan aset berupa penaksiran harga atas
benda sitaan dan dapat tidaknya dilakukan eksekusi.

Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana dapat dihitung
sebagai berikut:

Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dirampas (BA
penyerahan hasil penelusuran aset/penyitaan aset)
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3)

= 0%

Tingkat keberhasilan perampasan aset sangat dipengaruhi oleh
kegiatan penelusuran aset, karena kegiatan penelusuran aset akan
ditindaklanjuti dengan perampasan aset.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja

Belum adanya SOP penelusuran asset.

2. Stakeholder belum mengetahui kewenangan bidang PAPBB untuk
melakukan penelusuran asset.

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terkait perampasan aset
hasil tindak pidana pada bidang Pemulihan Aset untuk periode selanjutnya,
akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Bernodis ke bidang teknis untuk memberitahukan kewenangan bidang

PAPBB terkait penelusuran asset.

2. Kolaborasi dengan bidang teknis terkait penelusuran asset.

Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya bertujuan
menghukum pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan tidak mengulangi
perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita
oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut,
memulihkan kerugian keuangan negara dari perbuatan tindak pidana
maupun penyelesaian aset lainnya yang semuanya itu sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab Kejaksaan.

Pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses
penelusuran, perampasan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelesaian
aset. Penyelesaian aset merupakan tahap akhir dan puncak dari
keseluruhan proses pemulihan aset yang menandai keberhasilan upaya
negara dalam mengambil kembali hasil tindak pidana untuk dikembalikan
kepada negara/pihak yang berhak. Tahapan ini mencerminkan tujuan
utama dari pemulihan aset yaitu mengembalikan kerugian negara dan/atau
korban kejahatan melalui jalur hukum yang sah dan terstruktur.
Mekanisme penyelesaian aset terdiri dari:

- Penjualan (penjualan langsung/penjualan lelang);
- Penetapan Status Penggunaan (PSP);
- Pemindahtanganan secara Hibah;
- Pengembalian kepada korban/yang berhak.
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset telah

melaksanakan kegiatan penilaian aset berupa mobil, kendaraan bermotor,
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alat elektronik, lukisan, mesin, dan lain-lain dengan total nilai sebesar
Rp.4.453.420.660,- (Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat
Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).

Dari hasil penilaian tersebut, telah berhasil diselesaikan dengan total

nilai sebesar Rp.240.963.720,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Sembilan

Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan

rincian sebagai berikut :

1.

Mobil dengan total yang diselesaikan sebesar Rp.165.451.000,- melalui
mekanisme penjualan langsung/lelang;

Motor dengan total yang diselesaikan sebesar Rp.25.512.470,- melalui
mekanisme penjualan langsung/lelang;

Alat Elektronik dll dengan total yang diselesaikan sebesar
Rp.15.322.250,- melalui mekanisme penjualan langsung/lelang;
Lukisan dan Mesin dengan total yang diselesaikan sebesar
Rp.34.678.000,- melalui mekanisme penjualan langsung/lelang.

Berdasarkan data tersebut, maka Tingkat Keberhasilan Pemulihan

Aset Hasil Tindak Pidana dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang diselesaikan

(lelang, PSP, hibah)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————— x 100%
Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dinilai

= Rp.240.963.720,-
————————————————————————————— x 100%
Rp.4.453.420.660,-

= 5,40%

Capaian kinerja tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

. Harga Taksiran yang terlalu tinggi sehingga barang tidak laku dan harus

dilakukan permohonan penafsiran Kembali sehingga membutuhkan
waktu dalam proses pengajuan persyaratan permohonan penyerahan

berkas seperti awal.

. Tidak ada peminat dikarenakan proses pembanding disamaratakan

dengan jenis objek pasaran yang ada, namun tidak disesuaikan dengan
kondisi objek/barang tersebut pada saat kondisi barang tersebut
dijadikan barang bukti.

Kondisi barang buruk namun pembanding untuk menentukan nilai
objek tersebut disesuaikan dengan nilai pasaran dimana barang tersebut

kondisi baik secara pasaran online.

. Pada saat penyitaan tidak disertakan dokumen atas objek barang

tersebut (sertifikat, dokumen atas objek tersebut).
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5. Masih adanya hak tanggungan yang harus dilalui sebelum melakukan
proses pelelangan oleh tim penafsir yang menyebabkan waktu hasil
penafsiran lama.

6. Adanya permintaan data berulang-ulang baik pada saat pengisian

aplikasi proses pendaftaran Lelang.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:

1. Setelah perkara dalam status Inkract seksi PAPBB mempersiapkan
dokumen pendukung berupa tap sita, ba sita, sprint sita, putusan dan
P-48, serta melakukan pengecekan fisik atas dokumen tersebut.

2. Setelah adanya penyerahan tahap 2 atas objek yang dijadikan barang
bukti Petugas barang bukti melakukan penyegelan atas barang tersebut.

3. Sebelum tahap 2 dilakukan pengecekan fisik atas objek yang dijadikan
barang bukti sesuai dengan penyitaan pada berkas perkara.

4. Memastikan atas objek tersebut telah diblokir oleh penyidik sebelum
adanya proses tahap 2.

S. Setelah adanya proses penyerahan tahap 2, dan dilakukan pengecekan
bidang PAPBB melakukan koordinasi ke pejabat lingkungan setempat
meliputi RT, RW dan BPN.

Dari capaian 3 indikator yang telah dijabarkan sebelumnya, maka
tingkat keberhasilan pemulihan aset negara adalah:

Tabel 35 Capaian tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

Indikator Kinerja Program Capaian s.d | Capaian s.d
TW I (Jan- TW II (Jan
Maret) s.d Juni)

Tingkat Keberhasilan Kegiatan 0% 0%
Penelusuran Asset
Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset 0% 0%
Hasil Tindak Pidana
Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset 0.96% 5,40%

Hasil Tindak Pidana

Rata-rata capaian 0.96% 5.40%

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan

Negeri Jakarta Barat Tahun 2026, target IKSS Tingkat keberhasilan

pemulihan aset negara adalah 5.40%, maka capaian kinerja terhadap

target adalah:
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Capaian terhadap target Capaian IKSS 2.3

—————————————————————————————————————————— x 100%
IKSS 2.3 Target IKSS 2.3 pada PK Tahun 2026
= 5.40%
————————————— x 100%
85%
= 6,35%
IKSS 2.3 Target Capaian Terhadap | Capaian Terhadap
Target s.d TW I Target s.d TW II
(Jan-Maret) (Jan-Juni)
Tingkat Keberhasilan 85% 1.13% 6,35%
pemulihan aset negara

Capaian Target
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. 622
1)13 .....................................
0 B |
Triwulan | Triwulan 1l
W Capaian Target 1,13 6,35
EE Capaian Target = ceeeeeee- Linear (Capaian Target)

Selain upaya pemulihan aset yang dilakukan oleh jajaran Bidang
Pemulihan Aset, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat juga melaksanakan fungsi
penyelamatan, pengembalian kerugian negara dan pembayaran denda dalam
penanganan perkara tindak pidana khusus serta fungsi penyelamatan dan
pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata yang dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda

dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2026, jajaran Bidang Tindak
Pidana Khusus telah melakukan pengembalian dan pembayaran denda yang
disetorkan ke kas negara sebesar Rp.969.250.172,- (Sembilan Ratus Enam
Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah),
dan melakukan penyelamatan senilai Rp.5.194.345.000,- (Lima Miliar Seratus
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Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian jumlah penyelamatan, pengembalian serta pembayaran denda

Jenis Jumlah

1. Pengembalian dan Pembayaran Denda

Nilai kerugian keuangan negara
(pembayaran uang pengganti) dalam Rp.892.128.000
perkara tindak pidana korupsi yang

berhasil dikembalikan

Jumlah denda yang telah dibayar dalam
Rp.17.000.000
perkara tindak pidana perpajakan dan

TPPU
Jumlah denda yang telah dibayar dalam Rp.O
perkara tindak pidana kepabeanan dan
TPPU
Jumlah denda yang telah dibayar dalam Rp.60.122.172
perkara tindak pidana cukai dan TPPU

Total Rp.969.250.172
2. Penyelamatan
Penyelamatan kerugian negara sebelum Rp.5.194.345.000
putusan inkracht
Penyelamatan kerugian negara dalam Rp.0
perkara tindak pidana korupsi pada
tahap setelah putusan inkracht

Total Rp.5.194.345.000

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara
serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus,
terdapat faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu
rendahnya realisasi pembayaran denda perkara tindak pidana khusus lainnya,
khususnya pada bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan, dipengaruhi oleh
pilihan sebagian besar narapidana untuk menjalani pidana subsidiair berupa
kurungan pengganti denda. Pilihan tersebut umumnya diambil karena
keterbatasan kemampuan finansial terpidana maupun pertimbangan praktis
untuk menyelesaikan masa pidana tanpa kewajiban pembayaran denda yang

nilainya relatif besar.
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Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara
serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus,

telah dilaksanakan upaya optimalisasi antara lain:

1. Untuk tahap Penyidikan, khusus terkait dengan Kerugian Negara, Tim
Penyidik akan melakukan koordinasi secara intens untuk membantu
melengkapi dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Audit dan menggunakan
Kantor Akuntan Publik (KAP).

Meningkatnya Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara

Melalui Jalur Perdata

1. Penyelamatan Dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata
Litigasi

Penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata litigasi diperoleh
dari nilai keuangan negara melalui jalur perdata (litigasi) pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebanyak Rp.0
(nol rupiah) yang berhasil diselamatkan dari total nilai potensi ancaman
kerugian yang ditargetkan untuk diselamatkan melalui jalur perdata
(litigasi) sebanyak Rp.O (nol rupiah) atau sebesar 0%.

Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur
perdata litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil
diselamatkan melalui jalur perdata dalam suatu periode kinerja tertentu
dibagi total nilai potensi ancaman kerugian yang ditargetkan untuk
diselamatkan melalui jalur perdata dalam suatu periode kinerja tertentu.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut antara
lain:

1. Tidak terdapat perkara perdata litigasi yang berkaitan langsung dengan
kerugian keuangan negara pada periode pelaporan.

2. Perkara litigasi yang ditangani bersifat non-finansial atau tidak memiliki
objek tuntutan berupa pemulihan kerugian negara.

3. Belum adanya permohonan atau penugasan dari instansi terkait untuk
penanganan perkara pemulihan keuangan negara melalui jalur litigasi.

4. Penyelesaian permasalahan keuangan negara lebih banyak ditempuh
melalui mekanisme non-litigasi

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata agar semakin optimal,

strategi yang dapat ditempuh antara lain:

1. Melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi perkara yang memiliki

indikasi kerugian keuangan negara.
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2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah/BUMN/BUMD
untuk mendorong penanganan perkara yang berpotensi memulihkan
keuangan negara melalui litigasi.

3. Melakukan pendekatan proaktif dalam memberikan pertimbangan
hukum agar permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian

negara dapat diarahkan ke upaya pemulihan melalui gugatan.

2. Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata

Non Litgasi

Pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi diperoleh
dari nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur perdata
non-litigasi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat senilai
Rp.381.036.338.624 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Tiga Puluh
Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh
Empat Rupiah) yang berhasil dipulihkan dari total nilai keuangan negara
yang memungkinkan untuk dapat dipulihkan melalui jalur perdata non-
litigasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 senilai Rp.2.049.973.674
(Dua Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga
RIbu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 18.587,37%.

Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata
non litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan
melalui jalur perdata non litigasi dalam suatu periode kinerja tertentu dibagi
total nilai keuangan negara yang memungkinkan untuk dapat dipulihkan

melalui jalur perdata non litigasi dalam Tahun berjalan.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau

kondisi yang mempengaruhi kurang optimalnya capaian kinerja, antara lain:

1. Proses mediasi dan negosiasi masih dalam tahap awal sehingga belum
menghasilkan realisasi pemulihan keuangan negara.

2. Belum tercapainya kesepakatan final (settlement) antara para pihak
terkait nilai dan mekanisme pembayaran.

3. Adanya kebutuhan verifikasi dan validasi data kerugian negara yang
masih berlangsung.

4. Sikap kooperatif pihak lawan yang masih terbatas sehingga
memperlambat proses negosiasi.

5. Tahapan administratif dan prosedural yang memerlukan waktu sebelum

realisasi pembayaran dapat dilakukan.
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Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas pemulihan
keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi, langkah-langkah
strategis yang dapat dilakukan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

antara lain:

1. Mengintensifkan proses mediasi dan negosiasi secara terjadwal dan
terukur untuk mempercepat tercapainya kesepakatan.

2. Mendorong percepatan finalisasi nilai kerugian negara melalui
koordinasi aktif dengan instansi terkait.

3. Menyusun strategi negosiasi yang komprehensif dan berbasis data guna
memperkuat posisi dalam perundingan.

4. Meningkatkan pendekatan persuasif dan komunikasi efektif kepada para

pihak agar tercapai kesepakatan penyelesaian.




Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat Generaal

3.1 Indikator Kinerja Strategis 3.1.

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat Generaal

Transformasi Kejaksaan RI menjadi Advocaat Generaal merupakan
amanat strategis nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045. Transformasi
ini bertujuan untuk merevitalisasi peran Kejaksaan dari yang semula berfokus
pada penuntutan menjadi penjadi kepentingan publik (guardian of public
interest) dan penjaga koherensi sistem peradilan dan penerapan hukum
(guardian of legal coherence). Peran baru ini mencakup spektrum fungsi yang
lebih luas, melampaui kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara

yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021.

Advocaat Generaal adalah peran fungsional Jaksa Agung RI sebagai
penjaga kepentingan publik dan penjaga koherensi sistem peradilan dan
penerapan hukum yang menjalankan fungsi penasehat hukum (Advisory),
penegakan hukum publik (Openbaar Ministerie), fungsi adjudikasi,
penyelenggaraan sengketa alternatif (alternative dispute resolution), serta

sertifikasi dan pengawasan petugas hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan
kewenangan Advocaat Generaal pada tingkat daerah dalam hal ini Kejaksaan

Negeri Jakarta Barat, maka dapat diukur dari :

1. P; : Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha
negara secara transparan, akuntabel, dan profesional.
Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan 3 indikator kinerja
program yaitu :
a) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur
litigasi
Sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2026 Kejaksaan Negeri
Jakarta Barat menangani sejumlah 18 permasalahan perdata yang
dimohonkan melalui jalur litigasi (SKK litigasi) dan dari jumlah tersebut
sejumlah 18 permasalahan perdata telah dilaksankaan proses
penanganan yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan

(SKK Substitusi).
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Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara

perdata melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah:

Jumlah proses penanganan permasalahan perdata yang
berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK
Substitusi)

———————— x 100%
Jumlah permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur
litigasi (Jumlah SKK Litigasi Tahun berjalan)
= 18 SKK Substitusi
18 SKK perdata Litigasi

= 100%

b) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-

litigasi

Sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2026 Kejaksaan Negeri
Jakarta Barat menangani sejumlah 42 permasalahan perdata yang
dimohonkan melalui jalur non-litigasi (SKK non-litigasi) dan dari jumlah
tersebut sejumlah 2 permasalahan perdata non-litigasi telah diselesaikan
yang ditandai dengan Laporan akhir penyelesaian.
Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara

perdata melalui jalur non-litigasi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
adalah:

Jumlah permasalahan perdata non-litigasi yang diselesaikan
(Laporan Akhir Penyelesaian)

------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah permasalahan perdata yang ditangani melalui jalur
non-litigasi dalam Tahun berjalan (SKK non-Litigasi Tahun)

= 2 Laporan Akhir Penyelesaian

—————————————————————————————— x 100%
42 SKK perdata non-Litigasi

= 4.76%

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui
jalur litigasi

Sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2026 Kejaksaan Negeri
Jakarta Barat menangani O perkara TUN yang ditangani melalui jalur
litigasi (SKK TUN Litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah O perkara
TUN telah diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan).
Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN

melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah:
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Jumlah perkara TUN yang diputus oleh pengadilan pada

semua tingkatan (Putusan)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— x 100%
Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

dalam Tahun berjalan (SKK TUN Litigasi)

0 perkara

0 perkara

0%

Berdasarkan data capaian atas 3 indikator IKP tersebut, maka

capaian P1 adalah:

P (Capaian IKP “Tingkat keberhasilan penanganan perkara
perdata melalui jalur litigasi) + (Capaian IKP “Tingkat
keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur
non-litigasi) + (Capaian IKP “Tingkat keberhasilan

penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi”)

3
= 100% + 4.76% + 0%
3
= 34,92%

Bahwa dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata
usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi terdapat beberapa
faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah,
BUMN, BUMD serta perangkat daerah di wilayah hukum Kejaksaan
Negeri Jakarta Barat untuk mendorong permohonan bantuan hukum,
pertimbangan hukum, pendampingan hukum, tindakan hukum lain,
dan pelayanan hukum

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh
Surat Kuasa Khusus (SKK), Surat Perintah Pendampingan Hukum (SP-
2), maupun permohonan pelayanan hukum agar setiap penugasan dapat
diselesaikan tepat waktu sesuai target kinerja

3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan forum
koordinasi kepada calon stakeholder mengenai tugas dan fungsi Jaksa
Pengacara Negara sehingga pemanfaatan layanan Bidang Datun semakin
optimal

Dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara

melalui jalur litigasi maupun non litigasi, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah

melakukan upaya optimalisasi antara lain:
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1. Belum terdapat permohonan dari instansi pemerintah maupun
stakeholder yang memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan Audit
Hukum, Tindakan Hukum Lain, maupun Penegakan Hukum Bidang
Datun pada periode pelaporan

2. Karakteristik layanan Bidang Datun bersifat demand driven, sehingga
realisasi capaian sangat bergantung pada adanya permohonan dari
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, maupun
instansi lainnya.

3. Masih diperlukan peningkatan pemahaman dan pemanfaatan layanan
Jaksa Pengacara Negara oleh stakeholder sehingga jumlah permohonan

layanan Bidang Datun dapat meningkat pada triwulan berikutnya.

P2 : Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang

hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai Advocaat Generaal.

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan indikator kinerja
program “Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum
untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan
militer” dengan rincian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 yaitu

sebagai berikut:

1. Pendapat hukum

Jumlah Pendapat Hukum yang diselesaikan, terbitnya
dokumen LO/Pendapat Hukum (S-6)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— x 100%
Jumlah seluruh permohonan Pendapat Hukum yang disetujui,
setelah melalui telaahan (SP-2)

= O permohonan yang diselesaikan
------------------------------------------------------------------------ x 100%
0 permohonan yang disetujui melalui telaahan

= 0%

2. Pendampingan dan Audit Hukum
a. Pendampingan Hukum
Tabel 37 Permohonan Pendampingan Hukum
Sisa Tahun Permohonan yang Permohonan yang

2025 masuk pada TW I (Jan | masuk pada TW II (April | Total
s.d Maret) Tahun 2026 s.d Juni) Tahun 2026

0 77 73 150

Adapun permohonan atas pendampingan hukum yang dapat




99, maka capaian kinerja penyelesaian pendampingan hukum adalah

sebagai berikut:

Jumlah Pendampingan Hukum yang diselesaikan

dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————— x 100%
Jumlah seluruh permohonan Pendampingan Hukum

yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2) sampai

dengan Triwulan [ Tahun 2026

= 99 Laporan Akhir
------------------------------------ x 100%
150 permohonan

= 66%

b. Audit Hukum
Untuk Audit Hukum sampai dengan periode Triwulan II Tahun
2026 jajaran bidang DATUN menerima O permohonan Audit hukum dan
telah diselesaikan sebanyak O Sehingga capaian kinerja Audit Hukum
dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah Audit Hukum yang diselesaikan dengan terbitnya
Laporan Akhir LA (S-7)

Jumlah seluruh permohonan Audit Hukum yang disetujui,
setelah melalui telaahan (SP-2)

= O Laporan Akhir

O Permohonan
= 0%
Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka rata-rata capaian kinerja

Pendampingan Hukum dan Audit Hukum adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja Pendampingan Hukum + Capaian Kinerja Audit Hukum

Il
o
(<)}
X
+
o
BN

= 33 %
3. Tindakan Hukum Lain
Berdasarkan Peraturan Kejaksaan nomor 7 Tahun 2021 tentang
pelaksanaa penegakan hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum,
Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanana Hukum di Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara, bahwa Tindakan Hukum Lain dilakukan baik sebagai
fasilisator, mediator, atau konsiliator.

Tabel 38 Permohonan Tindakan Hukum Lain
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Permohonan yang Permohonan yang
Sisa Permohonan Masuk pada TW I Masuk pada TW II

Tahun 2025 (Jan s.d Maret) (Mei s.d Juni) 1Y
Tahun 2026 Tahun 2026
0 0 0 0

Adapun permohonan atas Tindakan Hukum Lain yang dapat
diselesaikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebanyak O,
maka capaian kinerja penyelesaian pendampingan hukum adalah sebagai

berikut:

Jumlah Tindakan Hukum Lain yang diselesaikan dengan
terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— x 100%
Jumlah seluruh permohonan Tindakan Hukum Lain yang
disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

= O permohonan yang diselesaikan

O permohonan yang disetujui melalui telaahan

= 0%

Dari uraian tersebut, maka capaian Py adalah:

P>

(Persentase penyelesaian pendapat hukum) + (Persentase penyelesaian
pendampingan dan audit hukum) + (Persentase Tindakan hukum lain)

I
=)
BN
+
W
W
X
+
=)
X

= 11%

Berdasarkan capaian P; dan P> maka capaian Indikator Kinerja Sasaran
Strategis “Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat
Generaal” adalah:

Capaian IKSS 3.1

Capaian P1 + Capaian P2

2
= 34,92% + 11%
------------------------ x 100%
2
= 22,96%

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri
Jakarta Barat Tahun 2026, target IKSS adalah “Tingkat Efektivitas
Pelaksanaan Kewenangan Advocaat Generaal” sebesar 82%, maka capaian
kinerja terhadap target adalah sebesar 22,96%:

Capaian terhadap = Capaian IKSS 3.1
target IKSS 3.1 T x 100%

Target IKSS 3.1 pada PK Kepala Kejaksaan
Negeri Jakarta Barat Tahun 2026

20




= 28%

IKSS 3.1 Target Capaian Terhadap | Capaian Terhadap
Target s.d TW I Target s.d TW II
(Jan-Maret) (Jan-Juni)
Tingkat Efektivitas 82% 21,25% 28%

Pelaksanaan Kewenangan

Advocaat Generaal

Capaian Target

30

25
20
15
10
5
0
Triwulan | Triwulan Il
B Capaian Target 21,25 28
Hmm Capaian Target — eeceeeee. Linear (Capaian Target)

Analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja terkait

pelaksanaan kewenangan Advocaat General adalah sebagai berikut:

1. Pada periode Triwulan II Tahun 2026, tidak terdapat permohonan Pendapat
Hukum dan Tindakan Hukum Lain yang disetujui melalui proses telaahan
(SP-2), sehingga secara otomatis capaian kinerja pada dua komponen
tersebut tercatat sebesar 0%. Kondisi ini bukan disebabkan oleh rendahnya
kinerja, melainkan karena nihilnya permohonan yang dapat diproses.

2. Kegiatan Pendampingan dan Audit Hukum memiliki tingkat urgensi dan
kebutuhan yang lebih tinggi dari pemohon, sehingga memperoleh porsi
penanganan yang lebih besar, tercermin dari capaian penyelesaian sebesar

66% (90 dari 150 permohonan), dibandingkan dengan jenis kegiatan lainnya.

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas
terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian

kinerja, dengan uraian:

1. Kegiatan Pendampingan dan Audit Hukum memiliki tingkat urgensi dan

kebutuhan yang lebih tinggi dari pemohon, sehingga memperoleh porsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan

oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSTE),

Badan Siber dan Sandi Negara 9 1
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penanganan yang lebih besar, tercermin dari capaian penyelesaian sebesar
66% (90 dari 150 permohonan), dibandingkan dengan jenis kegiatan lainnya.
. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemohon sejak tahap awal untuk
memperjelas ruang lingkup permohonan, kelengkapan dokumen, serta
urgensi perkara, guna mendorong efektivitas dan ketepatan waktu

penyelesaian.
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Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan
Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator

kinerja strategis sebagai berikut:

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024
dari Kementerian PAN dan RB, Indeks RB Kejaksaan RI Tahun 2024 adalah
71,74 dengan kategori “BB”. Penilaian Indeks RB tersebut terdiri atas 2
komponen utama yaitu RB General (27 sub komponen) dan RB Tematik (6 sub
komponen). Indeks RB diberikan khusus untuk entitas Lembaga dalam hal ini
Kejaksaan RI, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kontribusi dari
satuan kerja khususnya dalam beberapa komponen RB General yaitu antara
lain:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

2. Survei Kepuasan Masyarakat.

3. Nilai SAKIP internal satuan kerja.

4. Nilai Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas/ LKE ZI oleh TPD

Berikut uraian capaian dari masing-masing komponen tersebut:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kejaksaan Negeri
Jakarta Barat

IKPA satuan kerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk

menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja,

berdasarkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil

penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IKPA Dberkontribusi langsung pada area perubahan “Penguatan

Akuntabilitas” dan “Penataan dan Penguatan Manajemen”.
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Bahwa nilai IKPA Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sampai dengan
Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 97,73 dengan kategori Baik dengan

rincian sebagai berikut:

No Indikator Penyusun IKPA Nilai
1 | Revisi DIPA 100
2 | Deviasi Halaman III DIPA 89,27
3 | Penyerapan Anggaran 95,85
4 | Belanja Kontraktual 100
S5 | Penyelesaian Tagihan (SPM) 100
6 | Pengelolaan UP dan TUP 90,74
7 | Dispensasi SPM 0
8 | Capaian Output 100
Nilai IKPA Kejaksaan Negeri Jakarta Barat 96.63

Bahwa dalam implementasi kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat
beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara
lain:

1. Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan Rencana Penarikan
Dana (RPD) sehingga menyebabkan rendahnya nilai Deviasi Halaman
I1I DIPA

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di

atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas

capaian kinerja, dengan uraian:

1. Menyusun ulang RPD TW III sesuai dengan rencana rill kegiatan yang
akan dilakukan berikutnya
2. Memaksimalkan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Triwulan III

3. Memaksimalkan Pengelolaan UP dan TUP pada Triwulan III

2. Survei Kepuaan Masyarakat

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah melakukan SKM periode
Triwulan II Tahun 2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
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Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM
merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang
diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan
dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan
pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala
Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam
kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam
riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk
menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan
dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran
kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik,
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:
Persyaratan Pelayanan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur;

Waktu Penyelesaian;

Biaya/Tarif;

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;

Kompetensi Pelaksana;

Perilaku Pelaksana;

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

O X N o R LD

Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sampai

periode Triwulan II adalah sebagai berikut:

No Nama Pelayanan Nilai Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM)

1 Layanan Pelayanan Terpadu Satu 96,25
Pintu (PTSP)

2 Layanan Tilang 92,75

3 Layanan SI ABANG JAKA (Siap 95,75

Antar Barang Bukti Kejaksaan
Negeri Jakarta Barat)
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4 Layanan Penyuluhan dan 89,50
Penerangan Hukum
5 Layanan Hukum Bidang DATUN 90,50
6 Layanan Publik Bidang Penegakan 98,25
Hukum
Rata-rata 94

Nilai SAKIP internal

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan

Kejaksaan RI, evaluasi internal AKIP Kejaksaan RI dibagi dalam 2 tahapan

yaitu:

a.

b.

Penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja
Evaluasi oleh Bidang Pengawasan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Kejaksaan Negeri

Jakarta Barat memperoleh nilai 98,59 dengan kategori AA.

Komponen yang Dinilai Bobot Nilai
2025
1. | Perencanaan Kinerja 30 29,86
2. | Pengukuran Kinerja 30 308
3. | Pelaporan Kinerja 15 14,44
4. | Evaluasi Internal 25 24,29
Nilai Hasil Evaluasi 100 98,59
Tingkat Akuntabilitas Kinerja AA

Terhadap hasil evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

telah melakukan tindak lanjut rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam menyusun laporan kinerja
Triwulan 1 dan kedepannya akan memuat capaian kinerja serta
menjelaskan mengenai kualitas hasil, hambatan yang dihadapi, serta
langkah perbaikan yang telah dan akan ditempuh untuk setiap
indikator sasaran kinerja. Analisis hambatan pada Laporan Kinerja
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat akan menyajikan penyebab, dampalk,
serta upaya mitigasi yang dilakukan, serta mendokumentasikan
perkembangan capaian dan kendala secara berkala.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melakukan penguatan integrasi antara
dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan sehingga lebih
selaras dengan indikator kinerja individu. Kejaksaan Negeri Jakarta

Barat juga akan meninjau secara periodik kualitas indikator sasaran
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kinerja agar tetap memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable,
Achievable, Relevant, Time-Bound) sesuai dengan Pedoman Jaksa
Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia dan Pedoman Jaksa Agung R.I. Nomor 4
Tahun 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Nilai LKE ZI oleh TPD
Bahwa nilai LKE ZI Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2026
(penilaian terakhir) adalah sebesar 63.16.

Bahwa terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian

kinerja, antara lain:

1. Penilaian TPD belum maksimal
2. Masih terdapat pegawai yang belum menyetorkan bukti SPT dan LHKPN
sebelum form LKE ZI ditutup
Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja
di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan
efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:
1. Menyamakan Pemahaman dengan TPD

2. Menyiapkan bukti dukung yang telah diperbarui

Berdasarkan 4 indikator yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta

Barat sebagai bagian atau dukungan dalam penilaian indeks Reformasi

Briokrasi Kejaksaan RI, maka rata -rata capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No Indikator Nilai

1 |Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 94
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

2 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 96.63
(IKPA) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

3 | Nilai Hasil Evaluasi AKIP Internal Kejaksaan 98.59
Negeri Jakarta Barat

4 | Nilai LKE ZI oleh TPD Kejaksaan Negeri Jakarta 63.69
Barat

Rata-Rata Capaian 88.23
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Dokumen
menggu

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan Rata-rata Capaian atas

RI (kontribusi satuan kerja terhadap 4 indikator (SKM, IKPA,
Indeks RB Kejaksaan RI) AKIP, LKE ZI)
= 88.23

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta
Barat Tahun 2026 yaitu sebesar 85, maka capaian terhadap target sebagai
berikut:

Rata-rata capaian atas 4 indikator (SKM,
IKPA, AKIP, LKE ZI)

88.23

————————————————————————————————————————————————————————— x 100 = 103.8%

Target “Indeks  Reformasi  Birokrasi

Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2026

85

IKSS 4.1 Target Capaian Terhadap | Capaian Terhadap
Target s.d TW I Target s.d TW II
(Jan-Maret) (Jan-Juni)

Indeks Reformasi Birokrasi 85% 94.95% 103.8%
Kejaksaan RI

Capaian Target

106

103,8

104
102
100
98 .
9
94

92

90
Triwulan | Triwulan Il

B Capaian Target 94,95 103,8

EE Capaian Target — eececeees Linear (Capaian Target)

Indikator Kinerja Strategis 4.2
Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Etika profesi jaksa merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib

dijunjung tinggi oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugas dan

ini telah ditandatangani secara elektronik
nakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan

oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSTE),




kewenangannya sebagai aparat penegak hukum berlandaskan Tri Krama
Adhyaksa serta peraturan yang berlaku yaitu antara lain Peraturan Kejaksaan
RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara
Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Etika ini bertujuan untuk
menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap
institusi Kejaksaan, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum
dilaksanakan secara adil, objektif, dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip etika profesi jaksa antara lain yaitu: integritas,
independensi, objektivitas, profesionalitas, akuntabilitas, kerahasiaan,
kesopanan, dan keteladanan. Dengan mematuhi etika profesi, jaksa idak hanya
menjalankan tugas penegakan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan
nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan, sehingga peran Kejaksaan sebagai
lembaga penegak hukum yang berintegritas dapat terwujud secara nyata.

Tingkat penerapan etika profesi jaksa dapat diukur secara kuantitatif
melalui persentase jumlah jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika
profesi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan sejauh mana
nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik telah
diinternalisasi dan diterapkan oleh jaksa dalam pelaksanaan tugas maupun

perilaku sehari-hari.

Jumlah Jaksa Tahun | Jumlah Jaksa yang tidak Jumlah Jaksa yang
2026 pada Kejaksaan | melakukan pelanggaran melakukan pelanggaran
Negeri Jakarta Barat etika profesi jaksa s.d etika profesi Jaksa s.d

Triwulan II (Jan s.d Juni) | Triwulan II (Jan s.d Juni)

29 Orang 29 Orang O Orang

Berdasarkan data tersebut, maka Tingkat penerapan etika profesi jaksa

pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

Tingkat penerapan = Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika
profesi jaksa
--------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah total jaksa

etika profesi jaksa

1l
N
O
o
=
Qo
=]

[0]¢]

————————————————————————— x 100%
29 orang
100%

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta
Barat Tahun 2026 yaitu sebesar 82%, maka capaian terhadap target adalah
sebagai berikut:

Tingkat penerapan etika profesi jaksa

100%

------------------------------------------------- x 100% = 121,95%
Target “Tingkat penerapan etika profesi jaksa”
berdasarkan PK Tahun 2026

929




82%

Untuk peningkatan kualitas pengukuran terhadap Tingkat penerapan

etika profesi jaksa, Kejaksaan RI dalam hal ini Biro Kepegawaian sedang

mengembangkan penilaian 360 derajat, yaitu setiap individu dinilai oleh atasan

langsung, rekan sejawat, bawahan, ataupun diri sendiri. Apabila instrument

tersebut telah dapat diaplikasikan maka hasil penilaian 360 derajat akan

menjadi tambahan komponen penilaian pada periode selanjutnya.

Dalam penerapan etika profesi jaksa, terdapat beberapa faktor atau kondisi

yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan internal secara berkelanjutan.

2. Penerapan pengawasan melekat oleh pimpinan satuan kerja.

3. Sosialisasi dan internalisasi Etika Profesi Jaksa kepada seluruh aparatur.

4. Penerapan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan turut berperan dalam mencegah
terjadinya pelanggaran etika profesi.

5. kompleksitas penanganan perkara dan dinamika tugas yang dapat
menimbulkan tekanan dalam pengambilan keputusan.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah melakukan upaya optimalisasi antara
lain:

1. Meningkatkan kualitas pembinaan Etika Profesi Jaksa, penguatan sistem
pengawasan internal, serta penanaman nilai-nilai integritas dan
profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2026

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat didukung oleh 21 jenis Rincian Output
dengan PAGU Anggaran Tahun 2026 sebesar Rp.19.258.852.000,-
(Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus
Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

Tabel 39 Realisasi Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2025 per Program
(sumber: Aplikasi OM-SPAN per tanggal 18 Februari 2026)
Anggaran Realisasi Persen

No Program

£ (Rp) (Rp) (%)
1 | Program
Dukungan Rp.18.321.041.000,- Rp.11.390.562.426,- | 62,17%
Manajemen
2 | Program
Penegakan dan Rp.937.811.000,- Rp.684.393.700,- | 79,20%
Pelayanan Hukum
Total Rp.19.258.852.000,- Rp.12.074.956.126,- | 62,70%
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C. KINERJA PELAKSANAAN PRIORITAS NASIONAL PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT TRIWUAN II TAHUN 2026

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan 1 (satu) Rincian Output Prioritas
Nasional (RO PN) dengan rincian sebagai berikut:

PAGU TARGET
NO RO PN % % SATUAN
AWAL BLOKIR NON BLOKIR REALISASI TARGET | REALISASI

Penyuluhan
Hukum di
Kejaksaan

1 | Tinggi/ Rp.31.558.000 Rp.O Rp.31.558.000 Rp.25.710.000 81.47 8 6 75 KEGIATAN
Kejaksaan
Negeri/Cabang
Kejaksaan Negeri
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BAB IV
PENUTUP

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan
Negeri Jakarta Barat Triwulan II Tahun 2026 ini menjadi bukti nyata dari
komitmen Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam menjalankan kewenangan,
tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan
transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berupaya
untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan
penggunaan anggaran selama Tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam
menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi
kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga
penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di
masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari
berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik,
dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri
Jakarta Barat di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman
berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih
efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Jakarta, 02 Juli 2026

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

#KEJAKSAANDIGITAL

(Nurul Wahida Rifal)
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2028

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Dr. Hj. NURUL WAHIDA RIFAL, 3. H.. MH.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dr. PATRIS YUSRIAN JAYA, S H., MH.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjuinya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januar 2026

Pihak Pertama,

ALA KEJAKSAAN NEGERI




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KER.JA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulalan Fangan dan Energi. serta Ekonomi yang ProdukBf dan Inklusif,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNANPRICRITAS NASIONAL TAHUN 2026

1.
2.

Mempertokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Mernantapkan sistern pertahanan ksamanan negara dan  mendcrong
kermandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekonomi syanah,
akoromi digital, ekcnami kijau, dan ekanomi biru.

. Melanutkan pengembangan infrazimakiur dan meningkatkan lapangan kerja yang

berkualilas, mendorong kewtrausahaan, mengambangkan industri kreatif, serla
mengembangkan agromaritimn industri di sentra produksi melalui peran akfif
kKoparasi.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SOM), sains, teknolog,
pendidikan, kesahatan, prestasi olanraga, kesetaraan gender, serta penquatan
peEran perempuan, pemuda, dan penyandang disahilitas.

Melanjulkan hilidsasi dan mengembangkan industr berbasia sumber daya alam
urniuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Mempangun dan desa dan darn bawah untuk partumbahan ekonomi, pemerataan
ekanami dan pemberantasan kemiskinan,

Memperkuat reformasi pelitk, hokum, dan kirokraszi, serta memperkuat
pehcegaban dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonms dengan lingkubgan, alam,
dan budaya, sefta paningkatan toleranst antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Mo

1

Sanaran Strategis Indikater Kinerja Target

_;I"-i'an-;r'ujudnya kelkembagaan ' Indeks persepsi publik terhadap citra o4
hukum yang transparan dan : Kajaksaan RI

achl :

Terwujudnya  efektivitas  Parsantaza peningkatan pengandalian | 6§3%
penegakan hukum dan perkara

keaditan melalui bransformasi -
— - . =
gigherm penuniutan ; ngkat” kel.;!emaallan kegiatan dan 1%
' gperasi inteljen penegakan hukum :




' No Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Target
Tingkat keberhasilan pemulihan aset | 85%
negara

| 3 | Terwujudnya efektivitas | Tingkat  efektivitas  pelaksanaan

pelaksanaan kewenangan | kewenangan Advocaat Generaal 82%
Advocaal Generaal

4 |Terwujudnya tata  kelola | |pdeks reformasi birckrasi - 85
organisasi yang  optimal, B2
transparan dan akuntabel Tingkat panerapan elika profes| jaksa

| No | Program ﬂng-g,arln

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp.937.611.000
2 | Program Dukungan Manajemen ~ Rp.17.269.695 000
o Jumiah Rp.18.207.506.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Megeri'Cabang
Kejaksaan Negen.

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Tingkat Pemerintah Daerah.

3. Pelaksanaan Tugas Direktifinstruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan
Tinggi.

Jakarta, 13 Januari 2026
Pihak Kedua, Fihak Pertama,

EPALA KEJAK N TINGGI
ERAH KHUSKS JAKARTA,




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama DANNIE CHAERUDDIN, S H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H). NURUL WAHIDA RIFAL, S H., M.H.
Jabatan KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran penanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperi
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinera tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari peranjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2026

Fihak Kedua, Pihak Pertama,
HEF&L& KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SEKS| INTELIJEN
WHTA BARAT, KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT,
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(Dr: Hj. NURUL WAHIDA RIFAL, SH., MH)  (DANNIE CHAERUDDIN, S.H., MH.]




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI INTELLIEN
HEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KER.JA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Fangan dan Energi, serta EKonomi yang Produktif dan Inklusif.

BE. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/FRIORITAS MASIONAL TAHUN 2026

1.
2.

Memperkokoh ideclogi pancasita, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistem perahanan keamanan negara dan  mendorong
keamandirian hangsa melalu swasembada pangan, engrgi. air, ekonami syariah.
ekonorm digital, ekonomi Rijau, dan ekonomi bir.

. Melanjutkan pengembangan infrastrukiur dan meninghatkar lapangan kerja yang

berkuaiitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industn krestif, seria
mengembangkan agromaritim ingustri di sentra produksi melalui peran aktif
KOperasi.

Memperkual pembangunan sumber daya manusia (SOM) sains, feknolog,
pendidikan, kesehatan. prestast olahrage. kesctaraan gender, serta penguatan
peran parempuan, penuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilrisasi dan mengembangkan industi berbasis sumber daya alam
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

- Membangun dari desa dan dan bawah entuk periembuban ekononi, pemeratazn

ekanomi dan pemberantasan kemiskinart.

. Memporkwat moformasi politik,. hukum,  dan birokrasi, secta memperkuat

pancegahan dan pamberantasan komupsi, narkeba, judi dan penyelundupan.

- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmanis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, sertz peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mancapai

maszyarakal yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

Mo

Sazaran Program Indikator Kinerja l Target

1

Memmgkatnya  Pemahaman | Tingkat Pemahaman Hukum | B4%
Hukgm  Masyarakat yang | Masyarakat alas Materi Sosiabsasi !_

Memuaskan Pemangku | Hukum :
Kapantingan

! I Tinghat Kepuasan Permanghu 37
: Kopantingan  terhadap iayanan

| Lukumpenkum -




No | Sasaran Program Indikator Kinerja Target
2 | Meningkatnya efektivitas | Tingkat efektivitas intelijen penegakan | B83%

intelijen penegakan hukum | hukum Kejaksaan
Kejaksaan

3 | Meningkatnya efektivitas | Tingkat utilisasi sarana dan prasarana | 82%
pemanfaatan sarana dan | dalam mendukung penegakan dan
prasarana dalam mendukung | pelayanan hukum di  Kejaksaan

penegakan dan pelayanan | Negeri Jakarta Barat
hukum di Kejaksaan Rl

No Kegiatan Anggaran

1 | Penanganan  Penyelidikan/ Pengamanan/ Rp.11.300.000
Fenggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan
MNegeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
2 | Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Ft.p.'ﬁ 558000 |
Daerah

| Jumiah Rp.42.858.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Layanan Penyuluhan Hukum di HKejaksaan Tinggi'Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksaan MNegeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Masional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementerian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktifinstruksi Jaksa Agung.

Jakarta, 13 Januari 2026

Fihak Kedua, Pihak Pertama,
HEF'J‘-LA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SEKSI INTELIJEN
Q.\,!AMRTA BARAT, KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT,

— D=

{Dr Hj HUHUL WAHIDA RIFAL, S H.,. MH.) (DANNIE CHAERUDDIN, S H., MH.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemernntahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YAN ASWARI, S H., MH.
Jabatan . KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. NURUL WAHIDA RIFAL, S.H., M.H.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERI| JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, salanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

FPihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Februarl 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN
JAKARTA BARAT, KEJAKSAAN NEGERI JA RAT,

wf-' -
| 1

(D, Hj: NURUL WAHIDA RIFAL, S.H., M.H.) (vAN ASWARI, S H., MH.)




PERJAN.JIAN KINERJA TAHLIN 2026
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCAMNA KERJA PEMERINTAH TAHUN 226
Kedaulatan Fangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan [nkiusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNANPRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1.
2.

Memperkhoh idaclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia {HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan  mendorong
kemandinan bangsa melalui swasembada pangan, energi, air. ekonomi syariah,
ekonomi digital, ekonosm brjas. dan ekonomi biru.

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menngkatkan lapangan kerja yang
barkualitas, mendorong Kewirzusahaan, mengambangkan industri kreatif, sera
mengembangkan agromantim industri di sentra prodoksi melatui peran aktif
Koperasi

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (S0M), =ains, teknalogi,
pendidikan, kesghatan, prestasi olahraga. kesetarsan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disahilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industn berbasiz sumber daya atam
urtuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

hMembangun dan desa dan dari bawah uniuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan
akanomi dan permberantasan kemigkinan,

Memperkual reformase politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi. narkoba, judi dan penyelundupan.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untluk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Pregram Indikator Kinerja Target
[ 1 [ Meningkalnya  askuntabilitas | Nilai  SAKIP  Kejaksaan  Megen 73
Kirerja Kejaksaan Fl Jakarta Barat
2 [ Meningkatnrya efisiensi dan | Nitai Kineria Anggaran Kgjaksaan | 90,25 |

efeklivitas pengguraan | Megeri Jakarta Barat
anggaran Kejaksaan Rl

3

—_—

| Meningkatnya kapasitas | Tingkat kepatuhan satuan Eéfja - BO%

_ kelembagaan dant | terhadap  standar  operasional




No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
ketatalaksanaan Kejaksaan Rl | prosadur =
4 | Meningkatnya kualitas | Indeks kepuasan layanan dukungan 37
layanan internal dukungan | internal manajemen Kejaksaan
manajemen dan kesehatan | Megeri Jakarta Barat
yustisial
2 | Meningkatnya kompetensi | Persentase aparatur yang memiliki i 65%
Aparatur Kejaksaan Rl sertifikasi  kompetensi  sesuai
jabatan I
6 | Meningkatnya kuantitas dan | Tingkat utilisasi sarana dan | 82%
| kualitas sarana dan prasarana | prasarana  Kejaksaan  Negeri
yang mendukung HKinena | Jakarta Barat
Kejaksaan RI
No Kegiatan Anggaran
1 | Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Rp.16.071.695.000
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang
Kejaksaan Negerni
2 | Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana Rp.1.198.000.000
dan Prasarana Kejaksaan RI
Jumtah Rp.17.269.695.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Feraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

Jakarta, 12 Februari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT,

i l* .
{Or. Hj._:_ NURUL WAHIDA RIFAL, S H., MH.)

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT,

(YAN ASWARI, S.H., M.H.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akunfabel seria berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . TEGUH APRIYANTO, S.H., M_H.
Jabatan . KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGER| JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dr. Hj. NURUL WAHIDA RIFAL, S H,, M.H,
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesua: dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
o ;ﬁEPMAKEJAHSMM NEGERI KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA URLM
-1-3-"" v |'. ‘E“JEK&RTA BARAT, KEJAKSAAN NEGERI JAKART. RAT.

I.
.;- :

(Dr. Hj NURUL WAHIDA RIFAL, 5.H., M.H.) (TEGUH APRIWANTO, S.H., M.H.}



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEK3II TINDAK PIDANA LiWIM
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KER.JA PEMERINTAH TAHUN 2026
Fedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

BE. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNANIFRIORITAS NASIONAL TAHLUN 2026
1. Memperkokoh ideciogi pancasila. demokrast. dan hak asasi manusia (HAM),

2. Memantapkan sistemn pertahanan keamanan negara dan  mendergng
kemandinan bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ekanomi digital, ekanomi hijac, dan skonomi biro.

3 Maelanjutkan pengembangar infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerjz yang
berkuahtas, mendoreng kewirausahaan, mengambangkan industri kreatif, serta

mengembangkat, agromarittm industi di sentra produksi melalui peran aktif
Koperasi.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SOM), sains, teknobog:,
pendidikan, kesehatan, prestas olahraga, kesetarsan gander, serla penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5 Melanjutkan hilingasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

&  Membangun darr desz dar dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan
ekonomi dan pemberantasan kermlskinan.

T Memperkuat reformasi  politk, bhukum, dan birckrasi, serta mamperkoat
pencegahan dan gemberantasan karugsi, natkoba, judi dan penyelundupan.

g. Memperkuat penyelams=an kehidupan yang harmmonis dangan lingkungan, alam,
dan budaya. serla peningkatan toleransi antarumai beragama unbuk mencapai
masyarakat yang adid dan rmakmdar.

C. KINER.JA UTAMA

' No Sasaran Program : Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya  keberhasilan  Tingkal keberbasilan  petanganan 31%
. penyelesaian Ferkara Tindak - perkara Tindak Pidana Umum yang
Fidana Umum | diproses hingga pra penuntutan




Sasaran Program

R A

2 Meninghatﬁya - pENegakan
hukum  yang  yang  adil,
humanis, prepersienal, dan
ehsien

“l

penuntutan yang tarintegrasi
dan ansparan

I"."Ien':ng'hatnya kualitas sistam

Indikator Kinerja

Tingkat keberhasilan penanganan
perkara Tindak Pidana Umum yang
diproses hingga penuntutan

Tingkat keberhasilan  penanganan
perwara tindak Pidana mum yang o
krachi van gewiisde (berkekueatan
Ak tegap) dan telah dreksekusi

melahn  medasi  penaf,
penuttutan, dan danda Jdama

diskragi

yang terekam dalam

Marsgement Systam

4 Meningkatn-ya Kualitas
Layanan  Pubdik  hidang
penegakan hokor

5 | Mentgkatnya efekinritas
pemanfaatan sarAna dan

prasarand dalam mendukung
penegakan dan  pelayanan
hukom di Kejaksaan Rf

hdeks  kKepuasan Iayanarr'pﬁhlik
bidang penegakan hukum

Parsentase penanganan  perkara

Casg |

B

63

[ Tingkat utilisasi sarana dan prasarana
dalam mendukung penegakan dan
pelayanan hukum di Kejaksaan Rl

Kepgiatan

B2%

Anggaran

Jumbak

D. PRIQORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1 ! F‘enan'ganan d&n'Penyelesaian Perkara Tindak

————— e e {

. Padana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan
Megeri dan Cabang Kejaksaan Magari '

Rp.301.420.000

| Rp.391 420,000

1. Pelaksanaan Rencana fksi Nasional/Strategi Masionat di Lingkungan Kejaksaan

Repubik [ndonesia.

2. Pelaksanzan Tugas dan Kewerangan Kejaksaan Republik Indonesia daiam

Feraturan Perundang-Undangan sera Keanggotaan Ke&jaksaan dalam Tim Lintas

Kementerian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas DirekhiFIinstruksi Jaksa Agung.




13 Januan 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGER| KEPALA SEKS| TINDAK PIDANA UMUM
ik {" TI-- 4 EH‘H BARAT,
{r .'.‘;.I= AV _

(Dr. Hj. NURUL WAHIDA RIFAL, SH., M.H.) (TEGUH AP 0, S.H, M.H.)



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektf, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Dr. FADLI ALFARISI, S H., M.H,
Jabatan . KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

MNama - Dr. H.. NURUL WAHIDA RIFAL, S.H., M.H.
Jabatan KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapalan larget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dar perjanjian ini dan akan mengambil indakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
H_,,H‘EF!&LA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SEKSI TINDAK FIDANA KHUSUS
f ‘J" A X JWHTA BARAT, KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT,

a 'l.‘ ; "I

J ‘-"_
L -
WY,

(Dr. HJ NURUL WAHIDA RIFAL, S.H., M.H.) (D¢ FADLI ALFARISI, SH., M.H.)




PERJAMNJIAN KINERJA TAHLUN 2026
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKBAAN NEGERI JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAMHUN 2026
Kedaulatan Fangan dan Energi, serta Ekanomi yang Produktif dan Inklksif,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1.
2.

Mamperkakoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia [HAM).

Memanlapkan sistem  perlahanan  kKeamanan negard  dan menderong
kemandidan bangsa melahui swasembada pangan, energi. ar, ekonami syariah,
ekonomi digital, ekoromi hijau. dan ekonomi biru,

. Melanjutkan pengembangan infrasimuktur dan meningkaikan lapangan kerja yang

berkualitas, mendorong kewiraugahzaan, mengembangkan industri kieatif, sena
rmengembangkan agromanbm industri di sentra produksi melalui paran akbf
Koparasi.

. Memperkual pembangunan sumber daya manusiz (SOMY. sains, eknoleg,

penddikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
pEran perempwan, permuda, dan penyandang disabititas.

Melamutkan hilirisas dan mengembangkan indusin berbasis sumber daya alam
untuk meningkatkan nilar tamizah di dalam negeri.

Membangun qari desa dan dari bawah untuk pertumbuban ekenormi, pemerataan
ekonomi dzn pemberantagan kemiskinarn.

. Memperkuat reformasi poiitik,. hukem, dan  birokrasi, =ertfa  mempstheat

pencegaban dan pernberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Mermperkuat penyelarasan ¥ehidupan yang harmonis dengan ingkungan, alarm,
dan hudaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama vntuk mencapai
masyarakat yang adil dan makinur,

C. KINERJA UTAMA

N

Sasaran Program Indikatar Klnerja Target

]

Memngkatnya pgnegahan Persentase penanganan perkara 83
hukum  yang wyang adil, | malalui  meadiasi penal  diskras :
humarms, proporsional, dan ' perunlutan, dan denda damai
i efisien :

.

| Meningkatnya  keberhasilan - Tingkat keberhasilan _FIEI'IEI'IQIE-I.'I-éi'I. 78,
. pEN@Nganan perkara bndak perkara tindak midana korrpsi dan
: pidana koruzst findak pigana . TPPLU

S ] _




" Ne Sasaran Program Indikator Kinet]a : Target
perpajakan,  tnda¥  pdana | Tingkat keberhasilan pEnangarnan YoesRn
kepabeatan, tindak pidana | perkara tindak pidana perpajakan dan
cuokai, tndak pidana yang | TFFU
menyebabh:an kerugian Tingkat keberhasilan penangé'ﬁ:an " BS%
perekonomian negara. dan perkara tindak pidana kepabeanan
TPPU serta pelanggaran HAM dan TPPU i
Barat sacara transparan, (o i
akuritatet dan profesional Tingkat kebethasian penanganan | 85%

periara tindak pidana cukai dan
TPFLU
Tinghat keberhasiian pieﬁa_n_ljanan 5%
perkara bndak  pidana  yang
manyehabkan Ketugiarn
perekonormian negara dan TRPLU
v Tingkat keberhasilan penij-eﬂdallan 7B
| Operasi dalam peEnyakesaEn
! | pananganan perkara tndak pidana
| } kKhusus
_'-E“._I'u"lerringkatn:.ra keberhasilan | Tingkal kaberhasiian ;:Enyelamata“n_m'iﬁ%
. PENgEMOalian karugian | dan pengembalian kerugian negara
neqara  dalam  penanganan | dalam peranganan perkara tndak !
verkarg tindak pidana khusus | pidena koupsi dan TRPU
Tingkat keberhasilan pémﬁayaran . 36%
denda dalam penanganan perkara
tindak pidana kbusus lainnya dan
TPPU {Kepabeanan, Perpaizkan,
Cukai, EGndak  Pidana  yang
menyebabkan kerugian :
parekanomian negarad '
4 | Meningkatnya kualitas sistam Tingkat kualitas pananganan peckara T
penuntltan yang berintegrase | yang terakam dalam Case |
dan trarsparan Managemen! Systam

B Meh_lﬁghainyﬂ __i{uﬁtﬁﬁ-_'_ 'iﬁagﬁs_-'ﬂéﬁﬂa'sén' wayanan  publik 3.7
Layanan Fublik bidang ~ bidang penegakan hirkurn .
panegakan hukum :

: —_—— e . . . n e — |

& | Meningkatnya eleltivitas ! Tingkat ublizasi sarana dan prasarana 82%

: pemanfaatan  garana  dan | datam mandukuny penegakan dan

prasarana dalam mendukung | pelayvanan hukum di Kejaksaan Rl

_penegakan dan pelayanan

- hukum di Kejaksaan Rl |

|

Ho Keglatan Anggaran

1 | Penanganan dan Fenyelesaian Perkara Tindak ﬁ.pﬂ-ﬂlfﬂﬂﬂﬂﬂ '

Jumilah

! Pidana Khusus di Kejaksaan Twnggr, Kepaksazn
Negen dan Cabang ¥maksaan Neger

Rp.34.549.000




D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Masional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lambaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
W -P‘?:EE&E_&HEJHHEMH NEGERI KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
_L‘r..-" 71D ‘JWHTH BARAT, KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT,

[} f Tmil | T L%
Jl'. | _.' I""
l(“' S | f |.-|. \c i
=l by i
L -|.I' T ey ;I-‘m——
A G

._‘_\-\“‘:. . W -._,-' L ¥

. ; R

(Dr. Hj: NURUL WAHIDA RIFAL, S.H.. M.H.) (Dr

LI ALFARISI, S.H., M.H.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - Dr. LUDY HIMAWAN, S.H.. M.H.
Jabatan . KEPALA SEKS| PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak partama

Nama : Dr. Hj. NURUL WAHIDA RIFAL, S.H., M.H.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGER| JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
tampiran pernanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

EEF:‘&.E.‘KEJAHSHAH NEGERI KEPALA SE ROATA DAN TATA USAHA NEGARA
o r- QJMHTA BARAT. NEGERI JAKARTA BARAT,

-- f,~ _-_h",’\ -

(Dr. Hi. NURUL WAHIDA RIFAL, S.H., M.H.) (Dr. LUDY

AWAN, S H,MH.)



PERJANJIAN KINER.JA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulatan Fangan dan Energi, sarta Ekonomi vang Produldif dan Inklusif,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAMN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasita, demakrasi, dam hak asasi manusia (HAM].

Memantapkan sistern pertahapan keamanan negara dan  mendorong
kemandinan hangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomr syarnah,

ekoncmi digitat, akonomi hijau, dan ekonomi biru.

- Melanjuikan pengembangan infrastrukiur dan meningkatkan lapangan kerja yang

bertualilas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan indusin kreatll, serta
rmengembangkan agromantim industri di sentra produksi melalun peran aktif
koperasi.

. Mempearkuat pembangunan sumber daya manusia (30M), sains, teknologi.

pendidikan, kesehatan, prestasi olahrags, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandanyg disabilitas.

Melamutkan Ribrisasi dan mengembangkan industn berbasis sumber daya alam
Lntuk meringkatkan nilar tambah di dalam nageri.

- Membangun dari desa dan dari bawzh untuk pertumbuhan ekenomi, pemerataan

ekancmi dan pemberantasan kemiskinan.

- Memperkuat reformasi polick, hukum, dan biokrase, serta  memparkuat

pehcegahan dan pemberantasan koropsi, harkoba, judl dan penyeslundupan.

. Memparkuat penyealarasan ¥ehidupan yang harmonis dengan ingkuengan, akam.

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat baragama uniuk rmencapai
masyarakal yang adil dan makmur.

. KINERJA UTAMA

, . e —_— _ —_—
| No [ Sagaran Program Indikatar Kinerja " Target
| 1 | Meningkatnya " hualitas | Tingkat penjarinan kualilas | 100%
! pelaksanaan Advocaat | pengajuan pendapal L2knis bukom |
- Ganaraal can Jakea [ umluk permohonan k@sasi lingkup
Pengacara Megara peradilan umum, TUM. agama, dan
militer

2 iMeninghatnya akaktivitas i1r||::|n3lr.*3r FErE-Epsl “alas paha;ﬁanaﬁ”_ 3.7

Jpelayanan hukum  dalam | hukum




Mo [ Sasaran Program Irpctikator Kinera Target :
[ rangka pelaksanaan  hungs 1T
Jaksa Pengacara Megara
4 Meningkatnya  keberhasilan ngkat-'heberﬁasilan' panyealamatan 2%
| penyelamatan dan pemubhan f keuangan  negara  melalui o jalur
#zuangan negara maislui jalur | perdata
pertiats (Tingkal | keberhasllan  pemuiiian | B1%
keuangan nepara  melalei  palur
perdata
i”:t" Meningkatrys  keberhasilan | Tingkat keberhasilan penanganan B1%
' penanganan Perkara Perdata | perkara perdata maltalor jalue itigas:
dan T ha N - _
E:nc-ara tar:'ls sa ah E:;Et?r? Tingkat keberhasgilan penanganan @ 81%
d toi palran' FRUTRabEl, perkara perdata melalw jalur non-
an profesiona litigas:
 Tingkat keberhasian penanganan = B1%
perkara tala usaha negara melalui
jalur htigasi
5 |Meningkatnys  Kualitas | Indeks kepuasan layanan  Pubiik bogy
Layanan Publk bidang bukum | pedang  hukum ILayanan  hukum
gratis, konsuftasi hukum, bantuan
hukum, pendampingan hukum, dan
penyuiuhan hukum)
6 | Memngkainya _ Hu_iliitas- Indeks kepussan layanan publik | 37
Layanan Publik bidang | bidang pensgakan hukum
penegakan hukum
7 | Meningkalnya efeklivitas | Tingkat utilisasi sarana dan prasarana A2%
pemanfaatan  sarana  dan | dalam mendukung penegakan dan
prasarana dalam mendukung ! peleyanan  hukum  di Kejaksaan
penegakan dan  pelayanan " Megeri Jakarta Barat
hukum di Kejaksaan Rl . i o
' No | Kagiatan Anggaran
" 1| Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata Rp.8.534 000
dan Tata Usaha MNegjara di Kejgksaan Tinggi,
Kejakaaan Megeri dan Cabang Kejzksaan Nageri
: o Jumlah Rp.8.534 000
i . _

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAM

1.

Fepubik [ndanesia.

Felaksanaan Rencana Aksi Masional/Strategi Masional di Lingkungan Kejaksaan



2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama.

F{EEALPL KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SEKSI ATA DAN TATA USAHA NEGARA
L i | “TJAKARTA BARAT, KEJAKS EGERI| JAKARTA BARAT,
"L __I -_I -_j:: ,I '\.:I.I! . ,
W, -.:_'__.: J'; =
(DO ‘Hf : HﬂL WAHIDA RIFAL, 5.H., MH.) (Dr. LUDY AWAN, S H., MH)



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . ROMLI MUKAYATSYAH, S H., MH.
Jabatan - KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN
BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI| JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Hj. NURUL WAHIDA RIFAL, S H., M.H.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERI| JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEFALA KEJAKSAAN NEGER

i -'-:._:‘I P .q-ll:-;\- / .
(Dr. Hi-NURUE WAHIDA RIFAL, S.H., MH.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2028

KEPALA SEKSI PEMLULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

KEJAKSAAN NEGERI JARKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulatan Pangan dan Energi, sera Ekonorm yang Produktit dan Inkiusil.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 20238

1.
2.

Memperkaokoh idenlogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia {HAM).

Memantapkan sistem pertshanan  keammanan negara dan  mendorong
kemandirian bangsa malalui swasembada pangan, apergi. gir, skonami syariah,
akonormt digital, ekonomi hijau, dan ekonami kit

- Mejanjutkan pengembangan infrastrukiur dan meningkatkan japangan kerja yang

berkuatitas, menderong kewiravsahaan, mengembangkan industn kreatif, seria
mengamiangkan agromanben industri di sentra produksi melatui peran aktif
kEopErasi.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknolog.

pendidikan, Kesehatan, prestasi oiahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
pEran perempuan, pemuda, dan panyandang dizahilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam

untuk menirgkatkan nilai fambak di dalam negeri.

. Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuban ekonom, pemerataan

ekanami dan pemberantasan kemiskinan,

. Memperkuat reformast polibk, hukoem, dan  birokrasi, serta memperkeat

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkaba, judi dan penyekindypan.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmenis deagan ingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan maknwr.

G. KINERJA LITAMA,

Mo

Sasaran Pragram Indikator Kinerja Target

1

. Terselenggaranya pemulihan Tingl-_:-a_t” keberhasilan Ré'giéltlﬁ a1t
* aset yang tarintagrasi penelusuran asat

: Tingkat kebsrhasian pemmpesan | 91%
! asat hasil tindak pidana

! Tingkat keberhasilan pemulihan asel + 91%

hasit tindak pidana




Mo Sasaran Program Indikator Kinerja Target

2 | Terwujudnya  pengelolaan | Tingkat efektivitas  pengelolaan a1
aset tindak pidana vang | Rupbasan

transparan, akuntabel, dan = _
i Tingkat efektivitas penyelesalan 4.1

penyelamatan asel negara

Tingkat efektivitas pengelolaan data @ 4.1

aset negara berbasis teknologi
Nao H-'ngl'a.tan Anggaran
| 1 | Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Rp.460.450.000
barang bukii'sitaan/rampasan
a Jumiah | Rp460450.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Feraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direkbf/instruksi Jaksa Agung.

karta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

_KEPALA KEJAKSAAN NEGER| KEPALA S
x-"-*c,l;ﬁ&ﬁm BARAT, PENGELDLAAN BARANG
Gir : JAKSAANINEGERI JAKARYA BARAT,

{Dr.‘rij';"ﬂuaui. wmma RIFAL, S.H., M.H.) (ROMLI YATSYAH, SH., MH.}



PERJANJIAN KINER.JA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemenntahan yang efektf, transparan dan akuntabel
sefa baronantas) pada hasil, yang bartanda tangan dibawah ini:

Mama ¢ RIZKY CHANIAGO, S.H.
Jabatan ¢ KEPALA SUB SEKSI | PADA SEKS! INTELLIEN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

=elanjuinya disebul pihak pertama

Mama : DANNIE CHAERUDDIN, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pinak kedua

Fihak partama berjanji akan mewujudkan farget kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perianjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yvang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinarja dar perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pamberan penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SEKS! INTELIJEN KEPALA SUB SEKSI | PADA SEKS] INTELIJEN-
KEJAKSAAN MEGER| JAKARTA BARAT, KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARS

i —=

(DANNIE CHAERUDDIN, S H,, M.H.)

CHANIAGO, 5.H.)



2

PERJANJLAN KINER.LA TAHLUN 2026
KEPALA 5UB SEKSI | PADA SEKSI INTELLEN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulatan Pangan dan Epergi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inkiusif,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNANI/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1.
2.

Memperkokoh [deolog| pancasila, demakeasi, dan hak 2sas manusia (HAM)

Meomantapkan sistem perahanan kKeamanan negara dan  mendaorong
kamandinan bangsa melalvi swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ekonomi dygital, ekonomi hijau, dan akonomi bing,

Melanjutkan pengembangan infrastrukiur dan meningkalkan lapangan kerja yang
barkualitas, mendorang kewirausahaan, mengembangkan Industr kreatlf, sara
mangembangkan agromaritim tndustri di sentra produksi melaiui peran aktlf
koperasi.

- Memperkual pembangunan sumber daya manusia (SOM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
paran perempuan, pemuda, dan pelyamndang disabllitas,

Melanjulkan hilinsasi dan mengembangkan industn berbass sumber daya alam
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Membangun dan desa dan dari bawah untuk perturmbuban shanomi, pemearataan
eknnomi dan pemberantasarn kemlskinan.

Mempearkuat reformasl polilik, hukum, darr blrokrasl,. serta  memperkuat
penceganan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan,
Wemperkcuat penyglarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alany,
dan budaya, sena penlngkatan lwleransl antarumat beragama unluk mencapai
masyarakat yang adll dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

Sasaran Kagiatan Indikator Kinerja Kegiatan . Target

1

- Maningkatnya efuktivilas gukungan | Tingkat efeklivites dukungan 75%
" intelijen terhadap tugas dan fungsi | intelijcn terhadap tugas dan
Kojaksaan RI o Kajaksaan Tinggl, | ungsl  Kelaksaan Rl o

Kejaksaan Meger, dan Cabang | Kejekszan Tinggi, Kejaksaan
Kejaksaan Mager . MNegen, dan Cabang Kejaksaan

Jumlah laporan hasil kegatan 1
penyoldikanfpengamanand
penggalangan kasus inkclijen

Jumlah laporan hasil kKegiatan 0
poska intalijen




No Sasaran Keglatan Indikator Kinerja Kegiatan | Target

Jurlah  taporan  pengawasan 1
diran kopercayaan masyarakat

Jumizh  laporan petaksansan 0
kegiatan pelacakan aset

Jumlah leporan kedglalan 1
pencarian PO _
2 | Meningkatnya peryelesaigan | TIngkat pEnYalesaian AR %
kegiatan‘operasi Intedjan penagakan | kagiatanoperas el jan
hukum dalam mendukung | penegakan hukum pada tshap
kebaraslan penanganen perkara [=eryyshicikan

Tingkat pEMYElasaiEn Bh%%
kedlatan'oparas ihdesh|an
penegakan hukum pada tahap
pemyidikan

Tingkat panyvelasaian BS%
kegiatanfoperasi irtelijen
petigakin hukum pada tahap
pra penuntuan

; Tingkat penyelasaian | BEY

: kegiataniopcrasi irtelon

i penegakan hokum pada tshap

l penlntutn o

| Tingkat penyelesaian
kediatanityg s irtelijen q50%

penegakan hulkum pads fanap

) L eksekUsi putusan hukum

3 | Meningkainva pengelahoan hukum | Tingkat Efeklivitas Penerangan 8E%

masyarakat Hukum Masyaraka!
Tingkat Efeklivites Fenyuluhan Q6%

Hukuim Masyarkat :

4 | Menlngkatnya sourdinasi anlarinstitusi | umiak kagiatan Koordinasi anlar 40

poncgak hukum inztitusi penegak hukum dalam

I pENENgEnan perkara

No " “Keglatan Anggaran

EErEEEE T e N —

1 | Penanganan Penyeldikan/ Feanigamanan Fp. 11.300.000
' Fenggalangan di Kejakssan Tingg, Kelaksazan
Mageri dan Cabang Kejaksaan Negen
. 2 | Penerangan dan Panyuluhan Hukum di Pusat dan Rp. 31.558.000
, Daerah

! Jurntah Rp. 42.858.000

D. PRIDRITAS NASIONAL

-

E. KINER.A TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Masional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indanesla.
2. Pelzgkzanaan Tugas Dirgklif Kepala Kejaksaan Tinggi



Jakarta, 15 Januan 2026

Pinak Kedus, Pihak FPertama,
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEFAL A SUB SEKSI| | FADA SEXKSI INTELLJEM
KEJAKSLAN NEGER] JAKARTA BARAT, KEJAKSAAN NEGER| JAKART A BARAT, ]

—

%‘ﬂ

(DANMLE CHAERUDDIN, SH., M.M.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemean pemenntahan yang efeklif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bartanda tangan dibawah ini:

Mama ¢ ZULKIPLIL S.H.
Jabatan . KEPALA SUB SEKSI || PADA SEKS! INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Salanjuinya disebul pihak partama

Mama . DANNIE CHAERUDDIN, S.H., M.H,
Jabatan ¢ KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku alasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinena yang seharusnya sesuai dengan fampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapal targel kinerja jangka menengah sepertl yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pancapaian target kinarja
tersabut menjadi tanggung jawab kami.

Pinak kedua akan melakukan supervisl vang diperiukan serta akan melakukan evaluasl terhadap
capaian kinarja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan vang diperukan dalam rangka
pembenan penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua, Fihak Pertama,
KEFPALA SEKSI INTELIJEN KEPALA SUB SEKSI || PADA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI! JAKARTA BARAT, KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT,

.

(DANNIE CHAERUDDIN, 5 H., MH.) (ZULKIPLI, S.H.)




2.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUB SEKSI [l PADA SEKSI INTELIIEN

KEJAKEAAN HEGERI JAKARTA BARAT

A. TENA REMCAMNA KER.JA FEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulalan Pangan dan Energi, serta Ekoenomi yang Produkhf dan [nklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNANPRIORITAS NASKONAL TAHUN 2026

1.
2,

Mempearkokoh ldeolngi pancastla, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan slsten perahanan  keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, gkonomi syariah,
ekonomi digital, ekonemi hijau, dan ekonomi bin,

Malanjutkan pengambangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan ketja vang
berkualitas, mendorang kewirausahaan, mangesmbangkan ndustrl kreatlf, setla
tengembangkan agromaritim industn di sentra produksi melaly! peran akbk
koperasi.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SOM), sains, beknolog,

pendidikan, kesehatan, prastasi olahraga, keselaraan gender, serla penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjulkan hilidsasi dan mengembangkan industr berbasis sumhber daya alam
sntuk maningkatkan nilai tamban di dalam nege.,

. Membangun dan desa dah dat bawah unbok peruimBuhab ekonoml, pemearatasn

ekonaml dan pemberaniasan kemiskinan.

Mamparkuat reformasi polifik, hukum, dan  birokrasi, setta memperkuat
penceganan dan pemberantasan konipsi, narkoba, judi dan panyslundupan,
Mamperkuatl penyelammsan kehidupan yang harmoms demgan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan Isleransl antarumat beragama untuk mencapal
masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

Mo

Sasaran Keglatan Indikator Kinerja Kegialan | Target

1

Meningkatnya efeklivitaz dukungan | Tingkat efektivitas dukungan TR
intelijen terhadap tegas dan fungsi | inedien terhadap tugas dan
Kejaksaan Rl dl Kelaksaan Timggl, [ fungsi  Kejaksaan Rl dl
. Keakezan Megen, dan  Cabang | Keakssan Tingdi, Kajaksaan
Keakeean Negan Megar, dan Cabang
Keraksaan

Jumiah laporan hasil kegiatan 1
panyedikan/pengamanand
penggalangan kazus intelijen




No Sagaran Keglatan Indikator Kinerja Keglatan | Target
2 Maningkatnya panyelasaiaan | Tingkat pemyelasaian | 85%
keqalan‘operasi Intelijen penegakan | kegiatan/oparas] intelijan
Fukum dalzm mendukung | renegakan hukum pada tehap
kebarhasilan penanganan perkare _panvelldikan . o
Tirska panyelasalan 25%
keglatan'nperas tntelijen
penegakan hukurm pada tahap
_pemyd|kan R
Timgkal penyelaseian 85%
kaglatan'oparasi intal|en
peneqzkan hukum pada tahap
pra genurtutan
Tingkat penyalesaian BE%%
kegiatan/operasi irtalijen
peregakan hukam pada lahap
penurmJtan ’
Tingkat panyalesalan A5
kegiatan/operasi intelifen
pefegakan hukum pada 1ahap
alksekus| putuean hukum
3 | Menlngkalmya pongetshuan  hukum | Tingkat Efekintas Paterangan %%
masyarakal Hukum Masyarakel .
Tingkat Efekiniias Penyuluban B5%
Hukum Masyarakat

4 | Meningkalnya koordinasi amlarinstilusi | Jumiah kegiatan koordinash antar 40

pehegak hukum | ingtiust penegak hukum dalam
penanganan perkara

5 | Meningkalnya operasi intelijen di Tingkat efektivitzaz pelaksanaan 830

hldang pengamanan pembangunan  Kegiatan Fengamanan
Sratens Pembamngunan Sirateqls
No Keagiatan Anggaran
1 | Penanganan Panyedidlkans Pergamanan R, 11.300.0040

Fenggalangan dl Kejaksaan Tinggl, Kejaksaan
Megeri dan Cabang Kelaksaan Megedn

2 | Penerangan dan Pamyuluhan Hukum di Pusat dan | Rp. 31.558 000
| Draerah ]
| Jumilah Fp. 42.858.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasicnal’=lrelegl Masional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonasia,
2. Palaksanaan Tugas DlrekilF Kepala Kelaksaan Tinggl



Jakarta, 15 Janyar 2026

Pinak Kedua, Finak Pertama,
KEFALA SEKSI INTELIJEM KEPALA SUB SERSI N PADA SEKS| INTELIJEN
KEJAKSAAN HESER] JAKARTA BARAT, KEJAKSAAM NEGERI JAKLRTA BARAT,
Pl L'?' I i

A

{DANMNIE CHAERUDDIN, 2 H., .14} {ZULKIPLI, 5.H.)



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Datam rangka mewujudkan manajemen pemenntahan yang efektf, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini

Nama © KHOIRUNNISA, AMd.

Jabatan . KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN
FENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SUB BAGIAN
PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

selanjuinya disebut pihak partama

Nama : YAN ASWARI, S H, MH.
Jabatan . KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI] JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan metakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dar peranjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi,
Jakarta, 12 Februari 2026
Fihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGLIAN PEMBINAAN KEPALA URUSAN KEFEGAWAIAN DAM
KEJAKSAAMN NEGERI JAKARTA BARAT, KEUANGAN DAN PEMERIMAAN MEGARA BUKAN

PAJAK PADA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT,




R

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN FENERIMAAN

NEGARA BUKAN PAJAK PADA BUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kadaulatan Pangan dan Energi, seita Ekonomi vang Produkiif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS HASIONAL TAHUN 2026

1.
2.

Mamperkokeh ideologi pancaslla, demokeas|, dan hak asasi martusia (HAM).
Memantapkan sistem perlahanan keamanan negara dan  mendorong
kemandirian bangsa malalui swazembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ghenorm digital, ekonomi hitau, dan skonomi b,

. Melanutkan pengefnbangan infrastrukiur dan meningkatkan lapangan kerja yang

berkuaitas, mendarsng kewirausahaan, mengembangkan industi kreatif, sarla
mengembangkan agromantien Industrl i senlra produkst melalui peran aktif
Koperasi.

Memperkual pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidlkan, kesehatan, prestasi odghraga, kesetaraan gender, serta penguatan
pefan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisas: dan mengembangkan indusin berbamis sumber daya alam

unhik meaningkatkan nilai lambah dl dalam negen.

- Membangun dari desa dan darf bawah untulk parturmbuhan ekonomi, pemerataan

ekonomi dan pemberantagsan kemiskinan.

. Memperkual reformasn polilk, hukom, dan hirgkmasi, sertz  memparkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkeba, judi dan penyelundupan.

- Mamperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonls dengan lingkungan, giam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur. .

C. KINERJA UTAMA

Nex Sasaran Hegiatan Indikator Kinerja Keglatan Target

1 | Terwdjudnye  tata  kelola | indeks reformasi birokrasi B3
organisas yang optimal,
\ransparan dan akuniabel L ]

2 Meningkamya efisiansi dan | Nilai Kinerjz Anggaran Kejakssan o), 250,
afaktivilas - penggunaan | El
anggaran Kelaksagn RI :

3 I"-"rar'llr-gl-'.ah'lyg - "kompetensi | Persentase aparahe yang memiliki B5%
Apatur Kelgkssan Rl sortlficas]  Kompetens] sesds

_ . jabatan




3

! No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
i 4 | Meningkatnya Kegialan  porcentase  layanan  umum 1D0%
i Pembmaah dan Emgelniaan | kepanawaian sesual SLA (Sarvice
: Kepedawaian di Kejaksaan Fl Level Agrecment)
- Farsanlasa lan'arign 1008
! pengembangan koo pagawaian
i sesuai  SLA {Sendce  Level
Aagreserment )
Fersenlase layanan kepangkalan 100%
dan mulasi kepegewgian sesuzi
SLA {Service Lavel Agreament)
100%
Parsgnizasa Ayanar
pecmborhentian dan pensiun sesuai
SLA {Service Level Agreement}
2 Menirgkatnya kegiatan | Persentase layanan 100%
parmbinasn pengekilaan | perbendabaraan sesuai SLA
kelrangan Keakeaan Hl [Service Lavel Agraement) .
Pargantase layanan pendadatan 0%
! dan piutang negara sasoal SLA
[oernvice Lavel Agreement)
Jumlah o laporan palaksanaan 100"
kegiaisn pangguREan  angoaran
FMNBF sesuai SLA (Service Level
! Agrgament)
' Fersentase layanan akuntansi dan 100%
peiaparan kedangan sasua SLA
(Sanice Leval Agraament) L
Porsentase layanan LML 1005,
keuangan sesuai SLA {Sanvica
Level Agreement)
100
Fersentaae lgyanan perkanioran
weclnai o SLA (Gervee  Level
. A rEerent)
& Eu"::‘g;imﬁfﬂkg:;n”glabmms Milai Kuzltas Felaporan Keuangan 80
4 ] Unt  Akuntans  Hangguna
Anqnaran [LAPA)] Kejaksaan RI
T Meningzstnya efisiensi dan . . . a0.23
efeklivitazs Perencanzan dan mm Ifﬂei:a-;gaan Er_lggl.f F‘EJ?;JHEEEU
pEhgguUnaEn anggaran | odon BNy REjaRIaan Negen
Kelaksagn LIKE | Kopksaan R i
B Meningkatrya Kuelitas layanan | Indaks Knpuasan Pzoawai a.7 I
keuangan dl  lingkungen | terhadap Layanan keoangan !
kejaksaan Rl :
| Na Keglatan | Anggaran
1 | Dukongan  Manajarmen  Jaksa  Aqung  Muda, Fp. 16.071.685 Q00
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negen dan Labang |
kejaksasn Negeri !
2 | Pembangurnan/ Pengadaan! Paningkatan Sarana Rp 1.138.000.000

dan Pragarana Kejaksaan RI

Jurmlah

Rp. 17.266 695,000




D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksl MNasional/Strategl Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Fepublik Indonesia.
2. Pelaksanzan Tugas Direklif Kepala Kejaksaan Tinggi

Jakartz, 12 Fabruari 2026

Fihak Kedus, Fihak Partama,

KEFALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KEPALA URUSAN KEPEGAWALAN DAN

KEJAKSAAM NEGERI JAKARTA BARAT, KEUANGAN DAN FEMNERIMAAN MEGARA BUKAN
PAJAK PADA SUB BAGIAN PEMBINAAN

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT.

(KHOIRUNNISA, A Kd.)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemenntahan yang efekiif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Mama - ISKANDAR, A Md.

Jabatan . KEPALA URUSAN TATA USAHA, PERPUSTAKAAN DAN DATA
STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA SUB
BAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebul pihak partama

Mama ¢ YAN ASWARI, 5.H., M.H.
Jabatan . KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sasuai dengan lampiran
perjanjlan inl, dalam rangka mencapal target kinena jangka menengah sepertl yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinena
tersebut menjadi tanggung jawab kami

Fihak kedua akan melakukan supernvisi yang diperlukan seria akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinarja dari perjanjian ini dan akan mangambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pamberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Februari 2026
Fihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KEPALA URUSAN TATA USAHA PERPUSTAKAAN
EEJAKSAAN MEGERI JAKARTA BARAT, DAMN DATA STATISTIK KERIMINAL DAN TEENOLOG]

INFORMASI PADA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT,

(YAN ASWARI, 5.H., MH.) (ISKANDAR, AMd.)



s

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA URUSAN TATA USAHA, PERPUSTAKAAN DAN DATA STATISTIK
KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASLE PADA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHLUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonemi yang Produktif dan Inklsif,

B. DELAPAN AGENDA PEMBAHNGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokah ideciegi pancasila, demokrasi, dan hak asas manusia [HAM).

2. Memantapkan  sistem

kermandirian bangsa melalyi swasembadsa pangan, enargi, air, ekenomi syariah,

ekonormi digital, ekonomi hijau, dan skonomi biro,

3. Melanjutkan petigembangan infrastrukilur dan meningkatikan lapangan kedja yang

berkualitas, mendorony kewirausahaan, mengembangkan indusiri kreatif, serta
mengembangkan agromarlim Indusis] dl senlra produksi melalyi peran akfif

koparasi.

4. Wemperkuat pembangunan sumbar daya manusia (SDM), saing, leknologi,

pendidikan, kesahatan, prestasi olahraga, kesataraan gender, sera penguatan
peran perempuan, pamuda, dan penyandang dizahilitas.

£ Malanjutkan hilinassi dan mengembangkan ingdustn berbasis sumber daya alam

untuk meningkatkan nilai tambah dl dalam negan.

&. Membangun dart desa dan dar bawah untuk pertumbuhan skanemi, pemerataan

akonomi dan pemberantasan kemiskinan.

f. Marmperkuat reformasi poliik, bukum, dan birokrasi, serta  memparkual

pencegahan dan pamberanlasan konepsi, narkobs, judi dan penyealundupan,

8. Memparkuat panyalarasan kehldupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkalan toleranst antarumal beragama untuk mencapai

rmasyarakal yang adit dan makmur..

pertahanan  keamanan negara dan  mendorong

C. KINERJA UTAMA
l Mo Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Targat
P Efgg:;‘fg;;ﬁamn Ff:‘”"‘“b"‘mﬂ Nilai SAKIP Kejaksaan RI 3
2  Meningkatnya kapasilas | Tingkat kepatuhan satuan BS%
kelembagaan . dan | erja lerhadap slandar
ketatalaksanaan Kejakszan Rl | oparassional prosedur
3 keningkatnya kualitas layanan | Indeks kepuazan  layanan 37
imtemnal dukungan manajemean | dukungan intemal manajemen
dan kesehalan yustisial Kejaksazn R
+ 4 . Berkurangnya pengaduan | Parsentase S0OM  Kelaksaan 4%




-3

| Mg Sazaran Kegiatan [ndlkatar Kinerja Kegiatan Target

| Masyarakal terhadap SDM | yang dijatuhi hukum disiplin
Kevaksaan Kl '

! 5 | Meningkalnya kegiatan : Persenlase layanan 100%
perencanaan  yang melipuli | pengelclaan data sesuai SLA
pengelolaan dats, penyusunan | (Service Level Agreement)
rencana angaaran dan | Persentase layvanan 100%
program  kKerja, pemaniavan | penyusunan rancana
dan avaluasi, pengembangan | anggaran dan program Ketjz
organisasi ¢an taks laksans | sesuai SLA  (Sarvice Lewel

| serfa  fasitasi  pelaksansan | Agresment)
prograr  tefarmasl  blrakrasi | Persentase layanan 100%
Kejaksaah Rl pemantauvan dan  evaluasi

sesudi SLA [Service Lewsl |
Agresment) .
Farsantase layanan organisasi 100%
dan 1a1a leksana sesuai SLA
(Sarvice Leval Agreament)
Persentase layanan refarmasi 100%
birokrasi sesuai SLA (Service
Lewvel Agreament)
' Persentase satker Kejaksaan 40%
- R Yang mendapat
pendampingan pembangunan
. 2ona integrasl menuju
WBKWEEM
B | Meningkainya  Akuntabilitas | Nilai SAKIP Kejaksaan Tinggif 73
Kinena Satker Kelaksaan RI Kejaksaan  Megerd Cabang
Kejaksazn Negen

7 | Maningkatnya kegiatan | Perzentase LEyanan 100%,

: pengeltlsan data statistik | pengelolasn data dan slalistk

i kriminal serta pansrapan dan | kriminsl .
pergembangarn teknalogi | Parsentage layanan 100%,
informasl pRRETApEn dan

pengambangan teknologi
informasi sesual SLA (Service
Level Agreement)
Perseniase layanan 100%
parkantoran  sesHgi SBLA .
{Sanvice Lavel Agraement)
B | Meningkatnya kegiatan | Fersenlase layanan dukungan 100%
dukurigan  mansjemen den | Setker
pelaksanaan  lugas  beknis Persenlase layatan 100%
" lainnya Sub Baglan Pembinaan | pemeliharaan - dan
dl Kejaksaan Agung, | implementas sistem informasi
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan | Padaseluruhsatker Kejaksaan
Negeri, dan Cabang Kejaksaan | 1 sesuai SLA (Service Level

| Negeri Agreament)

i Parzentase lAayanan 100%

: parkamtoran  s=asuai SLA

: _ {Service Level Agreement) _

B | Meningkainya kualitas ASN | Indeks Kepuassan Pegawai 3.7
Kejakgaan yang berakhlak terhacdap Layanan Managemen
ASN
10 | Meningkatnya kKualitas layanan | Indeks Mepuaszan FPegawsi 3.7

umum gi lingkungan Kejgksazan

ternadap Layanan Sub Bagean
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No Sasaran Kaglatan Indikator KInerja Kegiatan Target ]
RI - LM :
11 | Meningkatnya kualitag layanan | indeks Kepussan Pegawai | 3.7 |
dukungan manajemen di | ferhadap Layanan dukungan
lingkungan Kejaksaan BRI mangjemen Satker WKE| .
12 | Meningkatnyz kualitas layanan | Persentase  satker  yang | 100% |
publik Kejakszan R melaksanakan survey |
kepuaszan layanan publik |
Indeks kepuasan layanan 3.7 !
publk Kejaksazn Rl
No Kegiatan Anggaran
1 | Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muoda, Rp. 16.071.585 Q00
Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Negerd dan Cabang
Kejaksaan Negeri
Z | Pembangunan/ FPengadzan’ Peningkatan Sarana Rp. 1.188.000.000
dan Prasarmna Kejaksaan Rl
Jumilah Rp. 17.269.685.000

D. PRIORITAS NASIONAL
E. KINERJA TAMBAHAMN
1. Pelaksanaan Rencana Aksli NesionalfSirategl Nasional di Lingkungan iKejakzaan
Rapublik Indoneasia,
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksazn Tinggi

Jakarta, 12 Felruarl 2026

Fihak Kedua, Fihak Perfama,

KEFALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KEPALA URUEAN TATA USAHA, PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT, DN DATA STATISTIK KRIBINAL DAN TEKMNCLOG]
INFORMASI FADA SLIB BAGIAN PEMBINAAM

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT,

(ISKANDAR, A k)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka méwujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : ¥YOGI ARIE PRATAMA. AMd.
Jabatan KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN PADA SUB BAGIAN

FEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama
Mama ¢ YAN ASWARI, SH., MH.
Jabatan T KEPALA SUB BAGIAN PEMBIMNAAN

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
penanjian ini, dalam rangka mencapai targel kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil lindakan yang diperlukan dalam rangka
pembarian panghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Februar 2026

Fihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KEPALA URUSAN PERLENGKAFAN PADA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT, SUB BAGIAN PEMBINAAN

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT,

{YAN ASWARI. S H., MH.) (YOGI ARIE PRATAMA, AMd.)
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PERJANJIAN KINER.JA TAHUN 2026
KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN PADA SUB BEAGIAN PEMEINAAN
KEJAKSAAN HEGERI JAKARTA BARAT

A, TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yaag Produktif dan Inklesif

B. DE
1.

2,

LAFPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS HASIONAL TAHUIN 2026
Memperkokoh ldeclod pancasila, demodrast, dan hak asasi manusia (HARL),

Merantapkan sistem pertabanan  keamanan negara dan mendercng
kemandirian bangsa metalui swasembada pangan, energi, alr, ekonoml ayarlah,

akonomi digital, ekonomi hijaw, dan ekonoemi biru,

Malanjutkan pengembangan infrastrukiur dan maningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendsrong kewirausahaan, mengembanghkan industri kreatif, saerla
mengembangkan agromanbm industn di sentra produksi melgili peran aldif
koperas,

. Memperkuat pembangunan sumber days manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keselaraan gender, serda penguatan
peran parsmpuan, pemuda, dan penyandang disabiltas.

Melamutkan hllirisast dan mengembangkan intdustr barbasls sumber daya alam
Lniuk meningkatkan mlal lambah dl datam nagen.

. Membangun dar desa dan dan bawah uniuk padurnbuhan ekonomi, pemarataan

ekorromi dan pemberantasan kemiskinan.

- Memperkuat reformasi politk, hukum, dan birckrasi, serla memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

- Memperkoat penyelarasan kehidupan yang hanmonis dengan Iingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan lolerans] antarumat beragama unluk nrencapai
miasyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA,

' No Sasaran Keygiatan Indikator Kinerja Keglatan | Target

" 1 | Meningkatnya kuanlitas  dan | Tingkat utilizasi sarana dan B2%
kualite= sarana dan prasarana | prasarana Kejaksaan Ri
yang tendukung Kinena
Kejgksaan Rl .- -

2 | Meningkatnya kegiafan analisis | Persentase jumtlah satuan 40 %

kebutuhan dsn penatauszhaan | kera yang telah
barang milk negara, pengadaan | meslaksanakan inmsenlarisasi
karangf jasa, dan pengelolaan | barang milk negarg L
tarang nulik negara di ingkungan | Parsentase layanan analisis 100%
Kejaksaan Kl kebutuhan dan




Na

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinarja Kegiatan

penatan]sahaan barang
milk negara sasuvai SLA
(Service Level Agresment)

Target

Parsentase layanan
pengadaan  sesuaf SLA
(Servica Level Agresmernt)

100%

Parsentase leneanan
pengeolaan  barang millk
negara sesuai SLA [Service
Leval Agrecmant)

100%

Persentase layanan
perkartoran  sesuai SLA
(Service Level Agregment)

100%

Maningkatnya kualitas layanan
manajemnan Barang Milik Negara
dan pengadaan di Lingkungan
Kejaksaan Rl

Indeks Kepuasan Pegawal
terhadap l2ryeran
manajenkh Barang  Milik
MNegara dan Pengadaan

3.7

WMeningkatnya jumlah gedung
karlor, rumah rregara, kendarzan

Persenlase gadung kantor
yang direhablllissl

B0%

jabatan, aperasional, dan
fungsional, perangkal pengofahb

Persentase rumah negara
yangd direhabilitasi

B0%

dafa dan
kamunikasi, perdengkapan dan
fasilitas perkantoran yang

Persentase pembangunan
geduny kantor saluan kerja
yang baru

40%

mernada

Persentase pembangunan
rumah negara baru

10%

Perseniase pengadaan
mabil jabatan dan
oparasional
Persentase
mobil ighanan dan
fungsional lainnya

rnabil

pengadaan

B0 %

60%

Persentase petgadaarn
sepeda motor dinas

G0%

Persantase pargad2an

perangkat pengofah  data
dan komunikasi

&0%

Persentase pengadaan
perlengkapan dan fagilitas
parianlaran

75%

Persentasa terpenuki
saranafprazarana  inielijen
dan penagakan hukum

To%

beningkatnya jumiah Sarana dan
Prasarana  vyang  Mendukung
Penegakan dan  Pslayanan
Hukum di Kejgksaan Bl

Fersenlase Terpenuhinya
Feralatan Pengolah Dafa
dar Komunikzsi Penagakan
dar Palayanan Huokum di
Kelzksean 5

0%

Fersentase  Tarpenuhinya
Feralalan Sarana [nteljen
di kejaksaan Rl

B0%

Fersentage TerpenuRinya
Kendaraan Fungsional
Fenegakan dar FPelayanan
Hukum di Kejaksaan BRI

40%




MNOo

Basaran Kegiatan

tndikator Kinerja Kegiatan | Targset

Perserntaze Terpenuhinya 6%
kendaraan Tahanan

Penegakan dan Pelayanan
Hukum di Kefak=aan Kl

Perzentase Terpenuhinya 50%
Perzlatan Perkantoran
Fenegakan dan Pelayanan
Hukum di Kejaksaan Rl

Ferzantase Terpenuﬁinya 0%
Fembangunan Rupkasan di
Keiakgaan R

Fersentase Terpenubitya 50%
Pusat Kendali Operasl

Kejaksaan R

Keqgiatan

Anggaran

Dukungan Manajemen Jaksa

Fejaksaan Tingqi, Kefeksaan Neqerl dan Cabang

Kejaksaan Negari

Agung Muda i  Rp. 16 071,685,000

Pembangunan’ Fengadaan/ Peningkatan Sarana|  Rp. 1.183.000.000

dan Frasarana kejaksaan Kl

Jurmnlah

" Rp. 17 269.685,000

D. PRIORITAS NASONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi NasionalfStrategi Nastonal dt Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesla.

2. Pelakaanaan Tugas Dirsktif Kapala Kejaksaan Tinggi

Pihak Kedus,

KEFALA SUB BAGIAN FEMEINASN
KEJAKSAAN NEGER| JAKARTA BARAT,

WWARI 5.H., MH.)

Jakara, 12 Februan 2026
Plhak Pestama,
KEPALA URUSAN PERLENGHAFAN PADA

SLE BAGIAN PEMEINAAN
KEJAKSAAN NEGER| JAKARTA BARAT,

(YOG ARIE PRATAMA, AMd,}




PER.JANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemenntahan yang efektf, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

MNama : SENATOR BORIS PANJAITAN, SH,, M.H,
Jabatan : KEPALA S5UB SEKS| PRA PENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK
PIDANA UMUM

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
Selanjuinya disebut pihak partama

Nama : TEGUH APRIYANTO, SH., M.H.
Jabatan ¢ KEPALA SERS| TINDAK PIDANA LIMLUM
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjan|i akan mewu|udkan larget kinerja yang seharusnya sasual dangan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian largel kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinera dan perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperdukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi,
Jakarta, 19 Januar 2026
Pihak Redua, Fihak Partama,

KEPALA SEKS| TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT,

(TEGUH APRIYANTO, S H., M.H.)
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FERJAM.JIAN KINER.JA TAHUN 2026

KEPALA SUB SEKS] PRA PENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK PIDANA UKMUM

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulatarn Pangan dan Enemi, serta Ekonomi yang Produklif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNANPRIORITAS NASIONAL TAHUN 2028

1.
2,

Mamparkoksh ideoloyi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAR).
Memantapkan sisten  partahanan  keamanan negara  dan mendorong
kemmandirian bangsa mefalui swasambada pangan, energi, air, ekenomi gyariah,
ekanomi digital, ekpnomi hijfzu, dan ekonomi bina.

- Merlanjutkan pengambangan infrastruktur dan mentngkatkan lapangan Herja yang

karkualitas, mendorong kewirausahazan, mengembangkan industri krealif, gerta
meangeimbangkan agromarltlm industri di sentra produksi melalai peran alktif
Koperasi.

Memperkual pembangunan sumber daya manusa [SOM), salns, teknolagl,
pendidikan, kesehatan, prastasi olahraga, kesetaraan gender, seria penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabllifas.

. Melanjulkan hilinsasi dan mengambangkan indusin barhasis sumber daya alam

untuk meningkatkan nikai tambah di dalam negeri.

Membangun dari desa dan dar bawah untuk pertumbuhan ekorwomi, pemerataan
akonami dan pambarantagan kemlskinan.

Memperkual reformasl politk, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan kprupsi, narkoba, judi dan penyelundupar
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmmonis dengan lingkungan, akam,

dan bulaya, serla peningkatan tolaranal anlarumat beregama untuk mencapar
masyarakat yang adll dan makmur.,

. KINERJA UTAMA

r

' No

.1

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keglatan | Target

Meningkatnya permyalesaian | Tingkat penyelesaian 81%
penanganan perkara lindak pidéna | perkara tindak pidana umum
omum Bidang A (Bidang findak | hidang A yang diproses
pidana keamanarn negara, | hingge Pra-Penuntutan
kelerliban  wmum, orang, hara
benda, dan pencucian uang]

TWaningkatnya pemyelesaian | Tingkat penyelesaian perkam | 3%
penanganan parkara tindak pidana | tndak pldana.umem bidang B
urnum Bldang B (Bidahg bideng | yang diproses hingga Pra-
tindak pidana narkcika, | Penuntutan




Sasaran Keglatan

Indikator Klnerja Kegiatan

Targat

paikolroplka, zat adikiif L@innya,

Eesehetan, dan pencusian uang)

Meningkatnya penyalesaian
penanganan perkara tindak pidana
urmurm Bidang © {bidang tindak
pidang  terodsme,  perdagangan
orang, hntas negara, kekarasan
dalam rumah langga, perlndungan
lerhadap parempuan dan anak, dan
pancucian uangk

Tingkat panyelesaian perkara
lindak pidana umum bidang <
yang diprosesz hingga Pra-
Fenuntetan

91%%

Meningkatnysa petyalesaian
penanganan perkara tindak pdans
umurn Bldang [0 (Bidang tindak
mdang keupngan, Siber, somber
daya alam, dan pencucian uang)

Tingkat penyelassman perkars
tindak pidana urmurm bidang O
yang diproses hingga Pra-
Fenuntulan

1%

Meningkatnya penyelesaian
pananganan perkara tindak pidana
umum EBidang E (Bidang tindak
pidana yang diatur dalam Pgraturan
Daerah, tndak pidana berdasarkan
hukurn  yang  hidup  dalam
masyarakat, lindek pidana umum
lainnya. dan pencucian uarng)

Tingkat penyeteseian perkara
tindak pidana umum bidang E
yang diprosas hingga Pra-
Fenuntutan

91%

CpeEnanganzan parkars

Maningkatinya gkuntabilitas

Meningkamya
kolaborast peranganan
lintas seklar {APH)

Tingkat paryalesaian
palaporan pelaksanagan
peranganan perkars secara
akuntabel

1009

35 | Tingkat penyalesatan parkara

pidana umum yang berssal
PPMNS

81%

Meningkanya panysesaian
peEnanganan perkara tindak pidana
JmiLum

Tingkat penyalasaian parkara
tindak pidana umum yang
diprozes hingga Pra
Penuntutan

52%

10

| ¥ejagung,

Menngkativa kualilas lavanan publly
bidann panagakan hukum  di
Kejaksaan Tinggt,

Indaks kepuasan lgvanan puolik
bldang penegaxan hukum o
Kejaksaan Megari

A7

Kejakzaen Meger, dan Caibang
tHeaksaan Negen

Tarlakeanamya  pananganan dan

penyelasdaian perkara tindalk pidana
wmum, pidand kKhisus, perdate dan
tata usaha nogara, parkara konakstas
i Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri
dan Cabeng Kelaksdan Megari

" paryalesaian

Pargentzsa  layanan  bidang
penegakan hukum SEEUd.
dengan  stanclac [ayanan d
K]z kst Mesgerd

100%

Fersentase
lapoxan

penyalesaian
pananganan dan
perkara tindak
pidana Jmum, pidans khusus,
perdata dan 1ata Uusaha negara.
perkara koneksitag di Kejaksaar
TingQi, Kejaksaan MNegen dan
Cabang Kejaksaan Neger

100%:




No Kepiatan Anggaran

1 | Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Rp. 291,420,000
Frdana Umem di Kaiakszan Tinggi, Kejaksaan
Megeri dan Cabang Kejaksaan Negerl

o Jumiah Ry. 201.420.000

D. PRICRITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Naslonal/Strategi Nasional i Lingkuengan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direklif Kepala Kejaksaan Tinggi

Jakarta, 18 Jenuan 2026

Pihak Kedua, Plhak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  KEPALA SUB SEKSE PRA PENUKNTUTAN PADS
KEJAKSAAN NEGER| JAXARTA BARAT, SEKS| TINDAK PIDANA UMURM o=
KEIAKEAMN NEGER] = .

(TEGUH AFRIYAMNTO, S.H., M.H.) R BORIS PANJAITAN, SH.. M.H.)



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
sarta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama i ARIEF QUDNI NASUTION, S.H.

Jabatan . KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI DAN
ERSAMINAGI PADA SEKS! TINDAK PIDANA UMLUM
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjuinya disebut pihak pertama

Mama r TEGUH APRIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan i KEPALA SEKSI TINDAR PIDANA LIMLUIM
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama benanji akan mewu|udkan target kinena yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperi yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineria
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Finak kedua akan melakukan suparvisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi ternadap
capaian kKinerja dan perjanjian ini dan akan mengambil indakan yang diparlukan dalam rangka
pemberan penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Januar 2026

Fihak Kedua, Pihak Pertama,
KEFPALA SEKSI TINDAK PIDANA LIMLIM KEPALA SUB SEKSI PEMUNTUTAN DAM
KEJAKSAAN NEGERIJAKARTA BARAT, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PADA SEKSI

TINDAK PIDANA UMUM

KEJ NEGERI .mm/?mn
|

IYANTO, S.H., MH.) (ARIEF QUDNI NASUTICN, S.H.)
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEFALA SUB SEKSI PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PADA

SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGER] JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedallatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inkdesif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1
2.

. Memperkokoh |deologi parcasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Mamantapkan sistem penrahanan kesamanan negara  dan mendorong
kemandirian bangsa melaly swasembada pangan, energi, i, ekonomi syariah,
ekonomi digilal, akonomi hijau, dan ekonoml bl

. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang

betkualitas, mendarong kewirpusabaan, mengembangkan industri krealif, serta
mengembangkan agromarllirn industri i sentra produksi medalul peran aktif

kOperas,

. Memperkual pembanguran sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pandidikan, kesshatan, prestasi olahraga, kessetarsan gender, serfa penguatan
peran perampuan, pamuda, dan peryandang disabilitas.

. Melamutkan hifirlsasi dan mengembangkan Industrt berbaals sumber daya alam

unluk meningkatkan nila ambah di dalam neqeri.

Membangun dari desa dan dar bawah untuk perfumbuhan ekenomi, pemerataan
ekonomi dan pambearantasan kemiskinan,

Memperkuat reformas: polltlk, hokum, dan brokras:, sarta memperkoat
pencedanan dan pemberaniasan korupai, narkoba, judi dan penyelundupan.
wemperkuat penyelarasan kehidupan yang hamonis dengan lingkungan, alam,

dan hudaya, serta peningkatzn toleransi antarumat beragama unluk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur,.

C. KINERJA UTAMA

Mo

Sasaran Kegiaan |ﬂdi|-":-E.ltﬂ!-'. Hinaria .Haglatan | Target |

1

"I'Ta'ltaningkamya pamyelesaian | Tingkat penyelasdian H19%

penanganah perkara tindak prdana | perkara tindak pidana umum
umum Bidang A (Bidang tindak | bldang A yang  diproses
pldzha kearnanan negara, [ hingge Penuniuten L
keteriiban - urum, orang, bartd | Tingkat penyelesaian perkara | 2%

bends, dan pencucizn uang) tindak pidana umum bidang A
wang berfekwatan  huekum
tetap dan telah dieksekusi




Sasaran Kegiatan

In-l:[il-:atr.:r Kinerja Kegiatan

Target

Meningkatnys pehyelesaian
penanganan perkara hindak pidana
umu Bidang B (Bidang bidang
tindak pidana narkolika,
psikotropika, zal adikiif lainnya,
kesehalamn, dan pencusan bang]

Meningkatnya PenyeEsanan
penanganan perkara indak pidana
umum Bidang C [(bidang Gndak
pidana  terorisme, perdagangan
orang, lintas negara, kekerasan
talam rumah tangga, perdindungan
terhadap perampuan dan anak, dan
pencusian uang]

Tingkat panyelesalan perkara
tindak pidana urmurn bidang B
Vang diproses hirgga
Panuntulan

D%

Tingkat penyelesaian perkara
tindak pidana umum Gldang B
vang berekuatan hokum
tetap dan telah diaksakusi

Q20

Tingkat penyelesaian parkara
tindak pidana umum bidang C
YEM diproses Ringga
Pgountutan
Tingkat penyelasaian perkara
findak pidana umum bdang
yang  berkekuatan  hukurn
tetap dan lelah diaksekosi

491%

B2%

Neningkatnya penyelasaian

penanganan perkara Bndak pidana !
» yang

umurm Bidang D {Bidang tindak
pidana keuangan, siber, sumber
daya alam, dan pencucian sang})

Tingkat penyelesaian parkara
findak pidana umum bidang O
diproses hingga
Penuntutan

1%

"Tingkat penyelesaian perkara

lindak pidara urnum bigang O
yang berkshuatan  hukuem

. lelap dan telah disksekusi

2%

blenlngkalhya penyelesaan
pananganan perkara lindak pidana
umum Bidang E (Bidang tfindak
pidana yang diatur dalam Peraturan
Dazerah, tindak pidana berdasarkan
hukur  yarg  hldup dalam
masyarakat, Undak pidana amum
Lannya, dan pancusian uang)

Tingkal penvelesaian perkara
lindak pitfana umum bidang E
yang diproses hingga
Ferumuatan

1%

Tingkat panyslesaian perkara
tindak pidana umum bidang E
yang berkekuatan hukum
tetap dan telah dleksekusi

2%

Meningkalrya peEnyelesaian
peranganan perkara ndak pidana
umum melalu kegdilan rastoratlf

Tingkst penyslesaian perkara
tinelak pidana urnum bidang A
(Bidang tindak pidana
kearmnanan negara, kelertiban
umum, arang, harta benda,
dan pencucian uang) pada
penuntufan melalui keadilan
restoratit

32%

Tingkat penyelasaian perkara
findak pidana umum kidang B
{Bigang lindak pidana
narkotika, psikotropika, zat
adiklif leinnya, kesehatan, dan
panCUCEn uang) pada
penuntutan melalui keadilan
restoratif

2%

Tingkat penyelesain perkara
lindzk pidana umum bldang C

{Bldang tincak pidang
lercrisme, perdagangan
grang, lintas negara,

§2%




No

Saszaran Keglatan

Indikator Kinarja Kegiatan

Target

kekerasan dalam  remah
tangga, parindungan
terhadap  perempuan  dan
anak, dan pencucian yang)}
peda penunlulan melalui
keadilan resloralif

Tingkat penyelesaian perkara
indak pidana umum bidang O
{bidang tindak mldansa
keuangan, siber, sumber daya
alam, dan pencudan uang}
pada penunlutan  melaki
keadilan restoratif

Tingkal penyelesaian perkara
tindak pridana umum bidang E
{pidang tindak pdana yang
distur  dalam  Peraluran
Daarah, hndak pidana
berdasarkan hukum  yang
hidup  dalam  masyarakat,
{indak pidana umum lannya,
dan pancucian uang) pada
penuntutan melalei keadilan
rezloratif

B2%,

B82%

Meningkatmya penyelesaian
penanganan parkara tindak pdanz
umum

Tingkat panyeiesalan perkara
tindak pidana wmum  yang
diprozes hingga Penuntutan

Tingkat penysiesalan perkara
tindak pidana umum yang
berkekuatan hukum f=tap dan
telah diekee ks

B2%

g2%, |

Meningxetnya xualitas lavanan publik
dang pernegaken hukem o
Kajagqundg, Kaaksaan Tirani.
kejaxksagn Meger, dan Cabamg
Kejakzaan Meqger '

Indeks kepuesan ayanen publik
bidang penegekan hukuem i
Ke|aKsaen Meagar

3.7

Fersentuse  layanan  bidang
penafakan  hukutm sesuai
dengan standar layvanan o
Kejaksaan Megeti

100%

Tarlgksananya  pehanganan  dan
penyelasaian perkara tingak pidana
umum, pidana khusus, perdata dan
tata usah nequm, pefkam koneksitas
_dl Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negarl
dan Cabang Keaksaan Negeri

FPersentass panyelesalan
leporan  pananganan  dan
panyglasaian  perkara
pidana umum, pidama khusus,
perdala dan 1ala usaba negara,
perkara koheksitas di Kejaksaan
Tinggi, Keizksaan MNegesi dan
Cabang Kejakaaan Megeri

tindak !

100%

Mo

Keglatan

Anggaran

FPenanganan dan Penyelesalan Perkara Tindak
Pidana LUmum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan

Jumilah

Fp. 381.420.000

Rp. 381420000 |




D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINER.JA TAMBAHAN
1, Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Fepublik Ingdonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direkiif Kepala Kejaksaan Tinggi

Jakarta, 18 Januari 2025
Pihak Kedua, Pinak Pertama,

HEPALS SEKSE TINDAK PLIOARS LIMURM KEPALA SUB SEKEI FENUNMTUTARM DAN
KEJAKSEAAN NEGERI JAKARTA BARAT, EXSERLUSE DAN EKSAMIMASI PADA SEKSI
TINDAK PIDAMNA LMW

KE.I NEGER| JAKARTA BaRAT.

_\_\_-_‘——
—

{TEGUH ARRIYANTO, S.H., M.H.) (AREEF CHIDMI NASUTION, 5. H.}



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang elektif, ransparan dan akuntabet
serla beronentas: pada hasil. yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R.ALIF ARDI DARMAWAN, 5.H., M.H.

Jabatan : KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA
DAN EKSEKUS| PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Salanjutnya disebut pihak pertama
Mama : Dr. FADLI ALEARISI, S H., M.H.
Jabatan :  KEPALA SEKSI| TINDAK PIDANA KHUSUS

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak partama barjanyi akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perfanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperfi vang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebutl menjadl tanagung jawab kKami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capalan kinera dar peranjian inl dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 15 Januan 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA SEKEI TINDAK PIDANA KHUSUS  KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN, UPAYA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT, HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI PADA —

ADLI ALFARISI, SH., MH.) (R. ALIF ARDI DARMAWAN, 5.H., MH.)



2.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUB SEKSI FPENUNTUTAN, LIPAYA HUKUA LUAR BIASA DAN
EKSEKUSL PADA SEKS] TINDAK PIDANA KHUSUS
- KEJAK3AAN NEGERI JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KER.JA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulatan Pangan dan Energi, seria Ekonoemi yang Produktif dan Inklusif,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNANPRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1.
2.

Mermperkokeh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia [HARW),

Mermantapkan sistem pertahanan kesmanan negara dan  mendorang
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonami syarish,
ekanom digital, akanomi hijay, dan ekanomi bing,

Mealanutkan pangembangan Infrasirakiur dan meninghkatkan lapangan keria yang
berkualitas, mendarong kewirausahaan, mengembangkan indusin kreatif, serta
mengembangkan agremarfim imdustr. di senlra preduksi melali peran akdtif
Kopreras.

Memperkual pembangunan sumber days manusia (SDM), sains, beknoloni,
pandidikan, kesshalar, prestasi alabrags, kesataraan gender, sera perguatan
peran perempuan, pemada, dan penyandang disabilltas.,

Melanjutkan hilirisasi dan mengambangkan industri barbasis sumber daya alam
uniluk menlngkatkan silai lambsah di dalam negen.

Membangun dan desa dan dan bawah unluk periumbuhan ekonemi, pemeratzan
ekanomi dan pemberantasan kemiskinan,

. Memperkual reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pancegaban dan permberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyalundupan.
Memperkual penyelarasan kehidupan yang harmons dengan kngkungan, alem,

dan hudaya, serta peningkatan teleransi antarumat beragama untuk mencapsa:
masyarakat yang adil dan makmur.,

C. KINERJA UTAMNA

: N Sazaran Kegiatzn Indikator Kinerja Kegiatan | Targel
1 Maningkatnya B -ﬁe-r';;rclmaian Tingkat penyslesaian perkara 1%
pananganan  Parkara Tplkor dan | andak  pidane kerupsl  clan
TPPU TPPU yang diselasaikan pada

{ahap penuriuian




Targel

tata usaha nogara, perkara koneksitas
i Kejaksaan Tingoi, Kejaksaan Nagari
an Cabang Kelaksaan Negeri

No Sazaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Trmgkat penyelesaian perkara 919%
tindak pidana  Worups  dan
TPPU  vyang  harkeluatan
hukum Ielap dan I=lah
dleksek i
2 | Mening <atnya penyelessian | Tingkat penyelesaian  perkara 19,
PEnAngangn Porkars Tipidsus | tindak pldana khsLEs
{Pemajakan) dan TPPL (Perpajakan] dan TRPL yang
digelesaikan pada tahap
_penuntulan
Tingka! penyelesaian  perkara 1%,
ndak plclana khusUS
(Perpajakan]) dan TPPU yang
berkekuatan hukum letap dan
_ _ telah deksakuws]
3 | Mening<atryza penyalesgian | Tingkal penyvelesaian perkara 09104
Jena higHNAN Perkara Tipidsus | findak pldana KhusLs
{Kenabeanan, Cukai) dan TRRU {Kepabeanan, Cukaj) dan TPPL
yang diselesalkan pada tahap
pehintulzn
Tingkat peayvelesalan  parkara 918,
tindak pidana khusus
(Kepataanan, Cukai) dan TFPU
vang berkckuatan hukum Eiap

_ dan telah dicksekusi o

4 Meningatrya penyslesalan Tingkal penyesalan  parkara 1%,
nenanganan Porkara Tindak Pldans Tindak Fidana HhLISL:!E '-E*”!’!-'a-
khusus Lainnya dan TPPU dan TPFPU yamy diselesdikan

pada tahap penunfutan

Tingkal penyelesaian petkara 419%,
Ttk Pidana Khusus Lamnmya,

dan TPPU wyang bearkekualan

hukurm betap dan telah
diekzekusi

S | Mening=atnya penyelesaian | Tinghat penveleszian kegiztan | 919
pengendalian operas) dalam | monliantg dan evaluazi dalam
pehanganan persera tndak pldana | penyelesaian pananganan
khusie perkara tindak pidana shusus.

g | Meningrainya penvelesaian | Tingkat penveleszian perkars g1%
pengamballan Kerugian nedgara dalam | tipikor  dar TPPU yang
penanganan persare tndas  pldeoa | berdampek pada pengembalian
khusus kerugizn negara

7 | Meningkalnya kudiitas layanan publk | Indeks kepussan layansn publik 3.7
Badang penegakan hukum  di | bidang  penagakan  Rukuom i
Kajaguna, Keaksmnat lngg, | Kejaksaan Negeri
ﬁ}:ﬁ:ig N;;‘;EE"‘ dan  Cahang Fersentase [ayanan bidanq 1008

penggakan hukum BegUgl
derngan  standar  layanan o
Kajaksaan tagsrl

8 | Teflaksanarva penanganan  dan | Fersentass penyelesaian . 100%
penycicsaian porkara badak pldana | laporan pEnanganan dan
wmum. pidana khusus, perdata dan | panyelesaign  perkara  tndak

pidana urmum, pidana khusus, .

patrdata gan tata Lxabp neoara,
per<ara konaksitas di Kejaksaan

Tingg, HKeaksaan Meger dan:

Cabang Kelaxaaan Meseh




No Kaglatan Anggaran

1 | Penanganan dan Panyalesaian Perkara Tindak Rp. 34 542,000
Pidana Khusus di Kejakszan Tinggi, Kejaksaan

Megeri dan Cabang Kejaksaan Negen

 Jumian ' " Rp. 34.549.000

D. PRIORITAS NASIOMAL

.

E. KINERJA TAMBAHAM
1. Pelaksanaan Rencana Aksi MasionalfStrategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Fepublik Indgnesia,
2. Pelakzanaan Tugas Direklif Kepala Kejaksaan Tinggi

Jakarta, 15 Januan 2025
Pihak Kadua, Pihak Partama,

KEPALA SERSI TINDAK PIDANA KHUSUS  HKERALS SUS SERSI FENUNTUTAM, UFAY A
KE JAKSARAMN HEGERI JAKARTA BARAT, HUKURM LUAR BiASA DAN EKSEKUSI PAL

SEKSE TINDAK PID:
KEJAKEAAMN NEGERI .

DLI ALFARIS!, S.H., M.H.) {RL ALIFAARDI DARMAYAN, 5.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif, fransparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . TANTRI NOVITASARI, S H., M.Kn.

Jabatan : KEPALA SUB SEKS|I PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN
OPERAS| PADA SEKS| TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama . Dr, FADLI ALFARISI], 5.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI| JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujuedkan target kinera yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perfanjian ini, dalam rangka mencapai targel kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kKegagalan
pencapaian larget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pamberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januan 2026
Pihak Kedua, Fihak Pertama,
KEFALA SEKS] TINDAK PIDANA KHUSLS KEPALS SUB SEES| PENYIDIKAN DAMN PEMGENDALLAM

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT, DFPERASI PADA SEES] TINDGK PIDANSA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI J




2

PER.JAN.IIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA SUB SEKS]I PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKE]

TINDAK PIDANA KHUZUS
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2(ZE
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yandg Produktf dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2028

1.
2,

fMemperkokoh ideolegi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memaniapkan sistern pertahanan  keamanan nRegara dan mendorong
kemandiran bargsa melai swasembada pangan, enargi, air, ekenomi syariah,
ghorromi digital, ekonomi hijau, dan ekornomi bin. '

- Melanjuikan pengembargan infrastrukiur dan menlngkatkan lapangan kera yang

berkualitas, mendorong kewirausahaan, mangembangkan industn kreatf, serta
mengembangkan agromantim industn oi senfra produksi melalil paran aktf
koperasi,

- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), salns, teknokogi,

pendudikan, kesehalan, prestas olahraga, kesetaraan gender, sera penguatan
paran perampuan, pomwda, dan penyandang disabilitas.,

. Melanjutkan hilirigasi dan mangembangkan industr herbasis sumber daya alam

unfuk mertingkatkan nilan lambah di dalarn negers.

- Membangun dari desa dan dan bawsh uniuk perumbuhan ekonomi, pemeralaan

ehonami dan pemberantasan Kemiskinan.

. Memperkuat meformasi  politik, hukum, dan  birokrasi, serfa memperkoat

pancagahan dan pamperantasan korupsi, narkoba, judi dan peanyelundupan.

- Memperkuat penyelarasan ¥ehldupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, sarta peningkatan toleransi antatumat beragama uatuk mensapa
masyarakat yvang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Kegliatan Indikator Kinerja Kegiatan | Target '
1 | Meningkatnya pemystasaisn | Tingkat penyclesaian porkara Q1% I
I penanganzn Perkara Tipikor don | lindak pidans  kerupsi  dan
'[ TR TPPU yang dizedasaikan pada
1ghap penyeldikan

Tingkat penyslacaian parkara 1%
findak pidana keorupsi dan
TFPU yang diselesaikan pada
ahap panyidilkan




| peranganan Perkara Tindak Pidana
" Khwsus Lalinnya dan TPPU

Sasaran Kegiatan Indlkator Kinerja Kegiatan | Target
Tingkat penyalesaian perkara 1%
tindak pidanta Yoraps: dan
TPPLI vang diselecaikan pada
) tahap prapenuntutan
Meningkatnys penyelesaian | Tihgkat penyelesaian perkara | 91%
pEnanganan Parkara Tipid=sus | tindak pldana khugus
{Perpajakan) dan TFFPU {Pespajiakan) dan TPFLU yang
diselezaikan pada lahap pra
_ panunlutan
Memngkatins penyelesaian | Tmyjkat penyelesaian perkara | 91%
penanganan Parkers Tipidsus | tindak pidana khuzus
» {Kepabeanan, Cukai) dan TPPL (Kepabsanan, Cukai) dan TPPL
' yang diselesaikan pada tahap
. pra patuniuian
Meningkatnya penyelesajan | Tinkal penyelesaian  perkara 819,

Tindak Fidana Khusus Lamnya,
dan TPFU yang diselesaikan
paca tahap pra pendnlulan

Rlemngketys penyelesaian | Tingkat  penyelessian  thdak | 91%
pengendalian CpArasi dalarn | [anjut penyelesgian laporan dan
penanganan perkara tindak pidana | pengaduan masyarakat dalam
khusus panyelasaian pENBNgEnan
perkara tindak pidana khusws
Tingkat penyelesatan kegiatan | 1%
gperasi bantuan teknis dan
tindakan hukum lain  dalam
pamyalasalan FERAnganan
perkara findak pedana khusus.
Tmgkat panyvelesaian keolatan 1%
menitcring dan evaluasi dakam
penyelesaian penanganan
parkara lindak pidanz khusus. .
Meningkatnya kualllas [ayanan pubdlk | Irdeks kepuasan layanan pubiik 3,7
bidang penegakan  hufum  di | bidang peobtegakan  hukum &
Keiagung, Kejakazan Tinggi, | Kejakzaan Hegeri
Kejaksaan MNegen, Jdan Cabeng | Porscrtase  layanan  bdang 100%
Kejgksaan Neqeri penagakan hukum SESUA
dengan  slandar  keyanan i
kajaksaan Nagori L
Terlaksananya  penanganan  dan | Persentasa penyelasaian 100%
penysiesgian perkara findak pidana ' Bporan pesandganan  dan
wnam, pedana khusus, perdata dan | penyelesaian  perkara  tindak !
tata usaha negara, parkara koneksitas | pdana umem, pidana khusus, -
di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Neger | pardala dan tata usaha negeara,
dan Cabang Kejakszan Negeri perkara koneksitas di Kejakeaan
Tinggi, Wejekazan Megeri dan
 Cabang Kejaksaan Negeri |
No Kegialan Anggaran
1  Penanganan dan Penyslesaian Perkara Tindzk Rp. 34 549 000
Pidana Khusus di Kejakeaan Tinggi, Kejzkszan
Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
Jumilah Rp. 34 548 000

D. PRIORITAS NASIONAL




E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi NaswonzliStrategi Nasional df Lingkuthgan Kepaksaan
Republik Indoresia.
2. Pelaksanaan Tugas Direklif Kepala Kejaksaan Tingoi

Jakardg, 15 Januan 2026
Pihak Kedua, Pihak Ferfama,

KEPALA SEKS| TINDAK PIDANA KHUSLWSE  KEPALA BB SEKSIPENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN
KEJANSAAN NEGERI JAKARTA BARAT, PERAS| PADA SEKS| TINDAK PIDANS KHUSUS
KEJAKSAAN NEGE RN JAKARTS RARAT,

LI ALFARISI, §.H., M.H.) (TANTRI NOVITABRRL, 5H.. M.Kn.}




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektf, transparan dan akuntabal
sera berofentas pada hasil, yang bertanda tangan dibawsah ini:

Mama . JAMN FANTHER RIO SIMANUNGKALIT, 5.H.

Jabatan . KEFALA 5UB SEKSI PERDATA DAN TATA LISAHA NEGARA PADA
SEKS| PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN
NEGERI JAKARTA BARAT

Saelanjutnya disebut pihak partama

Mama ¢ Dr. LUDY HIMAWAN, S H_, MH.
Jabatan . KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGER! JAKARTA BARAT

Saelaku atasan langsung pihak partama, salanjuinya disebut plhak kedua

Pinak pertama berjan|i akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual dengan lampiran
penanjian ini, dalam rangka mencapai target kinera jangka menengah seperti yang tetah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegegalan pencapatan target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian inl dan aken mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka
pembearian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 20028

Pihak Kedua, Pinak Pertama,
KEPALA SEKS| PERDATA DAN TATA  KEPALA SUB SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
USAHA NEGARA NEGARA PADA SEKSI PERDATA DAN TATA
KEJAKSAAMMEGERI JAKARTA BARAT, USAHA NEGARA

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT,
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEFALA SUB SEKS] PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA SEKSI

PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA,
KE.JAKSAAN NEGER] JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulatan Pangan dan Enargi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif,

B. DELAPAMN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS HASIONAL TAHUN 2028

1.
2.

hMemperkokoh ideologt pancasia, demokrasi, dan hak agasi manusia (HAM,.
Memantapkan sislem perfananan keamanan negara  dan  mendorong
kemandirian bangsa melalui swazembada pangan, engrgi, air, ekanomi syariah,
akonomi digital, skanomi hijau, dan ekanomi bin

. Melanjutkan pengembangan infrastruklur dan meningkalkan lapangan kerja yang

berkualitas, mendorang kewirausahaan, mengembangkan industin krealif, serta
mengembangkan agromartm industri di sentra produksi melalui paran aklif
koperasi.

Mamperhuat pembanguaan sumber daya manusla (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kezehalan, prestasi olabraga, kesetaraan gender, serta panguatan
peran perstrpuan, pemada, dan penyandang disalilitas,

haianutkan hilirlaasi dan mengembangkan industr berbasis sumber daya alam
unluk maningkatkan nilai ambah ¢ dalam neger.

Membangun dar desa dan dan bawah unluk perlumbuban ekonoml, pemerataan
akonomi dan pemberaniasan kemskinan,

. Memperkeat reformasi politik, hukum, dan birokras, serta  memperkuaat

pencegahan dan pemberanfasan korupsi, narkoba, judi dan penyslundupan.

Mernparkuat penyalarasan kabldipan yang hamonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, zerta peningkatan taleranst antarumal beragama untuk mencapai
masyarakal yang adil dan makmur,,

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan | Target

1 Meningkalnya keberhasilan | Tingkat penyeesalan perkars 219
penangandn perkara perdata pardata

2 | Meningkatnya kabarhasian  Tingcat penyslesaian perkara ) 91%
pananganan per<arm  Tata Usaha 1415 Ugana Negarz
Megara [TUN) oy ]

3 | Terpenthinys penyelesalan pelayunen - Pofeontace penyekEsaian | 100%

"hukum + palayanan hukum




Mo Sagaran Kegiatan Inflkator Kinerja Kegiatan | Targel

q MET‘I|I‘IQHE|.I"I'!||'.EIIHI.IE|HEE layanan aublix | Indaks kepuasan lavaran puplik az
bidang  penegakan  hukum  di | bidang penegskan hukum  di
Kejaguni., Kejakeaan Tinggy, | Kejaksesan Negeri

Kejaksaan Nager, dan  Cabend | popoeniace  iayanan  bidang | 100%
Kejaknaan Negeri panagakan I:Ejﬁzurﬁ s&sun:ﬂ
dengan standar  |ayanan o
Kejgksaan Megeri

h | Tedaksanenya penanganan dan . Pesentase penyalesaian 1008
peryelasalan perkara thdak pidanai'lap-crran penanganan  dan
umum, pidana knusJg, pardata dan . ponyelosalan  perkara  tindak
tata usaha negara, perkara koneksitas - pidana umum, pidana khusus,
di Kejeksaan Tinggi, Kejaksaan Megeri  perdata dan teta usaha negara,
dan Cabang Keaksaan Mager| | perkara koneksltas di Kejaksaan
Tingol, Kejaksaan Neger dan
Cabang Kejaksaan Negeri

S

Mo Kagiatan Anggaran

1 | Penanganan dan Penyeleszian Perkara Pardata RHp. £.534.0410
dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tingai, |
Welaksaan Negeri dan Cabang. Kejaksaan Negeri

Jumlah Rp. 5.534.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksaraan Fancana Aks WasionslStrateqs Nasional di Lingkungan Kejsksaan
Republik Indonesia,
2. Palzksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tingal

Jakarta, 15 Januari 2026
Pikalk, Kedua, Plhak Perama,

KEPALA SEXS]1 PERDATA DAN TATA  KEPALA SUB SEKE| PERDATA DAN TATA USAHA
USHAHA NEGARA MEGARA PADA SEKS| PERDATA DAN TATA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT, LUSAHA NEGARA

iy REJAKEAAN NEGERT JAKARTA BARAT,

(Or. LUDY HIMAWAN, 5.H., M.H.)




KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

JI. Kembangan Raya No.1, RT.5/RW.2, Kembangan
Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11610
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